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KATA MUTIARA

No body want to be lonelyl!!
Aku tidak mau tinggal sendiri...
Aku tidak mau hidup sendiri...
Mau tau kenapa...

Karena aku tidak mau sendirian...

Takutll
Aku memang takut kalau ditinggalkan sendiri...
Aku punya alasan untuk takut!

Bayangkanlah...
Siapa yang akan menolongku kalau aku hidup sendiri...
Siapa yang akan mendengarkan ku kalau aku sendirian...

bikin hidup lebih hidup!!

Aku senang kalau ada orang yang mau menjadi temanku
Aku bisa bernapas lega bila banyak orang disekelilingku
Aku bahagia karena ada orang yang mendukungku
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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak
memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam

kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 16 Juni 2004
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(Utami Dewi)
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ABSTRAK

KABINET REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS)
20 DESEMBER 1949 — 6 SEPTEMBER 1950

Skripsi yang berjudul “Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) 20
Desember 1949 — 6 September 1950” bertujuan untuk membahas tiga
permasalahan pokok, yaitu: (1) Bagaimana proses pembentukan Kabinet RIS ;
(2) Bagaimana pelaksanaan program kerja Kabinet RIS selama masa
pemerintahannya ; dan (3) Mengapa Kabinet RIS mengakhiri tugasnya.

Penulisan skripsi ini bersifat deskritif-analitis dan data yang digunakan
dari hasil studi pustaka yang berupa arsip-arsip, artikel surat kabar, dan buku-
buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sejarah. Adapun langkah-
langkah penulisan metode sejarah mencakup ; heuristik, kritik sumber,
interprestasi dan penulisan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah politik.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ; (1) Presiden Soekarno
membentuk formatur pembentukan kabinet yang beranggotakan empat orang
yaitu: Mohamamad Hatta, Sultan Hamengku Buwono IX dari orang Republik
; dan dua orang BFO Ide Anak Agung Gde Agung Sultan Hamid II. Keempat
orang ini yang berhasil membentuk Kabinet RIS dalam kurun waktu dua hari.
Kabinet RIS terdiri dari 13 kementerian (departemen) dan 3 menteri negara.
(2) Kabinet RIS melaksanakan program kerja di beberapa bidang yaitu:
politik, ekonomi, keamanan, dan pendidikan. Pelaksanaan di politik
menyangkut urusan kenegaraan yaitu penyerahan kedaulatan dan juga
mengurus Irian Barat. Di bidang ekonomi Kabinet RIS berhasil mengatasi
krisis ekonomi dan pemogokan yang dilakukan oleh para buruh perkebunan.
Sedangkan di bidang keamanan menangani pemberontakan-pemberontakan
yang dilakukan oleh Westerling, Andi Azis, dan juga menanggani RMS. Dan
di bidang pendidikan Menteri Pendidikan RIS menjalin kerjasama dengan
Menteri Pendidikan RI untuk menangani urusan Perguruan Tinggi guna
meningkatkan mutu pendidikan RIS. Selain itu juga kabinet mengadakan
sekolah untuk para Gerilyawan. Yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin
dan keterampilan. (3) Rakyat menuntut pembubaran Negara Bagian ciptaan
Belanda. Dan Pemerintahan RIS dan RI mengadakan perundingan tentang
pembentukan Negara Kesatuan. Melalui Keputusan RIS NO.241 Tahun 1950
tertanggal 15 Agustus 1950 Kabinet RIS dinyatakan demisioner.
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ABSTRACT

THE REPUBLIC OF THE UNITED STATES OF INDONESIA
(RUSI) CABINET
DECEMBER 20, 1949 - SEPTEMBER, 6 1950

The thesis of “The Republic of United States of Indonesia (RUSI) December
20, 1949 — September 6, 1950 is to discuss three major problem : (1) How the
structuring process of the RUSI Cabinet ; (2) How the RUSI Cabinet carries out their
programs in their era ; (3) How the RUSI Cabinet ends their duty.

The thesis is descriptive — analytic, data used in this writing are the results of
literature study including archives, newspaper articles, and books related to writing.
The method of this writing is historical method. The steps of historical method writing
include heuristic, resource criticism, interpretation, and writing. The study uses
political approach.

The study results : (1) President Soekarno built formatur to construct the
cabinet member four persons: Mohammad Hatta, Sultan Hamengku Buwono [X
(Republican); and two of BFO, Ide Anak Agung Gde Agung and Suitan Hamid II.
There four person finally success to form the RUSI Cabinet in two days. The RUSI
Cabinet consisted of thirteen department and three ministries. (2) The RUSI Cabinet
carried out the programs on the fields of politics, economy, security and education.
Politics was related to state including sovereignty transfer and carrying after west
Irian. Economy was related to inflation resulting economic crisis and solved the strike
of farm work force. In the field of security, the RUSI Cabinet also handled rables of
Westerling and Andi Azis and also RMS. In education quality of RUSI. The RUSI
Cabinet also built a school fighters to increase their deciplin and skill. (3) People
demanded states contructed of Dutch dismisal. The goverments of RUSI and RI held a
meeting discussing Union states. The RUSI Cabinet is stated deminsioner by RUSI
Law NO.241 Year 1950 dating August, 15 1950.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal
17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945
merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan RL.' Sejak
saat itu bangsa Indonesia mulai menyusun Pemerintahannya. Setelah
kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, keesokkan harinya tanggal 18
Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya dan menetapkan sebagai
berikut:?
1. Menetapkan Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945
Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
2. Menetapkan dengan memilih secara aklamasi Presiden Republik
Indonesia, Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs.
Mohamad Hatta.
3. Pekerjaan Presiden Untuk Sementara waktu dibantu oleh sebuah
Komite Nasional
Sedangkan sidang tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan:

1. Pembentukan 12 Departemen Pemerintahan

! Bangsa Indonesia menghendaki sebuah Negara Kesatuan dimana negara yang melindungi dan
meliputi segenap bangsa seluruhnya. Hal ini terdapat didalam pasal 1 ayatl UUD 1945 yang
berbunyi “negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk republik”

2 C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), him. 25.
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2. Pembagian Wilayah Indonesia dalam 8 provinsi dan setiap provinsi
dibagi ke dalam keresidenan-keresidenan

Dengan adanya ketetapan sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945, maka

Presiden Soekarno membentuk Kabinet pertama RI.

Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, dan
Belanda tidak tinggal diam. Belanda berusaha untuk memperoleh kembali
daerah jajahannya. Baik itu secara terang-terangan ataupun sembunyi-
sembunyl. Namun usaha tersebut mendapat perlawanan keras dan
pemerintahan RI. Sehingga merugikan pihak Belanda.

Hal tersebut membuat Belanda untuk mengubah susunan Negara
RI menjadi negara federal, dengan menggunakan kekerasan senjata yang
dilancarkan terhadap RI. Belanda menjalankan politik federalisme, sebagai
politik yang dikenal dengan nama “devide er impera” untuk
memecahbelahkan  persatuan bangsa. Sehingga Belanda dapat
mempersempit daerah kekuasaan RI, bahkan dapat dikuasai oleh Belanda.
Hal ini dapat dilihat dengan adanya penyerbuan-penyerbuan Belanda yang
dikenal dengan Agresi | tahun 1947 dan Agresi II tahun 1948. Dengan
adanya Agresi II ini hampir semua kota di Indonesia telah dapat diduduki
oleh Belanda, termasuk pula kota Yogyakarta yang merupakan ibukota
Republik Indonesia saat itu, padahal di dalam “Persetujuan Renville” yang
diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 oleh pihak Belanda sendiri telah

diakui wilayah Republik Indonesia.’ Hal ini tidak menguntungkan Belanda

3 Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990) hlm. 61
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karena adanya perlawanan yang keras dari pihak bangsa Indonesia yang
merasa dirinya dirugikan.

PBB turut campur tangan dalam menyelesaikan perselisihan dan
perang antara Belanda dan RI. PBB mengadakan konferensi antara RI dan
Belanda, yang melibatkan BFO atau Badan Permusyawaratan Federal.
Konferensi ini dikenal dengan nama KMB.

KMB berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November
1949. yang diketuai oleh Perdana Menteri Belanda, Drees. Delegasi
Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen, RI oleh Hatta dan BFO oleh
Sultan Hamid I1. UNCI bertindak sebagai mediator.”

Dalam konferensi ini dihasilkan 3 buah persetujuan pokok yaitu:’

1. Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat

2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS

3. Didirikan Uni antara RIS dan Kerajaan Belanda

Persetujuan pemulihan kedaulatan terdiri dar1 3 persetujuan induk yaitu:6
1. Piagam pemulihan kedaulatan

2. Statut Uni

3. Persetujuan Pindahan

Di sela-sela sidang KMB, wakil-wakil RI dan BFO yang
menghadiri sidang KMB merencanakan suatu konstitusi. Rancangan

konstitusi tersebut ditetapkan oleh wakil-wakil RI dan BFO, di

* G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20 jilid 2 dari perang kemerdekaan pertama sampi PELITA
111, (Yogyakarta : Kanisius, 1998), hlm. 57.

5 Joeniarto, op.cit, him. 62.

¢ Ibid.
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Scheveningen pada tanggal 29 Oktober 1949, yang kemudian rancangan
ini disahkan oleh badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintah-
pemerintah daerah bagian Indonesia.

Pada tanggal 14 Desember 1949, Piagam Konstitusi RIS
ditandatangani oleh pemerintah masing-masing.” Sesuai dengan namanya,
K-RIS merupakan sebuah konstitusi yang berlandaskan Federalisme,
sehingga konstitusi ini digunakan oleh RIS. Di dalam K-RIS Pancasila
ditetapkan menjadi dasar negara. Setiap negara bagian mengirimkan 2
senator ke Badan Perwakilan Federal yang terdiri dari dua kamar
(bicameral). Senat memiliki kekuasaan ko-legislatif dengan DPR dalam
hal yang menyangkut hubungan antara negara-negara bagian. DPR-RIS
terdini dari 150 anggota. DPR ini memiliki hak inisiatif, dan undang-
undang pada umumnya memerlukan persetujuan 50% jumlah anggota
dalam suatu sidang yang dihadiri minimum 50% jumlah seluruh anggota.
Pemerintah memegang kekuasaan ko-legislatif bersama DPR dalam segala
hal, dan dengan Senat dalam hak yang mengenai wewenang Senat.
Pemerintahan memiliki hak inisiatif dan persetujuannya diperlukan untuk
semua perundang-undangan. Presiden adalah Kepala Negara dan Panglima
Tertinggi Angkatan Perang dan dipilih oleh sidang bersama Senat dan

DPR. Dengan persetujuan kedua badan itu Presiden mengangkat 3 orang

7 Lihat lampiran IV him. 94-97.
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formatur kabinet dan salah seorang darinya menjadi Perdana Menteri
(PM).®

Pada tanggal 16 Desember 1949 Senat dan DPR-RIS mengadakan
sidang untuk memilih Presiden. Kemudian pada tanggal 17 Desember
1949 Ir. Soekamo resmi diangkat sebagai Presiden RIS. Dan Presiden
Soekarno mengeluarkan surat keputusan yang memutuskan Drs.
Mohammad Hatta, Ide Anak Agung Gde Agung, S.P. Sultan Hamengku
Buwono IX, S.P. Sultan Hamid II. Menjadi panitia pembentukan kabinet.
Dan pada tanggal 19 Desember 1949 Kabinet RIS terbentuk, dan

Mohammad Hatta diangkat menjadi PM.

B. Rumusan Permasalahan

Mengingat adanya keterbatasan kemampuan penulis serta
keterbatasan sumber penelitian dan fasilitas yang dapat digunakan untuk
mengadakan penelitian yang mendalam tentang Kabinet RIS, maka
pembahasan hanya seputar tentang Kabinet RIS dibatasi hanya pada
pembentukan kabinet, pelaksanaan program kerja kabinet pada masa
pemerintahannya, dan berakhirnya masa tugas Kabinet RIS.
Permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana proses pembentukan Kabinet RIS?
2. Pelaksanaan program kerja Kabinet RIS selama masa

pemerintahannya:

¥ G. Moedjanto, op.cit, Him. 68-69.
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A. Bagaimana pelaksanaan di bidang politik?

B. Bagaimana pelaksanaan di bidang ekonomi?
C. Bagaimana pelaksanaan di bidang keamanan?
D. Bagaimana pelaksanaan di bidang pendidikan?

3. Mengapa Kabinet RIS mengakhiri masa tugasnya?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mendeskripsi dan menganalisa proses pembentukan Kabinet RIS.
2. Mendeskripsi dan menganalisa pelaksanaan program kerja Kabinet
RIS selama masa pemerintahannya.
3. Mendeskripsi dan menganalisa proses berakhirnya masa kerja Kabinet

RIS.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pembaca pada umumnya diharapkan dengan adanya penelitian ini
pemahaman tantang sejarah perjuangan bangsa Indonesia selama
Kabinet RIS.

2. Bagi kepentingan penulisan sejarah, diharapkan penelitian ini dapat
memperluas kasanah penulisan sejarah di tanah air, terutama sejarah
perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan

kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaannya.
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3. Bagi kepentingan penelitian sejarah diharapkan penelitian ini dapat
mendorong para pencinta sejarah untuk melakukan penelitian serupa
baik terhadap tema yang sama tentunya dengan sudut pandang yang

berbeda maupun terhadap banyak tema lain yang belum digali.

E. Landasan Teori
1. Bentuk Pemerintahan
Istilah pemerintahan dalam arti organ dapat pula dibedakan antara
pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit.”
a. Pemerintahan dalam arti sempit yang dimaksudkan khusus pada
kekuasaan eksekutif.
Contoh:
1) Menurut UUD 1945, pemerintahan ialah Presiden yang dibantu
Oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri;
2) Menurut UUD 1950, pemerintahan ialah Presiden, Wakil
Presiden bersama-sama dengan menteri-menteri,
3) Menurut Konstitusi RIS 1949, pemerintahan ialah Presiden
bersama menteri-menteri.
b. Pemerintahan dalam arti luas ialah semua organ negara termasuk
DPR. Bentuk pemerintahan vyang terkenal vyaitu Kerajaan
(Monarki) dan Republik.

1) Kerajaan atau monarki, ialah negara yang dikepalai oleh

® C.S.T. Kansil, op.ciz, hlm. 17-18.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

seorang raja dan bersifat turun temurun dan menjabat untuk
seumur hidup. Selain raja, kepala negara suatu monarki dapat
berupa kaisar atau syah (kaisar Kerajaan Jepang, Syah Iran, dan
sebagainya).
Contoh monarki: Inggris, Belanda, Norwegia, Swedia, dan
Muang Thai.
2) Republik (berasal dar bahasa Latin: res publica = kepentingan
umum) 1lalah negara dengan pemerintahan rakyat yang
dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang
dipilih dari dan oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu.
Menurut pasal 1 ayat (1) K-RIS), bentuk Negara RIS adalah
Negara Serikat dan bentuk pemerintahannya adalah Republik.
Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah pola pengaturan hubungan antara
lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya, atau bila
disederhanakan, adalah hubungan antara legislatif, eksekutif, dan
yudikatif. Hubungan itu meliputi baik hubungan hukum, hubungan
organisasi, hubungan kekuasaan, maupun hubungan fungsi. v

Sistem pemerintahan parlementer (parliamentary executive cabinet
system), esensi sistem ini ialah pertanggungjawaban badan eksekutif
kepada badan legislatif (sebagai wakil rakyat).!! dengan kata lain

eksekutif dalam sistem pemerintahan parlementer merupakan

' Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar, (Bandung : Sinar Baru,
1983), him. 140.

W 1bid.
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mandataris parlemen. Mandat yang diberikan tersebut sewaktu-waktu
dapat dicabut. Pencabutan tersebut merupakan tindakan terakhir yang
dilakukan oleh parlemen. hal ini akan dilakukan apabila eksekutif tidak
dapat memberikan pertanggungjawaban, atau pertanggungjawabannya

itu dinilai tidak memuaskan mayoritas dalam parlemen.

(VS

Bentuk Negara RIS

Mengenai bentuk negara kecuali ditentukan dalam Mukadimah,
juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) K-RIS:'?

(1) Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah

suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.

(2) Kekuasaan berdaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan

oleh Pemerintah bersama-sama dengan Perwakilan Rakyat dan
Senat.

Bentuk Negara RIS adalah Negara Serikat atau Negara Federasi.
Negara Serikat (Federasi) merupakan gabungan dari beberapa negara,
yang menjadi negara-negara bagian dari Negara Serikat itu. Negara-
negara bagian itu pada awalnya adalah suatu negara yang merdeka dan
berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dalam
suatu Negara Serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri itu
otomatis menjadi negara bagian. Negara bagian itu harus melepaskan
sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara Serikat.

Kekuasaan asli ada pada negara bagian. Negara bagian berhubungan

2p J. Suwarno, Tatanegara Indonesia, (Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 2003), him.
151. Lihat lampiran V him. 101,
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langsung dengan rakyatnya. Kekuasaan Negara Serikat adalah
kekuasaan yang diterimanya dari negara bagian. Biasanya yang
diserahkan oleh negara-negara bagian kepada Negara Serikat ialah hal-
hal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, pertéhanan
negara, keuangan, dan urusan pos."

Ciri-ciri Negara Serikat:

1) Ada negara dalam negara.

2) Kedaulatan  ekstern  berada  ditangan  pemerintahan

pusat/pemerintahan federal.

3) Kedaulatan intern berada ditangan pemerintahan negara bagian.

4) Terdapat dua macam konstitusi yaitu konstitusi negara federal

dan konstitusi negara bagian.

Hal ini dapat dilihat dari Konstitusi RIS yang menyatakan bahwa
ada 16 negara bagian. Negara RI dengan penduduk 31 juta orang,
sedangkan 15 Negara Bagian lainnya berpenduduk antara 100 ribu
sampai 11 juta orang. Keenambelas negara bagian yaitu adalah sebagai
berikut:"*

1) Negara RI dengan daerah menurut status quo seperti tersebut

dalam persetujuan Renville tanggal 17 Januari 1948.
Setelah RIS terbentuk, secara langsung RI yang
beribukota di Yogyakarta menjadi salah satu dari 16 Negara

Bagian RIS. Dengan adanya hal tersebut maka Pemerintahan

'3 C.S.T Kansil, op.cit, him. 4.
P.J. Suwarno, op.cit, him. 150; G. Moedjanto, op.cit, hlm. 60. ; lihat Peta lampiran III hlm. 92
dan K ~ RIS lampiran V him. 102.
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2)

RI mengalami kekosongan. Untuk mengisi kekosongan jabatan
Presiden R] yang ditinggal oleh Soeckarno, maka Mr. Assaat
diangkat sebagai Pemangku Sementara Jabatan (ucting)
Presiden RI dan Mr. Soesanto diangkat sebagai acting Perdana
Menteri RI. dan membentuk susunan pemerintahan lainnya.
Negara Indonesia Timur (NIT)

NIT merupakan negara bagian pertama yang diciptakan
oleh Belanda pada bulan 24 Desember 1946 dan meliputi
daerah-daerah sebelah timur Selat Makasar dan Selat Bali.
Lembaga pemerintahan NIT terdiri dari Badan Eksekutif
(Pemerintah dan Menteri-menteri), DPR Sementara, Senat
Sementara. Komisaris Mahkota bertindak sebagai penasehat
dan pengawas agar hak-hak warga negara dijamin. Sebagai
Presiden NIT terpilih Cokorde Gde Raka Sukawati. Di
bawahnya terdapat kabinet yang berkuasa dengan dukungan
DPR (sistem parlementer).

Negara Pasundan, termasuk distrik federal Jakarta

Belanda Dberkeinginan untuk mendinkan Negara
Pasundan. Oleh karena itu diaadakanlah tiga kali Konferensi
Jawa Barat untuk memenuhi keinginan Belanda. Konferensi
dikenal sebagai Konferensi Jawa Barat I yang diadakan tanggal
12 dan 19 Oktober 1947, Konferensi Jawa Barat II diadakan

antara tanggal 15 dan 20 Desember 1947, dan Konferensi Jawa

11
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4)

5)

6)

Barat III yang diselenggarakan pada 23 Februari 1948.
Konferensi-konferensi ini dihadiri oleh utusan Indonesia, Cina,
Belanda dan Arab. Dan Negara Pasundan lahir pada tanggal 24
April 1948 dengan R.A.A. Wiranatakusumah sebagai Wali
Negara.

Negara Jawa Timur (meliputi Surabaya, Malang dan Daerah
sebelah timurnya sampai Banyuwangi)

Pada bulan Agustus 1948 Belanda menyelenggarakan
pertemuan dengan wakil-wakil berbagai daerah di Jawa Timur.
Belanda menghidupkan kembali 12 Kabupaten di daerah itu.
Pada bulan November 1948 mereka mengadakan sidang di
Bondowoso. Mereka mengusulkan pembentukan Negara Jawa
Timur. Dan usul tersebut disetujuai oleh Gubernur Jendral pada
26 November 1948. Dengan begitu lahirlah Negara Jawa
Timur Dan R.T. Kusumonegoro terpilih sebagai Wali Negara.
Negara Madura

Pada tanggal 16 Januari 1948, rakyat Madura memilih
memisahkan diri dari RI dan Cakraningrat menjadi Wali
Negara.

Negara Sumartera Timur (meliputi Medan dan sekitarnya),
dengan pengertian bahwa status quo Asahan dan Labuh Batu

berhubungan dengan Sumatera Timur tetap berlaku.

12
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7

Di daerah Sumatera Timur terdapat kekuatan separatis
(ingin memisahkan diri) yang semula kecil saja, tetapi
kemudian menjadi besar karena Aksi Militer I. Dengan
perlindungan Belanda kaum separatis mendirikan Komite
Daerah Istimewa Sumatera Timur yang kemudian memperoleh
pengesahan dari pihak Belanda pada bulan oktober 1947. atas
persetyjuan Belanda Komite tersebut diubah menjadi
Konstituante. Komite mengusulkan agar Sumatera Timur
dijadikan negara bagian dan disetujui oleh van Mook dengan
keputusannya tertanggal 25 Desember 1947. Negara Sumatera
Timur diresmikan pada tanggal 16 Februari 1948 setelah
konstitusinya selesai disusun. Dan Dr. Mansur terpilih sebagai
Presiden Sumatera Timur. Pembentukan Negara Sumatera
Timur mendapat tetangan dari kekuatan-kekuatan Republiken,
tetpai kekuatan mereka tidak berhasil mematikan Negara
Sumatera Timur, bahkan wilayah Sumatera Timur bertambah
luas sesudah Agresi II dengan memperoleh tambahan daerah
Asahan Selatan dan Labuhan Batu, yang keduanya merupakan
daecrah yang tidak dikembalikan kepada RI sampai
terbentuknya RIS.
Negara Sumatera Selatan (meliputt Palembang dan sekitarnya)

Di dacrah ini mempunyai kekuatan-kekuatan sosial —

politik yang tidak setuju dengan strategi diplomasi menghadapi

13
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negara-negara Barat. Kekuatan-kekuatan itu berhasil didekati
Belanda dan Sumatera Selatan kemudian membentuk Dewan
Penasihat pada 19 April 1948. Dewan Penasihat mengusulkan
kepada Nica untuk membentuk Negara Sumatera Selatan. Van
Mook menyetyuinya pada tanggal 30 Agustus 1948,
Kemudian Dewan Penasehat diubah menjadi Konstituante,
yang kemudian berhasil menyusun konstitusi itu pada bulan
Desember 1948. dan Abdul Malik terpilih menjadi Presiden

Sumatera Selatan.

Satuan-satuan negara yang tegak sendiri, yaitu:

8)

9)

Jawa Tengah (meliputi wilayah yang diduduki oleh Belanda
sesudah Agresi | yaitu sebagian Banyumas, Pekalongan dan
Semarang)

Sebagai daerah otonom baru terbentuk pada bulan
Maret 1949, jadi sesudah Agresi Il. Ini disebabkan karena ada
kekawatiran bahwa pihak RI akan menghalang-halanginya
dengan segala kekuatannya berhubung letaknya yang begitu
dekat dengan ibukota RI.

Bangka; 10. Belitung; 11. Riau Kepulauan

Ketiganya merupakan daerah otonom yang diciptakan

dalam bulan Januari 1947, Pada bulan 12 Juli 1947 ketiganya

membentuk federasi.

14
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12) Kalimantan Barat (Daerah istimewa)

Daerah ini didirikan pada 12 Mei 1947. Yang terpilih
menjadi Kepala Daerah adalah Sultan Hamid [I dari Pontianak.
Segera menyusul pembentukan Dewan Kalimantan Barat yang
berwenang untuk menyusun konstitusi, yang diundangkan pada
bulan September 1947. Kalimantan Barat menyebut diri Daerah
[stimewa yang siap menjadi negara bila NIS telah dibentuk.
Dewan Kalimantan Barat kemudian menjadi DPR. Badan ini
terdiri dar1 wakil-wakil raja, penduduk Indonesia dan Cina.

13) Dayak Besar (di daerah Kalimantan Tengah sekarang)

Dibentuk pada bulan 7 Desember 1946, tetapi baru
memperoleh konstitusinya pada bulan Desember 1948.

14) Daerah Banjar (di Kalimantan Selatan Selatan sekarang)

Karena di daerah ini terdapat anasir pro RI yang cukup
kuat maka sebagai daerah otonom baru diciptakan pada 14
Januan 1948.

15) Kalimantan Tenggara (meliputi Pulau Laut dan daerah
Kalimanatan Tenggara yang berseberangan dengan pulau itu,
Pegatan dan Cantung Sampanahan)

Daerahnya meliputi Pulau Laut dan daerah
Kalimantan Tenggara yang berseberangan dengan pulau itu,

Pegatan dan Cantung Sampanahan dan dibentuk pada bulan

15
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Maret 1947 sebagai suatu federasi semacam dengan
Kalimantan Timur.
16) Kalimantan Timur, dan daerah-daerah Indonesia selebihnya
yang bukan daerah-daerah bagian.
Kalimantan Timur baru diberi status daerah otonom
secara resmi pada bulan Febuari 1948. tetapi namanya adalah
Federasi Kalimantan Timur terdiri dari daerah-daerah
otomom setingkat kabupaten dan kesultanan antara lain
Tenggarong.
4 Kabinet RIS
Menurut Konstitusi RIS, dalam prinsipnya Kabinet RIS pun
menganut sistem kabinet parlementer sebab dalam pasal 118
dinyatakan bahwa: "
1) Presiden tidak dapat diganggu gugatl6
2) Menteri-Menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakasaan
pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun
masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri dalam hal itu.
Kabinet Parlementer adalah kabinet yang menteri-menterinya

dikemukakan oleh parlemen.'’

P AK. Pringgodigdo, 7iga Undang-Undang Dasar (Jakarta : PT Pembangunan, 1981), hlm. 36;
C.S.T. Kansil, /imu Negara Umum dan Indonesia, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001), hlm. 274-

1 Menurut UUDS 1949 Presiden tidak dapat diganggu gugat. Maksudnya adalah Presiden sebagai
lambang negara, kepala negara, dan presiden tidak bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan.
Dimana yang bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan adalah kabinet/menteri-menteri.
Presiden tidak dapat dijatuhkan. Selain itu Presiden mempunyai hak prerogatif.
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Ciri-ciri sistem kabinet parlementer yaitu: 18

D

2)

3)

4)

5)

Parlemen merupakan satu-satunya badan yang anggotanya
dipilih secara langsung oleh warga negara yang berhak memilih
melalui pemilihan umum.

Anggota dan pemimpin kabinet (PM) dipilih oleh parlemen
untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan eksekutif
Sebagian besar atau seluruh anggota kabinet biasanya juga
menjadi anggota parlemen sehingga mereka memiliki fungsi
ganda, yakm legislatif dan eksekutif. Hal ini berarti yang
memerintah adalah partai yang memenangkan pemilihan umum
atau koalisi partai-partai manakala tidak ada satu partai yang
mencapai suara mayoritas.

Kabinet dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan
mayoritas dan parlemen. Hal itu berarti parlemen dapat
menjatuhkan  kabinet manakala mayoritas  parlemen
memberikan “mosi tidak percaya” kepada kabinet.

Manakala kebijakannya tidak mendapatkan dukungan dan
parlemen, perdana menteri dapat membubarkan parlemen, lalu
menetapkan waktu pelenggaraan pemilthan umum untuk
membentuk pariemen yang baru.

Fungsi kepala pemerintahan (PM) dan fungsi kepala negara

(presiden, raja) dilaksanakan oleh orang yang berlainan.

"7 W J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta - Balai Pustaka, 1993), hlm.

428.

'8 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta - PT Gamedia, 1992), hlm. 170.

17



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

F. Tinjauan Pustaka
Penelitian ini mengambil kurun waktu antara tanggal 20 Desember

1949 — 6 September 1950, yaitu pada masa pemerintahan Kabinet RIS.
Kurun waktu yang sudah lama lewat memang membawa kesulitan
tersendiri dalam menemukan sumber-sumber yang berbicara tentang
Kabinet RIS. Namun demikian sumber-sumber yang berhasil diperoleh
adalah sumber yang menulis tentang masa pemerintahan Kabinet RIS,
yang dapat dibuat suatu rekonstruksi penelitian sejarah khususnya pada
masa pemerintahan Kabinet RIS. Sumber-sumber yang telah ditemukan
berupa arsip-arsip, artikel-arikel surat kabar serta buku-buku yang
membicarakan tentang masa pemerintahan Kabinet RIS. Sumber-sumber
yang didapatkan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan
sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan untuk menjawab
permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Arsip-arsip yang membicarakan mengenai Kabinet RIS adalah sebagai

berikut: "’

Arsip 1. RIS nomor 1, Pidato ketua P.P.N. pada rapat penandatanganan

Undang-Undang Dasar Sementara RIS.

Arsip 2. RIS nomor 2, Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat

No. 1 tahun 1949. berisikan tentang keputusan Presiden yang

memutuskan Drs. Mohammad Hatta, Ide Anak Agung Gde Agung,

' Sumber primer yang berupa arsip-arsip diperoleh dari koleksi Arsip Nasional Republik
Indonesia Jakarta.
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S.P. Sultan Hamengku Buwono IX, S.P. Sultan Hamid II. Menjadi
panitia pembentukan kabinet.

Arsip 3. RIS nomor 3, Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat
No. 2 tahun 1949. berisikan tentang keputusan presiden yang
mememutuskan mengangkat 16 menter.

Arsip 4. RIS nomor 10 Keputusan Presiden Republik Indonesia
Serikat. Berisikan tentang kétetapan lingkungan pekerjaan dan nama
berbagai kementerian-kementerian Republik Indonesia Serikat.

Buku yang digunakan yang membicarakan mengenai Kabinet RIS
adalah sebagai berikut:

Memoir karangan Mohammad Hatta, terbitan 1979, buku ini antara
lain berisikan tentang KMB dan penyerahan kedaulatan RI menjadi
RIS serta kabinet RIS dan Program kerjanya. Buku ini dianggap
sebagai sumber primer karena buku ini ditulis sendiri oleh Mohammad
Hatta. Mohammad Hatta merupakan saksi mata dari peristiwa yang
menyangkut penelitian ini.

Sumber-sumber skunder yang digunakan untuk menjawab

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Artikel-artikel surat kabar yang membicarakan mengenai Kabinet RIS

adalah sebagai berikut:*
Artikel 1. Kedaulatan Rakyat tanggal 19 Desember 1949

Artikel 2. Kedaulatan Rakyat tanggal 21 Desember 1949

2 Sumber skunder yang berupa artikel-artikel koran diperoleh dari koleksi Perpustakaan Daerah

Jogyakarta.
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Artikel 3. Kedaulatan Rakyat tanggal 3 Maret 1950
Artikel 4. Kedaulatan Rakyat tanggal 16 Mei1 1950
Artikel 5. Kedaulatan Rakyat tanggal 16 Agustus 1950

2. Buku-buku yang membicarakan mengenai Kabinet RIS adalah sebagai

berikut:

Buku 1. Wilopo 70 tahun, terbitan 1979. buku ini membahas tentang
tantangan yang dihadapi oleh Kabinet RIS khususnya di bidang
ckonomi. Dimana pemerintahan memusatkan sebagian tenaga dan
pemikirannya pada masalah-masalah ekonomi serta keuangan Negara.
Buku 2. Poilitik Militer Indonesia 1945 — 1957 Menuju Dwi Fungsi
ABRI karangan Ulf Sundhaussen, terbitan 1986; buku ini berisikan
tentang keadaan politik militer Indonesia pada awal terbentuk dan pada
masa pemerintahan Kabinet RIS, serta peranannya dalam menangani
permasalahan politik pada saat itu.
Buku 3. Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan
Revolusi di Indonesia karangan George McTurman Kahin, terbitan
1995; buku ini antara lain membahas tentang awal terbentuknya RIS
dan Kabinet RIS serta pelaksaanannya.
Buku 4. Mohamad Roem Karir Politik dan Perjuangannya karangan
lin Nur Insaniwati, terbitan 2002; buku ini berisikan tentang
perjuangan Mohamad Roem pada masa menjabat Menteri Negara

dalam Kabinet RIS.
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Buku 5. Kembali ke Jatidiri Bangsa Indonesia karangan Djon Pakan,
terbitan 2002; buku ini membahas tentang usaha-usaha yang dilakukan
oleh Kabinet RIS pada masa pemerintahannya.

Buku 6, Mohammad Hatta: Biografi Politik karangan Deliar Noer,
terbitan 1990; buku ini menguraikan tentang kedudukan dan peranan
Hatta sebagai Kepala Pemerintahan (RIS, 1950).

Buku 7, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia
karangan Herbert Feith, terbitan 1962; buku ini menguraikan tentang
awal terbentuknya dan peranan Kabinet RIS pada masa
pemerintahannya.

Buku 8, Kabinet-kabinet Republik Indonesia karangan PN H.
Simanjuntak, terbitan 2003; buku ini membicarakan tentang Kabinet

RIS dari terbentuknya, program kerja dan pembubaran Kabinet RIS.

G. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Sejarah sebagai ilmu memiliki metode-metode ilmiah seperti
halnya ilmu-ilmu lainnya. Metode ilmiah dalam penelitian sejarah
digunakan untuk mengungkapkan dan menganalisa fakta-fakta yang ada,
sehingga dapat diketahui secara tepat mengenai kebenaran suatu peristiwa
yang telah terjadi di masa lampau. Metode sejarah adalah proses menguji
dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masalampau.

Rekonstruksi yang imajinatif daripada masalampau berdasarkan data yang
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diperoleh menempuh proses itu disebut Aistoriografi (penulisan sejarah),
dengan menggunakan metode sejarah dan historiografi, sejarawan
berusaha untuk merekonstruksi sebanyak-banyaknya dari masalampau
manusia.”' Metode analisa sejarah ini mencakup empat hal vaitu:
1) Pemilihan subyek untuk diselidiki
2) Pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan
untuk subyek tersebut
3) Pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejati-
tidaknya
4) Pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya daripada sumber-
sumber (atau bagian dari sumber-sumber) yang terbukti sejati.*?
Penelitian ini menyangkut obyek sejarah, sehingga metode sejarah
adalah yang paling tepat untuk digunakan. Menurut Louis Gottschalk ada
empat tahap yang harus dilalui untuk dapat merekonstruksi suatu peristiwa
sejarah yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, interprestasi dan
akhimya penulisan. Keempat tahap tersebut akan digunakan dalam
penelitian ini.
1) Pengumpulan Sumber
Pengumpulan sumber dilakukan dengan menginventarisit
tulisan-tulisan tentang pemerintahan dan politik pada umumnya
dan pemerintahan Kabinet RIS khususnya. Sumber diambil terdin

dari buku-buku, arsip dan artikel surat kabar.

M Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah (terj.), (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), him.
32.
% Ibid, him. 34.
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2)

3)

4)

Kritik Sumber

Setelah sumber-sumber dikumpulkan, maka kemudian dibuat
kritik atas sumber yang ada. Untuk mengetahui kebenaran
informasi digunakan metode perbandingan yang membandingkan
satu informasi dengan informasi lainnya. Kesamaan informasi oleh
beberapa sumber dipandang benar. Apabila terdapat perbedaan
informasi tentang satu masalah, maka pemecahan yang ditempuh
adalah mengikuti informasi yang diberikan oleh yang paling
banyak sumber.
Interprestasi

Data berupa informasi yang sudah dianggap valid lalu di
interprestasikan. Mengingat sumber utama kajian ini adalah teks,
maka diperlukan penafsiran yang cermat agar makna aslinya dapat
ditangkap secara tepat. Teori penafsiran teks itulah yang dikenal
dengan istilah hermeneutika. Langkah ini1 diambil dengan
memperhatikan landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini.
Penulisan

Setelah pengumpulan sumber, kritik sumber dan interprestasi
dijalankan, barulah dilaksanakan langkah berikut yaitu penulisan
hasil penelitian. Penulisan skripsi ini menggunakan model deskritif
analitis, dimana sumber-sumber yang telah dikumpulkan kemudian
dianalisis sehingga dapat digunakan untuk memecahkan

permasalahan yang sedang diteliti.

23



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Pendekatan

Penelitian ini merupakan sejarah pemerintahan pada masa
pemerintahan Kabinet RIS. Maka penelitian ini dititik beratkan pada studi
sejarah politik pemerintahan. Oleh karena itu pendekatan yang dipakai
adalah pendekatan politik yang akan dianalisis dalam pendekatan politik
adalah bagaimana distribusi kekuasaan terjadi dalam suatu masyarakat
atau suatu negara terhadap Kabinet RIS akan diteliti bagaimana Kabinet
ini mendapatkan kekuasaannya. Selanjutnya bagaimana kekusaan itu
dijalankan dan akhirnya bagaimana kekuasaan itu mengakhiri masa

tugasnya.

. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan untuk mendapatkan gambaran
secara menyeluruh mengenai isi skripsi ini, maka ada pembagian sebagai
berikut:

Bab [ : Merupakan Pendahuluan yang berisikan tentang latar
belakang permasalahan; rumusan permasalahan; tujuan penelitian; manfaat
penelitian; landasan teori; tinjauan pustaka;, metode penelitian dan
pendekatan; dan sistematika penulisan.

Bab 1I : Menguraikan tentang latar belakang terbentuknya
Kabinet RIS, beserta susunan dan program kerjanya.

Bab III : Pelaksanaan program kerja Kabinet RIS selama

masa pemerintahannya di bidang politik, ekonomi, keamanan dan
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pendidikan.

Bab IV : Menguraikan tentang proses berakhirnya masa tugas
Kabinet RIS.

Bab  V: Merupakan bab penutup, dalam bab ini disajikan
tentang simpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab 11, 111,
dan IV.

Demikian pendahuluan dari penelitian ini yang berisikan tentang latar
belakang permasalahan; rumusan permasalahan; tujuan penelitian; manfaat
penelitian; landasan teori; tinjauan pustaka; metode penelitian dan pendekatan;
dan sistematika penulisan. Mengenai pembahasan dari permasalahan akan

diuraikan pada bab-bab selanjutnya.
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BABII

PEMBENTUKAN KABINET RIS

A. Latar Belakang Terbentuknya Kabinet RIS

Pada tanggal 18 November 1949, dengan suara bulat Kabinet
Republik Indonesia yang dipimpin oleh Drs Mohammad Hatta telah
menerima hasil-hasil sidang KMB. Dengan adanya hasil-hasil sidang
KMB yang telah diterima maka bentuk negara Indonesia yang semula dari
Negara Kesatuan (Republik Indonesia) berubah menjadi Negara Serikat
(Republik Indonesia Serikat).

Pada tanggal 15 Desember 1949, sidang pleno KNIP menerima
hasil-hasil KMB dengan suara 226 setuju, 62 tidak setuju dan 31 blanko
(dengan Undang-Undang 1949 No. 10 tertanggal 14 Desember 1949)%
dan sekaligus mengesahkan K-RIS yang termasuk Mukadimah, 197 Pasal
bersama-sama Lampiran pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintahan
menurut Pasal 51 Konstitusi itu melalui Undang-Undang 1949 No. 11
tertanggal 14 Desember 1949.** Pengesahan ini sebagai tindak lanjut dari
persetujuan naskah K-RIS yang ditandatangani oleh Delegasi RI dan
Delegasi BFO di Scheveningen pada tanggal 29 Oktober 1949 serta
pertemuan Wakil-wakil Pemerintahan RI dan Pemerintahan Negara

Bagian, serta KNIP dan DPR dari masing-masing negara bagian yang

2 Mohammad Hatta, Memoir, (Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1979), him. 559.
2% Lihat lampiran IV him. 98.
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berlangsung di Jakarta.”> Adapun RIS yang terdiri dari 16 negara bagian.
Hal ini dapat dilihat dari Konstitusi RIS yang menyatakan bahwa ada 16
negara bagian. Keenambelas negara bagian yaitu adalah sebagai
berikut:ZGNegara RI dengan daerah menurut status quo seperti tersebut
dalam persetujuan Renville tanggal 17 Januari 1948; Negara Indonesia
Timur; Negara Pasundan, termasuk distrik federal Jakarta, Negara Jawa
Timur; Negara Madura; Negara Sumartera Timur, dengan pengertian
bahwa status quo Asahan dan Labuh Batu berhubungan dengan Sumatera
Timur tetap berlaku; Negara Sumatera Selatan dan Satuan-satuan negara
yang tegak sendiri, yaitu: Jawa Tengah; Bangka; Belitung, Riau;
Kalimantan Barat (Daerah Istimewa); Dayak Besar, Daerah Banjar;
Kalimantan Tenggara; Kalimantan Timur, dan daerah-daerah Indonesia
selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian. (Pasal 2 K-RIS). Dengan
telah disahkannya K-RIS tersebut, maka secara langsung Kabinet Hatta
kedua demisioner sampai terbentuknya Kabinet RIS.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (2) K-RIS”, maka
diadakanlah Sidang Pemilihan Presiden RIS pada tanggal 15-16 Desember
1949 sebelas hari sebelum penyerahan kedaulatan yang sebenarnya, suatu
rapat bersama DPR dan senat dengan calon tunggal Soeckarno. Dengan

suara bulat memilih Soekarno sebagai Presiden RIS. Pada tanggal 17

% Lihat lampiran IV hlm. 93-99.

6P J. Suwarno, loc.cit, him. 150, G. Moedjanto, loc.cit, hlm. 60; lihat Peta lampiran IIT him. 92
dan K — RIS lampiran V him. 102.

27 Untuk mengetahui isi dari Pasal 69 ayat (2) dan Pasal-pasal lainnya, lihat lampiran V hlm. 101.
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Desember 1949, Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusuma Atmadja melantik
Soekarno sebagai Presiden RIS di Keraton Yogyakarta.”®

K-RIS telah disahkan dan Presiden RIS dilantik, untuk memenuhi
pasal 74 K-RIS, pada tanggal 18 Desember 1949 Presiden Soekarno
mengadakan sidang dengan penguasa-penguasa negara bagian untuk
membicarakan penunjukan pembentukan kabinet (kabinet formateurs).
Pada akhirnya sidang berhasil menunjuk empat orang formatur kabinet
yaitu: Drs. Mohammad Hatta; Ide Anak Agung Gde Agung; Sultan
Hamengku Buwono IX; dan Sultan Hamid II.* Beliau tidak menunjukan
tiga melainkan empat formatur kabinet, dua orang dari Republik Indonesia
(Drs Mohammad Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX) dan dua orang
dari golongan Federal/BFO (Ide Anak Agung Gde Agung dari Indonesia
Timur dan Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat).*

Sebenarnya hal ini menyimpang dari kententuan pasal 74 ayat (1)
K-RIS, formatur kabinet ditetapkan hanya tiga orang, namun Presiden
Soekarno menunjuk empat orang sebagai formatur kabinet. Menurut
Presiden Soekarno, penunjukan empat orang pembentuk kabinet bahwa

presiden bertindak bertentangan dengan UUD mengingat kata sepakat

%8 Sekretaris Negara Republik Indonesia, 30 Tahun Indonesia Merdeka (1945 - 1949), (Jakarta:
PT. Citra Lamtoro Gung Persada, cet VI, 1985), him. 245-247.

% Arsip RIS nomor 2, Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 1 tahun 1949,
Yogyakarta : Presiden Republik Indonesia Serikat, 1949; Lihat lampiran VI him. 128; Kedaulatan
Rakyat Tanggal 19 Desember 1949, him. 1.

30 Deliar Noer, Mohammad Hatta Biografi Politik, (Jakarta ; LP3ES, 1990), hlm. 370; George
McTurnan Kahin, Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di
Indonesia, (Jakarta : Sebelas Maret University Press bekerjasama dengan Pustaka Sinar, 1995),
him. 568, P.N.H. Simanjuntak, Kabinet-Kabinet Republik Indonesia Dari Awal Kemerdekaan
Sampai Reformasi, (Jakarta : Djambatan, 2003), him. 92; Lambert Giebels, Soekarno Biografi
1901 — 1950, (Jakarta : Grasindo, 2001), hlm. 486.
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yang telah tercapai dalam sidang bersama antara presiden dengan para
penguasa negara-negara bagian. Selanjutnya Presiden menerangkan,
bahwa kabinet yang akan dibentuk itu ialah berbentuk ‘nasional
zakenkabinet van bekwame mannen” dengan memperhatikan kehendak
partai-partai dan juga dengan memperhatikan pendapat serta keinginan
para penguasa negara bagian.’’ Selain itu Mohammad Hatta dan Ide Anak
Agung Gde Agung telah jelas mendapat suara yang banyak, akan tetapi
Sultan Hamengku Buwono IX dan Sultan Hamid Il mendapat suara yang
sama.’? Oleh karena itu maka presiden Soekarno memutuskan 4 orang
formatur kabinet.

Setelah para formatur kabinet berhasil membentuk kabinet baru
maka pada tanggal 20 Desember 1949, Kabinet RIS dilantik oleh Presiden
Soekarno dengan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menterinya.’ :
(berdasarkan keputusan Presiden RIS No. 2 Tahun 1949 tertanggal 20
Desember 1949). Sedangkan Menteri Keuangan dan Perhubungan, tenaga
dan Pekerjaan Umum baru dilantik Presiden pada tanggal 9 Januari
1950.%

Kabinet RIS ini terdiri dari 13 Kementerian (Departemen) dan tiga
Menteri Negara. Kabinet ini didominasi oleh golongan Republik dengan
11 orang Menterinya (Menteri Luar Negeri; Pertahanan; Kehakiman;

Keuangan; Kemakmuran;, Perhubungan; Tenaga dan Pekerjaan Umum;

31 p N.H. Simanjuntak, op.cit, him. 92.

32 A H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 11 Periode Konferensi Meja
Bundar. (Bandung : Disjarah-AD dan Penerbitan Angkasa, 1979), him. 393.

3 Sekretariat Negara Republik Indonesia, op.cif, him. 247.

3 P.N.H. Simanjuntak, op.ciz, hlm. 92.
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Perburuhan; Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; Agama dan
Kesehatan, serta seorang Menteri Negara). Sedangkan dari golongan
Federal menempatkan 5 orang Menterinya (Menteri Dalam Negeri,
Penerangan, Sosial dan dua orang Menteri Negara).

Kabinet in1 banyak terdiri dari orang-orang yang lebih cenderumg
pada keahliannya daripada bermotivasikan politik belaka, termasuk
mereka yang berada dalam partai, walaupun dalam kabinet ini terdapat
juga wakil-wakil dari partai politik (seperti PNI, Masjumi dan Parkindo),
tetapi tidak seorang pun dari menteri-menteri yang merupakan calon
langsung dari partai-partai mereka. Dapat dikatakan bahwa partai-partai
politik ini mempunyai peranan yang kecil didalam pembentukan Kabinet
RIS. Dalam kasus kabinetnya yang terdahulu, Hatta menekankan
pentingnya Zaken-kabinet atau dasar kabinet bisnis, dasar di dalam
praktek konstitusi Belanda dengan jalan para Menteri dipilih karena
kompetensi teknis individu mereka daripada basis kekuatan partai.

Pada Kabinet RIS sebuah kabinet bisnis yang diinginkan Hatta,
dari sebuah kabinet koalisi yang anggotanya dipilih sebagai perwakilan
partai. Dan tentu saja dia mendapatkan hampir seperti apa yang dia
inginkan. Oposisi dari beragam pemimpin partai tidak bertahan lama.
Empat orang dari sebelas Menteri Republik tidak berasal dari partai. Tujuh
orang berasal dari Masjumi, dua dari PNI, dan satu orang dar1 Parkindo.
Tetapi hanya dua atau tiga dari tujuh orang ini yang dapat dipandang

sebagai perwakilan partai. Mereka tidak dipilih dengan dasar nominasi
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oleh badan eksekutif masing-masing partai. Selain itu, jumlah kandidat
yang cukup besar yang diusulkan oleh para pemimpin partai dan diberikan
oleh press dihindari. Perwakilan partai di dalam Kabinet RIS mewakili
maten partai yang Hatta temukan dapat digunakannya, bukan apa yang
dapat partai peroleh dengan mengukur kekuatan masing-masing partai.’’
Kedudukan PM di dalam Kabinet RIS sangat kuat. Hal ini dilihat
dari Menteri-menterinya adalah orang-orang yang bergolongan tinggi baik
itu kemampuannya maupun wibawanya. Keunggulan bukanlah merupakan
hal perbedaan antara PM dan para Menteri. Akan tetapi lebih dan
kemiripannya. Hampir semua kesebelas Menteri dari Republik adalah
pemimpin, yang berbagi harapan dasar atas kebutuhan negara,
perhatiannya pada sebuah perjuangan praktis dengan persoalan-persoalan
yang mendesak, pada keamanan sipil, efisiensi administrative, dan dengan
hati-hati merencanakan perubahan ekonomi, mereka mempunyai orientasi
yang sangat kuat terhadap penggunaan kekuatan untuk mempengaruhi

kebijakan.*

3 Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (New York -
Cornell University Press, 1962), hlm. 50.
3 Ibid, hlm. 49.
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B. Susunan dan Program Kerja Kabinet RIS

1. Susunan Kabinet RIS

Pada tanggal 19 Desember 1949 Kabinet RIS dibentuk dan

susunannya adalah sebagai berikut:*’

1) PM, sementara

merangkap Menteri Luar Negeri

2) Menteri Pertahanan

3) Menteri Dalam Negeri

4) Menteri Keuangan

5) Menteri Kemakmuran

6) Menteri Perhubungan,

Tenaga dan Pekerjaan Umum

7) Menteri Kehakiman

Mohammad Hatta

Republik (non partai)
Hamengku Buwono X
Republik (non partai)

Ide Anak Agung Gde Agung
Federal (non partai)

Mr. Sjafruddin Prawiranegara
Republik (Masjumi)

Ir. Juanda

Republik (non partai)

Ir. H. Laoh
Republik (PNI)
Prof. Mr. Dr. Supomo

Republik (non partai)

37 Arsip RIS nomor 3, Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 2 tahun 1949,
Yogyakarta : Presiden Republik Indonesia Serikat, 1949; Lihat lampiran VII him. 129;
Departemen Penerangan Susunan Kabinet RI selama 25 tahun 1945-1970 (Jakarta : Pradnja
Paramita, 1970), him. 10-11; Herbert Feith, op.cit, Hlm. 46-47; Kedaulatan Rakyat Tanggal 21
Desember 1949, him. 1, Mohammad Hatta, op.ciz, him. 561; P.N.H. Simanjuntak, op.cit, hlm. 93-

94,
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8) Menteri Pendidikan,

Pengajaran dan Kebudayaan Dr. Abu Hanifah

Republik (Masjumi)

9) Menteri Kesehatan Dr. Johannes Leimena
Republik (Parkindo)

10) Menteri Perburuhan Mr. Wilopo
Republik (PNI)

11) Menteri Sosial Mr. Mohammad Kosasih
Purwanegara

Federal (non partai)

12) Menteri Agama K.H. Wahid Hasjim
Republik (Masjumi)
13) Menteri Penerangan Arnold Mononutu

Federal (non partai)
14) Menteri Negara zonder
Portefeuille Sultan Hamid 11
Federal (non partai)
15) Menteri Negara zonder
Portefeuille Mr. Mohammad Roem
Republik (Masjumi)
16) Menteri Negara zonder
Portefeuille Dr. Suparmo

Federal (non partai)
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Pertimbangan-pertimbangan para fomatur kabinet dalam
menentukan personalia Kabinet RIS ini adalah:

1) Lebih cenderung pada keahlian daripada bermotivasikan politik.

2) Faktor wibawa dan kepercayaan dari masyarakat.

3) Tokoh-tokoh BFO yang memegang peranan penting, bukan hanya
di negara/daerah masing-masing, melainkan ikut aktif dalam usaha
mendekatkan dir1 pada RI.

Sesuai dengan Pasal 74 ayat 3 K-RIS, yang berbunyi sesuai
dengan anjuran formatur kabinet itu juga, Presiden menetapkan siapa-
siapa dari Menteri-menteri itu diwajibkan memimpin Departemen-
departemen masing-masing. Maka Presiden Soekarno memutuskan
untuk mengeluarkan ketetapan lingkungan pekerjaan dan nama-nama
kementerian RIS. Hal ini dilakukan agar lingkungan pekerjaan
Kementerian menjadi teratur dan sesuai dengan fungsi jabatan yang
dipegangnya.”®

Selama kabinet ini memerintah, telah terjadi beberapa kali
pergantian anggota kabinet, di antaranya:>’

1) Atas laporan Jaksa Agung, mulai tanggal 5 April 1950 Menteri
Negara Sultan Hamid II dipecat dari jabatannya karena
keterlibatannya dalam gerakan Westerling. Jabatan ini kemudian

ditiadakan.

3% Untuk mengetahui pembagian lingkungan pekerjaan dan nama-nama kementerian RIS lihat
lampiran VIIT him. 131.
3 Departemen Penerangan, loc.cit, hlm. 11.
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2) Mulai tanggal 19 Januari 1950, Menter1 Negara Mohamad Roem
diangkat sebagai Komisaris Agung RIS di Den Haag (Belanda),
dan sebagai Menter1 Negara 1a tidak diganti (berdasarkan
Keputusan Presiden RIS no. 27 Tahun 1950).

3) Mulai tanggal 1 Januari 1950, Mr. AK. Pringgodigdo diangkat
menjadi  Direktur Kabinet Presiden (berdasarkan Keputusan

Presiden RIS no. 15 Tahun 1950)

2. Program Kerja Kabinet RIS
Program kerja Kabinet RIS adalah sebagai berikut:*

1) Menyelenggarakan supaya pemindahan kekuasaan ke tangan
bangsa Indonesia di seluruh Indonesia terjadi dengan seksafna,
mengusahakan reorganisasi KNIL dan pembentukan angkatan
perang RIS dan pengembalian tentara Belanda ke Negerinya dalam
waktu selekas-lekasnya.

2) Menyelenggarakan ketentraman umum, supaya dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya terjamin berlakunya hak-hak demokrasi dan
terlaksananya dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaannya.

3) Mengadakan persiapan untuk dasar hukum, cara bagaimana rakyat
menyatakan kemaunya menurut asas-asas UUD RIS dan

menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.

“ Departemen Penerangan op.cit, hlm. 11; Kedaulatan Rakyat Tanggal 21 Desember 1949, him. 1;
Mohammad Hatta, op.cit, hlm. 561; P.N.H. Simanjuntak, op.cit, hlm. 93-94.
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4)

5)

6)

7

Berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakyat, keadaan
keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan untuk jaminan
sosial dan penempatan tenaga kembali ke dalam masyarakat;
mengadakan peraturan tentang upah minimum, pengawasan
Pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terwujud
kepada kemakmuran rakyat seluruhnya.

Menyempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan
masyarakat Indonesia dan membangun kebudayaan nasional,
mempergiat pemberantas buta huruf di kalangan rakyat.
Menyelesaikan soal Irian Barat dalam setahun ini juga dengan
jalan damai.

Menjalankan politik Luar Negeri yang memperkuat kedudukan
RIS dalam dunia internasional dengan memperkuat cita-cita
perdamaian dunia dan persaudaraan Bangsa-Bangsa. Memperkuat
hubungan moril, politik dan ekonomi antara Negara-negara Asia
Tenggara. Menjalankan politik dalam uni, agar supaya Uni ini
berguna bagi kepentingan RIS. Berusaha supaya RIS menjadi

anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.

Demikianlah bab II yang membahas tentang pembentukan dan

program kerja Kabinet RIS. Presiden Sockarno dengan para penguasa

negara bagian mengadakan sidang untuk membicarakan penunjukan

pembentukan kabinet. Pada akhimya sidang menunjuk empat formatur
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kabinet yaitu Drs. Mohammad Hatta; Ide Anak Agung Gde Agung; Sultan
Hamengku Buwono IX; dan Sultan Hamid II. Formatur kabinet ini
berhasil membentuk Kabinet RIS yang terdiri dari 13 Kementerian dan
tiga Menteri Negara dengan Mohammad Hatta sebagai PM. Kabinet RIS
dilengkapi dengan program kerja yang terdiri dari tujuh bagian dari
menyelenggarakan pemindahan kekuasaan hingga menjalankan politik
luar neger1 guna memperkuat kedudukan RIS. Dan pada bab selanjutnya

akan dibahas tentang pelaksanaan program kerja Kabinet RIS.
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BAB IlI
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

KABINET RIS SELAMA MASA PEMERINTAHANNYA

Setelah sidang KMB berakhir, ada dua hal yang harus dilaksanakan oleh
pemerintah. Dua hal tersebut adalah menyakinkan KINIP bahwa hasil-hasil sidang
KMB adalah hasil maksimum yang dapat dicapai waktu itu dan mengadakan
persiapan mengambil alih pemerintahan Hindia Belanda. Sidang kabinet RI, 18
November 1949 menerima baik persetujuan hasil-hasil sidang KMB, sedangkan
sidang pleno KNIP pada tanggal 15 Desember 1949 menerima hasil-hasil KMB
dengan suara 226 setuju, 62 tidak setuju dan 31 blanko. Dengan disahkannya
hasil-hasil sidang KMB, maka pada tanggal 15-16 Desember 1949 diadakan rapat
pemilihan presiden RIS yang dilakukan oleh Wakil-wakil negara bagian. Dengan
suara bulat Presiden Sockarno terpilih sebagai Presiden RIS. Pada tanggal 17
Desember 1949, Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusuma Atmadja melantik
Soekarno sebagai Presiden RIS di Keraton Yogyakarta. *'

Selanjutnya presiden Soekarno mengutus empat orang formatur untuk
membentuk kabinet, formatur kabinet yaitu: Drs. Mohammad Hatta; Ide Anak
Agung Gde Agung; Sultan Hamengku Buwono IX; dan Sultan Hamid II. Dan
pada tanggal 19 Desember 1949 terbentuklah Kabinet RIS yang terdiri dari 13
Kementenan (Departemen) dan tiga Menteri Negara. Dan beberapa program kerja

yang harus dilaksanakan oleh para menteri.

*! Sekretaris Negara Republik Indonesia, op.cit, hlm. 245 — 247.
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A. Pelaksanaan di Bidang Politik

Program utama yang harus segera dilaksanakan dalam Kabinet RIS adalah
menyelenggarakan penyerahan (pengakuan) kedaulatan dari bangsa Belanda
kepada bangsa Indonesia sesuai dengan hasil sidang KMB yang ditanda tangani
pada 2 November 1949 di Den Haag Belanda.*? Penyerahan kedaulatan tersebut
dilaksanakan di dua tempat, yaitu Belanda dan Indonesia. Untuk melaksanakan
hal tersebut, Pemerintahan RIS membentuk panitia khusus bagi pelaksanaan di
Indonesia dipimpin oleh Mohamad Roem, dan di Belanda dipimpin sendiri oleh
Perdana Menteri Mohammad Hatta.

Dengan demikian, yang ditugaskan menjadi panitia khusus di Indonesia
adalah Mohamad Roem yang bertugas menjadi ketua panitia Persiapan Nasional
dan dibantu oleh wakil ketua Anak Agung Gde Agung Mereka bertugas
menyelenggarakan penyerahan kedaulatan di Indonesia, termasuk serah terima
departemen-departemen. Tugas tersebut seluruhnya selesai dalam waktu kurang
dari dua bulan.®® Setelah berbagai persiapan selesai dilakukan, Mohammad Hatta
segera berangkat kembali ke Belanda. Akhirmya, pada 27 Desember 1949
dilakukan upacara penyerahan kedaulatan di Istana de Dam Amsterdam — Belanda
dan Istana Merdeka — Jakarta** Upacara penyerahan kedaulatan di Belanda
dihadir1 oleh Ratu Juliana yang berwenang menandatangani Piagam Penyerahan
Kedaulatan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh menteri RIS, di antaranya Sultan

Hamid.

“lin Nur Insaniwati, Mohamad Roem Karier Politik dan Perjuangannya, (Magelang :
INDONESIATERA, 2002), him, 97.
* Ibid.

“Mohamad Roem, Bunga Rampai Dari Sedjarah, (Jakarta - Bulan Bintang, 1972), him. 166.
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Penyerahan kedaulatan di Jakarta berlangsung dengan khidmat.
penyerahan kedaulatan ini dilakukan oleh wakil mahkota Belanda di Indonesia
yaitu H.V.K. Lovink kepada wakil RIS Mohamad Roem. Upacara yang
berlangsung ini ditandai dengan penurunan bendera Belanda dan diganti dengan
Bendera Merah Putih. Dengan adanya penyerahan kedaulatan tersebut, RIS diakui
secara resmi oleh Belanda sebagai negara yang berdaulat penuh dan
berkedudukan sejajar dengannya. Selain itu juga RIS mendapatkan pengakuan
baik de facto maupun de jure dari dunia internasional. Hal ini ditandai dengan
adanya pertukaran duta atau duta besar RIS.*

Selain mengurusi penyerahan kedaulatan, Kabinet RIS juga harus
menyelesaikan kasus Irian Barat. Hal ini dilakukan oleh Mohamad Roem.
Mohamad Roem melakukan negosiasi dengan pihak Belanda untuk melepaskan
Irian Barat dar1 tangannya. Akan tetapi usaha ini tidak berhasil dengan baik. Hal
ini dikarenakan oleh persoalan Irian Barat ini tergolong rumit pada masa itu.
Disatu sisi RIS menginginkan Irian Barat kembali kepangkuan Indonesia, akan
tetapi berselisihan dengan Belanda yang bersikeras mempertahankan Irian Barat.

Sehingga kasus ini tidak bisa terselesaikan.

B. Pelaksanaan di Bidang Ekonomi
Permasalahan ekonomi dan keuangan negara mengalami inflasi. Hal ini
bisa dimaklumkan karenba keadaannya yang masih memprihatinkan disebabkan

oleh akibat dari perang kemerdekaan harus segera diatasi seperti jalan, jembatan,

®G. Moedjanto, op.cit, hlm. 59.
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gedung dan pabrik, sebagaian terbesar dalam keadaan rusak berat. Kerusakan itu
terjadi pada waktu perang gerilya ketika pemerintah menjalankan politik bumi
hangus. Sehingga pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki dan
memulihkan keadaan yang dialami.

Untuk mengatasi inflasi tersebut pemerintah kemudian terpakasa
mempertimbangkan tindakan moneter yang dratis. Kabinet membentuk panitia
kecil diketuai oleh Mohammad Hatta dan beranggotakan Menteri keuangan,
Sjafruddin Prawiranegara; Menteri Kemakmuran Djuanda; dan Menter
Perburuhan Wilopo.*® Dan dari hasil pembahasan panitia kecil ini menghasilkan
keputusan dalam menangani inflasi. Tindakan moneter ini terkenal dengan nama
“Pengguntingan uvang Sjafruddin”. Uang digunting menjadi dua, 50% dari harga
nominal uang yang akan digunting itu ditukar dengan surat hutang Pemerintah,
yang akan dibayar kembali secara berangsur, jadi hal ini bersifat wajib pinjam.*’
Pada saat yang bersamaan kabinet merencanakan peningkatan pajak lainnya dan
berunding dengan Amerika Serikat dan Belanda untuk membantu perekonomian.
Sultan HamengkuBuwono IX menanggapi dengan sejumlah cara untuk
memecahkan perdagangan penyeludupan. Oleh karena adanya kasus ini
berdampak pada nilai tukar mata uang dan produksi dalam negeri. Sementara itu
kabinet mengambil langkah-langkah untuk mempercepat restorasi paska produksi.
Pada tangal 13 Maret 1950 pemerintah mengenalkan sebuah sistem sertifikat

penukaran, sebenarnya sebuah bentuk devaluasi, yang mengubah perbandingan 1 :

“® panitia Peringatan 70 Tahun Wilopo, Wilopo 70 Tahun (Jakarta : PT Gunung
Agung, 1979), hlm. 92 — 93.
*7 Ibid, hlm. 93.
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1 antara mata uang belanda dan Indonesia menjadi 1 : 3 sepanjang ekspor, impor,
dan transaksi tertentu lainnya dipertimbangkan. Nilai mata uang Indonesia
disesuaikan dengan dolar, tanpa memperhatikan mata uang Belanda. Sistem
sertifikat ini merupakan pemacu ekspor. Akan tetapi inflansi yang berasal dari
lemahnya impor dapat terlepas sebelum ukuran itu berpengaruh.

Untuk mencegah hal tersebut, diperlakukan “Pengguntingan uang
Sjafruddin”. Semua uang kertas bernilai 2,5 rupiah ke atas secara harfiah dipotong
menjadi setengah, satu bagian untuk ditukarkan dengan mata uang yang baru,
bagian yang lain sebgai obligasi pemerintah. Dan lagi, semua tabungan bank lebih
dari 400 rupiah dibagi dua, separuh diambil pemerintah sebagai peminjaman
wajib.*® Dengan diberlakukannya cara ini maka produksi ekspor dan impor
mengalami kemajuan, dan memperlambat kecenderungan inflasi. Dan dari
keadaan seperti itu Indonesia dapat mempertahankan posisi mata uang rupiah.
Sehingga Belanda tidak bisa mengubah mata uang Indonésia ke dalam mata vang
Belanda. Pada akhir periode Kabinet RIS krisis ekonomi sudah terlewati dengan
baik dimana Kabinet berhasil menangani krisis ekonomi ini.

Pada awalnya Wilopo keberatan, mengingat bahwa pegawai dan pekerja
sebagai golongan ‘fixed income earners” yang hidupnya hemat dan rajin
menabung justru yang pertama-tama akan terkena dan merasakan akibatnya. Akan
tetapi pandangan Menteri-menteri yang langsung menangani bidang ekonomi dan
keuangan merupakan faktor yang lebih menentukan. Selain kesulitan di bidang

moneter, Kabinet RIS juga menghadapi berbagai masalah rumit lainnya. Para

* Herbert Feith, op.cit, him. 85 — 86.

42



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menteri harus menjalankan administrasi bagi seluruh negara dalam keadaan yang
serba sulit di semua bidang.

Selain mengurusi krisis moneter, pemerintah juga mengurusi pemogokan.
Pemogokan buruh ini terjadi di Sumatera Timur. Untuk mengatasi gejolak
perburuhan tersebut Mohammad Hatta meminta Menteri Perburuhan (Wilopo)
untuk pergi sendiri ke sumatera Timur guna ményelesaikannya, mengingat
masalahnya tidak hanya menyangkut soal teknis perburuhan belaka, melainkan
ada segi-segi lain yang perlu mendapat perhatian dan pemahaman. Sumatera
Timur merupakan daerah yang menghasilkan banyak devisa dan lebih-lebih dalam
keadaan ekonomi yang berat sehingga pemerintah tidak boleh kehilangan alat
pembayaran luar negeri yang dihasilkan Sumatera Timur.

Dalam penyelesaian masalah pemogokan ini pada mulanya Wilopo
mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan pihak pengusaha perkebunan tembakau
Deli dan pihak buruhnya menolak undangan untuk berunding di tempat kediaman
Wali Negara. Dan pada akhimya Wilopo menetapakan perundingan diadakan di
hotel yang pemiliknya seorang Belanda. Hal ini ditanggapi oleh pihak buruh,
dimana mereka menerima undangan tersebut. Sementara itu Wilopo telah
mempunyal rencana penyelesaian yang lengkap, hal ini dilihat dari segi ekonomi
maupun dari segi moral dan rasio sebagai berikut:*

1. Dari segi ekonomi, hasil devisa harus diamankan. Jadi perusahaan harus terus

dibina dan dijaga jangan sampai rusak atau mundur.

* panitia Peringatan 70 Tahun Wilopo, op. cit, hlm. 93 — 95.
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2. Dari segi moral, pengusaha-pengusaha asing ini umumnya kurang memikirkan
kesejahteraan buruhnya. Oleh karena itu perlu diusahakan agar ada perbaikan
upah, dan tentunya hal ini tidak setinggi tuntutan pihak buruh yang memang
tuntutannya itu berlebihan.

3. Dari segi rasional, harus ditetapkan tingkat upah yang layak untuk ukuran
waktu itu dan daerah itu, sedapat mungkin dengan meneliti buku-buku
perusahaan dan kenaikan-kenaikan periodic upah yang pernah diberikan
kepada buruh. Oleh karena itu Wilopo mengikut sertakan tenaga-tenaga
berpengalaman dari staf Kementerian Perburuhan untuk mengadakan
penelitian dan penetapan tingkat upah yang dipandang layak.

Perundingan tersebut dilaksanakan secara tripartite, yaitu antara wakil
pemerintah, wakil buruh dan wakil perusahaan. Perselisihan di perkebunan
tembakau Deli harus lebih dulu diselesaikan, karena kaum buruh dalam memilih
waktu untuk mengadakan aksi mogok benar-benar tepat, sebab tiga minggu lagi
akan dating musim ulat dan kalau tanaman dibiarkan, ulat-ulat ini dapat
menghancurkan seluruh panen yang berarti hilangnya jumlah devisa negara.
Dalam dua kali peundingan, perselisihan di perkebunan tembakau dapat
diselesaikan dan buruh mendapat kenaikan upah yang pantas.

Selain menyelesaitkan pemogokan di perkebunan tembakau Deli, Wilopo
Jjuga menyelenggarakan perundingan untuk menyelesaikan pemogokan di “Deli
Spoor”.* Sebelumnya Wilopo tidak mengetahui bahwa kaum kereta api juga

mengadakan aksi mogok. Perselisihan dapat segera diselesaikan dengan cara yang

%0 Ibid, him. 95.
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sama seperti dalam masalah pemogokan buruh perkebunan tembakau. Kemudian
para pengusaha perkebunan karet, kelapa sawit dan lain-lain dikumpulkan, guna
diberi penjelasan atau penyuluhan tentang adanya kelalaian pada para pengusaha
terdahulu, sehingga perlu adanya perbaikan dan buruh sudah semestinya diberi
upah yang layak.’'Kesejahteraan buruh harus diperhatikan oleh para pengusaha
sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Usaha Wilopo dalam
menyelesaikan masalah-msalah perburuhan di Sumatera Timur cukup berhasil dan

mendapat sambutan baik dari masyarakat.

C. Pelaksanaan di Bidang Keamanan

Mengingat keadaan RIS yang baru berdiri memerlukan seperangkat
keamanan untuk mempertahankan status negara baru. Oleh karena itu Mohammad
Hatta dan Menteri Pertahanan RIS Sultan Hamengku Buwono IX menghadapi
masalah pembentukan sebuah kelompok pimpinan baru bagi Angkatan Perang
Republik Indonesia Serikat (APRIS). Jabatan panglima Angkatan Perang
dihapuskan, dan Simatupang diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Perang
(KSAP) dengan pangkat jenderal mayor, Kolonel Nasution diberi jabatan Kepala
Staf Angkatan Dasar (KSAD), Komodor Suryadharma sebagai Kepala Staf
Angkatan Udara (KSAU) dan Subijakto menjadi Kepala Staf Angkatan Laut

(KSAL). Kolonel Hidajat ditempatkan sebagai perwira dalam kementerian

31 Ibid.
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Pertahanan. Dengan demikian, semua jabatan paling atas dalam Angkatan Perang
dipegang oleh perwira-perwira bekas KNIL.*

Simatupang bertekad untuk membantu membangun suatu tatanan
demokratis dan sebuah tentara propesional dan non-politis. Hal ini dapat diterima
dengan baik oleh para perwira, terutama oleh mereka yang memimpin ketiga
angkatan bersenjata. Kebijaksanaan ini berarti bahwa Angkatan Darat harus mulai
dengan upaya-upaya untuk mereorganisasikan strukturnya dan dan memperkecil
jumlah personel yang telah sangat membengkak pada pertengahan tahun 1949,
dan juga untuk memperbaiki pendidikan militer guna meningkatkan mutu
propesional. Serta perlu diberikan batasan yang jelas pada fungsi-fungsi militer.”*
Mereka ini bertugas di bidang pertahanan. Selain itu mereka juga diwajibkan
memelihara keamanan dalam negeri, membantu pihak kepolisian dalam
menangani pemberontak-pemberontak bersenjata. Hal ini dapat dilihat dari adanya
pemberontakan-pemberontakan yang terjadi ini bertujuan untuk menghapus
negara-negara yang telah dibentuk oleh Belanda. Dan hal ini dapat dilihat dari
adanya pemberontakan Westerling di Jawa Barat.

Pada akhir tahun 1949, Raymond “Truk” Westerling, seorang petualang
dan kapten KNIL, yang baru saja dibebaskan dari dinas militer,”* menyatakan
dirinya sebagai Ratu adil. Tujuannya menganggap dirinya sebagai Ratu Adil
adalah untuk mempertahankan sistem federal, dan untuk melindungi orang-orang

Sunda terhadap hegemoni Jawa. Dia membuat suatu angkatan perang yang

°2 Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967 (Jakarta : LP3ES, 1986), him. 87.
% Ibid, him. 89.

5% Ibid him. 92; Djon Pakan, Kembali ke Jatidiri Bangsa Indonesia (Jakarta : Millenjum Publisher,
2002), him. 284.
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dikenal dengan angkatan Perang Ratu Adil (APRA), yang beranggotakan serdadu-
serdadu KNIL yang akan dibebas tugaskan, anggota polisi, dan orang-orang
Sunda yang ingin mempertahankan federalisme.”> APRA ini menuntut agar
Legiunnya diakui sebagai angkatan kepolisian resmi dan negara Pasundan.
Westerling bekerjasama dengan pejabat tentara Belanda, pemimpin Pasundan dan
(Darul Isiam) DI. Tanggal 21 Januari 1950, 500 orang pasukan APRA menduduki
Bandung, membunuh sekita 80 orang prajurit regular, namun keesokan harinya
pasukan Siliwangi merebut kembali ibukota Pasundan. Pada kesempatan lain
Westerling bekerjasama dengan Sultan Hamid II berencana menduduki Jakarta,
menangkap anggota Kabinet RIS, dan membunuh Sultan Hamengkubuwono IX
dan Simatupang. Dan ternyata rencana yang telah disiapkan Westerling ini gagal
dilaksanakan. Hal ini dikarenakan oleh adanya pasukan Siliwangi telah
menduduki pinggiran kota. Sehingga APRA menjadi berantakan, sedangkan
Westerling melarikan diri keluar negeri dengan menggunakan pesawat terbang
Belanda.*

Dengan adanya peristiwa pemberontakan Westerling ini, pihak pemerintah
Militer Jawa Barat memanfaatkan situasi ini demi kepentingan sendiri yaitu
melikuidasi negara Pasundan. Perwira-perwira Siliwangi memberikan indokrinasi
kepada penduduk desa, dimana mereka menjelaskan bahwa Republik telah perang
melawan Belanda sementara negara Pasundan bekerjasama dengan penjajah dan

masih saja berkelompotan dengan Belanda. Penduduk desa diminta untuk memilih

>> UIf Sundhaussen, op.cit, hlm. 92.

58 Ibid, hlm.93; Djon Pakan, op.cit, hlm. 284; Herbert Feith, op. cit, hlm. 62; Kahin, op. cit, hlm.
454,
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antar “pejuang-pejuang kemerdekaan” dan “kaum kolaborator”.”” Dengan tujuan
untuk mendapatkan tandatangan petisi yang menuntut pembubaran negara
Pasundan. Selain itu juga mereka mengadakan demontrasi-demotrasi untuk
mendukung pernyataan keinginan rakyat Jawa Barat bergabung dengan Republik
Indonesia. Oleh karena adanya peristiwa tersebut maka pemerintahan Pasundan
hancur. Dengan adanya keterlibatan Sultan Hamid II ini memperbesar kecurigaan
pemerintah RIS terhadap sebagian dari pemerintah Pasundan. Sehingga pada
tanggal 25 Januari 1950 PM Pasundan Anwar Tjokroaminoto, Menteri
Komunikasi Suria Kartalegawa, dan sejumlah pejabat rendah ditangkap. Dua hari
kemudian Parlemen negara mengeluarkan sebuah mosi tidak percaya dalam
Kabinetnya dan menyatakan bahwa negara harus melimpahkan kekuasaannya
kepada RIS.”® Dan sebagai gantinya Kabinet RIS di Jakarta menunjuk Swaka
yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Republik Jawa Barat, sebagai
komisaris pemerintah RIS dengan tugas memimpin pemerintahan Pasundan.”
Selain pemberontakan Westerling, ada kaum antifederalis yang melakukan
pemberontakan guna menentang tatanan konstitusional di Jawa dengan
menggunakan agitasi politik dan intimidasi, mereka mnggunakan cara kasar untuk
menindas kaum federalis di daerah-daerah di luar pulau Jawa. Terutama di
Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur ini merupakan negara federal
yang mempunyai kekuasaan yang lebih besar dan identitas yang lebih kuat

dibandingkan dengan negara-negara federal lainnya. Selain itu juga sebagian

*7UIf Sundhaussen, op.cit, him. 93 — 94.
*% Herbert Feith op.cir, him. 63.
5 Ibid. ; UIf Sundhaussen, op.cit, him. 64.
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besar anggota KNIL berasal dari Indonesia bagian timur. Mereka disiapkan untuk
menjadi anggota APRIS.

Pemerintah Indonesia Timur, menyadari maksud pemerintah Jakarta untuk
merongrong tatanan konstitusional yang disepakati dalam KMB, menuntut agar
pemeliharaan keamanan dalam negeri diakui sebagai tanggung jawab negara
bagian, dan agar semua pasukan militer yang ditempatkan di Indonesia Timur
anggota-anggotanya diambil dari rakyat setempat. Jika tuntutan ini dipenuhi oleh
pemerintah federal, hal itu merupakan penolakan terhadap kesatuan-kesatuan
bekas TNI yang setia terhadap cita-cita kaum Republik mengenai pembentukan
sebuah negara kesatuan, sementara pasukan tentara di Indonesia Timur akan
terdiri dari orang-orang mantan KNIL yang tidak akan menjadi ancaman bagi
kelangsungan NIT. Dengan keadaan seperti 1tu, NIT mendapatkan tanggapan dari
Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan menanggapi dengan permasalahan
keamanan di Indonesia Timur dengan jalan kompromi.

Di tempat lain juga terdapat pegerakan pemberontakan melawan negara-
negara dan teritori BFO memperoleh momentum. Pada tanggal 27 Januari 1950
Sultan Kutai menyatakan dukungannya untuk negara kesatuan. Selain itu negara
Madura meminta agar dikabulkan Komisionaris Pemerintah RIS, sebagai negara
Jawa Timur dan negara Jawa Tengah telah lebih dahulu diakui, sama halnya
dengan Jakarta mengabulkan permintaan badan perwakilan negara administrator
RIS.

Pada tanggal 5 April 1950 Andi Azis memimpin pemberontakan di

Makasar. Ia menawan Pejabat Panglima Teritorium Indonesia Timur, Letnan
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Kolonel Achamad Yunus Mokoginta beserta seluruh stafnya. [a menuntut agar
pasukan-pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas
keamanan di daerah NIT. la menentang dan menghalangi masuknya pasukan
APRIS dari TNI yang sedang dikirim dari Jawa di bawah pimpinan Mayor
Worang. Andi Azis juga menyatakan bahwa NIT harus dipertahankan supaya
tetap berdiri. Pada tanggal 7 April 1950 Mohammad Hatta memberi waktu 3 x 24
jam  kepada Andi Azis untuk menghadap ke Jakarta untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi Andi Azis tidak memenuhi
peringatan yang diberikan oleh Mohammad Hatta. Oleh karena itu Presiden
Soekarno menyatakan Andi Azis sebagai pemberontak terhadap RIS. Pada
akhirnya tanggal 14 April 1950, Andi Azis menyerah dan datang ke Jakarta.
Karena kedatangannya dianggap terlambat dari waktu yang telah ditentukan maka
ia ditahan,*® kemudian dia dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun.®’

Selain pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Azis ada juga
pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Belanda ikut campur tangan
dalam hal ini. Dimana Belanda memanfaatkan bekas KNIL dan para raja negeri
sebagai de Inlansche Hoofden yang dulunya pernah mengucapkan sumpah setia
kepada Mahkota Kerajaan Belanda, dan menunjuk Dr. C.H.R. Soumokil, mantan
Jaksa Agung NIT sebagai pimpinan tertinggi RMS.%

Pada tanggal 24 April 1950 di Ambon, Dr. CHZR. Soumokil

memproklamirkan “Republik Maluku Selatan” yang terlepas dari NIT dan RIS.

% Deliar Noer, op. cit, hlm. 386 — 387.
1 p N.H. Simanjuntak, op. cit, him. 98.
62 Djon Pakan, op.cit, him. 285 — 286.
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Kemudian Pemerintahan RIS mengirim delegasi yang dipimpin oleh Dr. J.
Leimena untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, namun setelah usaha ini
tidak berhasil, karena Soumokil menolak gagasan dari delegasi RIS. Oleh karena
itu pemerintah akhirnya memutuskan untuk segera menumpaskannya dengan
kekuatan senjata. Sebagai pelaksanaannya, dibentuklah sebuah pasukan ekspedisi
dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Pada tanggal 14 Juli 1950, pasukan ekspedisi
APRIS mendarat di Pulau Buru.®® Pada bulan November 1950, Ambon dapat
dikuasai oleh pasukan APRIS setelah melalui pertempuran-pertempuran yang
sangat melelahkan dan penuh dengan pengorbanan, diantaranya gugur Letnan
Kolonel Slamet Riyadi. Setelah Ambon jatuh ketangan pasukan Pemerintah, sisa-

sisa pasukan RMS melarikan diri.

D. Pelaksanaan di Bidang Pendidikan

Di bidang pendidikan Mentert Pendidikan RIS bekerjasama dengan
Menteri Pendidikan Republik untuk memajukan pendidikan perguruan tinggi RIS.
Dan tanggal 2 Maret 1950 Menteri Pendidikan Republik Mangunsarkoro
menjelaskan bahwa antara RIS dan Republik telah mencapai persetujuan
dilapangan sekolah tinggi untuk ketentuan sebagai berikut;**
1. Mengadakan Inter — Universitaire Commisi yang akan mengatur kerjasama

antara Universitas Jogyakarta dan Jakarta.

2. Republik dapat mengadakan suatu Falkutas di Jakarta dan juga sebalikanya,

RIS juga dapat mengdakan Fakultas di Jogyakarta.

%3 Ibid, him. 98.
$* Kedaulatan Rakyat Tanggal 3 Maret 1950, him. 2.
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3. Persamaan harga Ijazah Universitas Republik dan Universitas RIS.

Mangunsarkoro berpendapat bahwa nationalisering dasar-dasar dan sistem
pendidikan dan pengajaran adalah Urgenti karena pendidikan dan pengajaran
adalah alat yang amat penting untuk memasukan semangat kenegaraan sesuai
dengan dasar yang baru® Hal tersebut disesuaikan dengan kepentingan
masyarakat dengan ideologi negara dan sesuai dengan kedudukan negara
Indonesia. Menteri Pendidikan Republik memberi dukungan pada Menteri
Pendidikan Republik dalam rangka memajukan rencana Undang-undang
Pendidikan dan Pengajaran kepada parlemen RIS. Selain itu Menteri Pendidikan
Republik juga sanggup membantu memberikan bahan-bahan yang diperlukan,
berupa hasil penyelidikan dan usahanya sejak proklamasi kemerdekaan 1945
hingga tahun Maret 1950.

Selain itu juga usaha pendidikan juga dilakukan pada para gerilyawan.
Kabinet RIS setidaknya membuat sebuah permulaan besar dengan tugas
rehabilitasi. Mengakomodasi banyak gerilyawan dalam berbagai institusi
pendidikan, sebagian besar dari institusi itu baru dibangun membentuk sejumlah
pusat pelatihan untuk memberikan pendidikan kilat dalam keterampilan kerajinan.

Tidak mencukupi karena ukuran-ukuran ini berkenaan dengan persoalan
keseluruhan dan ukuran itu semata-mata berarti langkah pertama mereka
menciptakan sebuah ukuran kepercayaan dalam kapastitas pemerintah
menyediakan bagi para bekas gerilyawan. Nama baik yang bertambah pada

pemerintahan atas tanggung jawabnya ditambah dengan kewenangan yang

% Ibid him. 2.
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diperoleh di mata generasi revolusioner secara umum, karena jelas (khususnya
kemenangan pergerakan penyatuan) bahwa kemerdekaan benar-benar nyata. Yang
terpenting dari semua itu, kabinet RIS menunjukan kekuatan, khususnya dengan
reorganisasi angkatan bersenjatanya berhasil.

Demikianlah pembahasan tentang pelaksanaan program kerja Kabinet RIS.
Program kerja Kabinet RIS ini dilaksanakan oleh para Menteri dibagi menjadi
empat bidang vyaitu (1) di bidang politik yang melaksanakan penyerahaan
kedaulatan RIS yang dilakukan di dua tempat yaitu Belanda dan Indonesia.
Penyerahan kedaulatan di Belanda diwakili oleh Mohammad Hatta dan di
Indonesia diurus oleh Mohamad Roem dan dibantu oleh Ide Anak Agung Gde
Agung. Selain mengurusi penyerahan kedaulatan, Kabinet RIS juga harus
menyelesaikan kasus Irian Barat. Akan tetapi kasus Irian Barat ini tidak dapat
berhasil dengan baik; (2) di bidang ekonomi, kabinet RIS mengusahakan untuk
mengatasi inflasi yang menyebabkan krisis ekonomi. Sehingga Kabinet
mengambil tindakan yaitu diberlakukannya “pengguntingan uang sjafruddin”.
Dan pada akhirnya usaha ini membawakan hasil yang baik. Selain mengurusi
inflasi, Kabinet juga menangani para pemogokkan yang dilakukan oleh para
buruh perkebunan. Hal ini ditangani oleh Wilopo yang bertindak sebagai Menteri
Perburuhan. Wilopo berhasil menangani pemogokan; (3) di bidang keamanan,
kabinet membentuk angkatan perang yang dikenal dengan APRIS. Selain itu juga
Kabinet berhasil menangani pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh
Westerling, Andi Azis dan RMS; (4) di bidang pendidikan, Menteri Pendidikan

RIS menjalin kerja sama dengan Menteri Pendidikan RI dalam memajukan
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pendidikan Perguruan Tinggi. Pada bab seclanjutnya akan dibahas tentang

berakhirnya masa kerja Kabinet RIS.
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BAB IV

KABINET RIS MENGAKHIRI MASA TUGASNYA

Kabinet RIS hanya bertahan selama 8 bulan, sejak tanggal 15 Agustus
1950, RIS dapat dikatakan telah resmi berakhir dan lahirlah Negara Kesatuan RI.
Selama Kabinet RIS inilah, berlangsung penyerahan dan pengakuan kedaulatan
Pemerintah Belanda kepada Pemerintahan RIS.

Sebagai kelanjutan dari KMB, maka pada tanggal 23 Desember 1949,
delegasi RIS yang dipimpin Perdana Menter1 Mohammad Hatta dengan anggota:
Sultan Hamid IT (Menteri Negara), Prof. Supomo (Menteri Kehakiman), Soeparno
(Menteri Negara), Mr. Kusumah Atmadja (Ketua Makamah Agung), Mr. Sogejono
Hadinoto (Ketua PNI), bertolak ke Belanda untuk meneima penyerahan
kedaulatan dari Pemerintahan Belanda tanggal 27 Desember 1949, bersamaan
dengan itu, pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta, dilakukan pula penyerahan
kedaulatan antara Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada Delegasi Indonesia (Ide
Anak Agung Gde Agung, Mohammad Roem, Kosasih Purwanegara) yang
dipimpin Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Kedaulatan dari Pemerintah RI
kepada Pemerintahan RIS.

Pada tanggal 27 Desember 1949 jam 10.00 pagi, di Istana de Dam
(Amsterdam), upacara penyerahan kedaulatan dimulai, kemudian ‘“Piagam
Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan” ditandatangani oleh Ratu Belanda
Juliana dan Perdana Menteri Willem Drees berserta seluruh Kabinetnya, dan

Ketua Delegasi RIS Mohammad Hatta beserta seluruh anggota delegasinya. Di
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Jakarta, di hari yang sama pukul 5.45 sore, berlangsung pula penendatanganan
Piagam Penyerahan Kekuasaan Pemerintah di Istana “Koningsplein” (Istana
Merdeka) oleh Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink, Sri Sultan Hamengku
Buwono IX (selaku Ketua Delegasi RIS), Ide Anak Agung Gde Agung,
Mohammad Roem dan Kosasih. Kemudian pukul 5.51 sore bendera Belanda
diturunkan dengan iringan lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus” dan setelah itu
Sang Saka Merah Putih dinaikan diiringi lagu “Indonesia Raya”.*

Dengan adanya penyerahan kedaulatan tersebut maka negara RIS resmi
terbentuk dan mendapatkan pengakuan dari 62 negara. Pada tanggal 30 Desember
1949, Komisaris Tinggi Belanda yang pertama untuk Indonesia, Dr. HM.
Hierschfeld, menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden RIS di
Jakarta. Kemudian pada tanggal 19 Januari 1950, Mohamad Roem diangkat
menjadi Komisaris Tinggi RIS untuk Belanda. Sesuai dengan persetujuan yang
dicapai dalam KMB, maka dibentuklah APRIS dimana TNI yang menjadi anggota
intinya. Selain TNI menjadi anggota APRIS, anggota KNIL juga resmi menjadi
angggota APRIS. Sementara itu, sebagian kolonilisme Belanda yang tidak dapat
menerima perubahan yang dihasilkan KMB, masih melakukan pengacauan dan
pemberontakan terhadap negara RIS yang berdaulat. Hal ini dapat dilihat dari
adanya pemberontakan APRA di Bandung yang dilakukan oleh Westerling,
pemberontakan Andi Azis di Makasar, dan pemberontakan “RMS” di Maluku.
Pada tanggal 23 Januari 1950 Westerling memimpin pasukan APRA melancarkan

serangan terhadap kota Bandung. Namun pada saat yang sama Pemerintahan RIS

8¢ Sekretaris Negara Republik Indonesia, op cit, him. 251.
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dapat menguasai keadaan. Akan tetapi Westerling dapat meloloskan diri. Lalu 1a
merencanakan pemberontakan di Jakarta guna menagkap semua Menteri RIS yang
sedang menghadiri sidang Kabinet, dan membunuh Menteri Pertahanan Sultan
Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. A.
Budiardjo, dan Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang.
Gerakan tersebut dapat digagalkan dan kemudian diketahui bahwa otaknya adalah
Sultan Hamid II, yang juga menjadi anggota Kabinet RIS. Sultan Hamid II dapat
segera ditangkap dan dijatuli hukuman penjara selama 10 tahun. Sedangkan
Westerling sempat melarikan diri ke luar negeri dengan menggunakan pesawat
Catalina milik Angkatan Laut Belanda.”’

Pada tanggal 5 April 1950 Andi Azis memimpin pemberontakan di
Makasar. la menawan Pejabat Panglima Terntorium Indonesia Timur, Letnan
Kolonel Achamad Yunus Mokoginta beserta seluruh stafnya. la menuntut agar
pasukan-pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas
keamanan di daerah NIT. la menentang dan menghalangi masuknya pasukan
APRIS dann TNI yang sedang dikirim dari Jawa di bawah pimpinan Mayor
Worang, Andi Azis juga menyatakan bahwa NIT harus dipertahankan supaya
tetap berdiri. Pada tanggal 7 April 1950 Mohammad Hatta memberi waktu 3x 24
jam kepada Andi Azis untuk menghadap ke Jakarta untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi Andi Azis tidak memenuhi
peringatan yang diberikan oleh Mohammad Hatta. Oleh karena itu Presiden

Soekarno menyatakan Andi Azis sebagai pemberontak terhadap RIS. Pada

87 Sekretaris Negara Republik Indonesia, 30 Tahun Indonesia Merdeka (1950-196+) (Jakarta : PT.
Citra Lamtoro Gung Persada, 1985), hlm. 24-27.
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akhirnya tanggal 14 April 1950, Andi Azis menyerah dan datang ke Jakarta.
Karena kedatangannya dianggap terlambat dari waktu yang telah ditentukan maka
ia ditahan,”® kemudian dia dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun.®’ Pada
tanggal 24 April 1950 di Ambon mantan Jaksa Agung NIT, Dr. C.H.R. Soumokil
memproklamirkan “Republik Maluku Selatan” yang terlepas dari NIT dan RIS.
Pada awalnya Pemerintahan RIS mencoba untuk menyelesaikan masalah ini
secara damai, namun setelah usaha ini tidak berhasil, maka pemerintah akhirnya
memutuskan untuk segera menumpaskannya dengan kekuatan senjata. Sebagai
pelaksanaannya, dibentuklah sebuah pasukan ekspedisi dipimpin oleh Kolonel
Kawilarang. Pada tanggal 14 Juli 1950, pasukan ekspedisi APRIS mendarat di
Pulau Buru.”® Pada bulan November 1950, Ambon dapat dikuasai oleh pasukan
APRIS setelah melalui pertempuran-pertempuran yang sangat melelahkan dan
penuh dengan pengorbanan, diantaranya gugur Letnan Kolonel Slamet Riyadi.
Setelah Ambon jatuh ketangan pasukan Pemerintah, sisa-sisa pasukan RMS
melarikan diri.

Sementara itu, bentuk Negara Serikat yang dihasilkan dari sidang KMB ini
tidak memuaskan bangsa Indonesia, sehingga di berbagai daerah timbul gerakan-
gerakan rakyat yang secara demokratis menuntut pembubaran Negara/Daerah-
daerah Bagian hasil ciptaan Van Mook dan menggabungkan diri dengan RI di
Yogyakarta.”' Sejalan dengan tuntutan-tuntutan rakyat dari daerah-daerah itu,

maka atas inisiatif anggota-anggota DPR yang berasal dari berbagai daerah-daerah

8 Deliar Noer, op. cit, hlm. 386-387.

P N.H. Simanjuntak, op. cit, him. 98.
7 Ibid.

! G. Moedjanto, op.cit, him. 70.
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di luar Indonesia, dalam minggu kedua setelah DPR terbentuk telah diajukan
mosi-mosi tentang pembubaran dan penggabungan Daerah-daerah. Usul-usul
mosi yang terus-menerus diajukan dalam waktu yang singkat itu akhirnya
meliputi semua daerah-daerah di luar Indonesia, kecuali Negara Sumatera Timur
dan NIT.” Penggabungan daerah yang satu ke daerah yang lain, atau dari negara
satu ke negara bagian yang lain secara konstitusional dimungkinkan oleh Pasal 43
dan 44 Konstitusi RIS dengan ketentuan bahwa penggabungan tersebut
dikehendaki oleh rakyatnya dan diatur dengan Undang-Undang Federal
Mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 44 Konstitusi tersebut dan untuk
memberikan dasar hukum bagi penyalur keinginan-keinginan rakyat di daerah-
daerah itu, Pemerintah mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan Susunan Kenegaraan Wilayah RIS. Agar dapat mengimbangi
kecepatan perkembangan pilitik di daerah-daerah, maka pada tanggal 8 Maret
1950 Pemerintah dengan persetujuan DPR maupun senat, mengeluarkan peraturan
tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan itu dalam bentuk Undang-
Undang Darurat, yaitu Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1950. dan pada
hari berikutnya, tanggal 9 Maret 1950 Pemerintah dengan Keputusan Presiden No.
108 sampai dengan 112 Tahun 1950 menetapkan pembubaran Daerah-daerah
yang berikut dan penggabungannya dengan RI: adalah Jawa Tengah, Jawa Timur,
Madura, Padang dan Sabang. Kemudian menyusul Keputusan Presiden tanggal 11
Maret no. 113 mengenai Pasundan, termasuk “Distrik Federal Jakarta”,

Keputusan Presiden tanggal 24 Maret No. 126 dan 127 tentang Sumatera Selatan

"2 Ibid, hlm. 99.
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dan Kalimantan Timur;, akhirnya Keputusan Presiden tanggal 4 April 1950
mengenai Daerah-daerah Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara,
Kotawaringin, Bangka, Biliton dan Riau. Maka pada tanggal 5 April 1950, hanya‘
tinggal 3 Daerah-Bagian dari RIS, yaitu RI, Sumatera Timur dan Indonesia
Timur.”

Kemudian untuk menaggapai keinginan rakyat yang semakin meluas di
negara-negara bagian yang masih berdiri, Pemerintah RI menganjurkan kepada
Pemerintah RIS, agar mengadakan perundingan dengan Negara Sumatera Timur
dan Negara Indonesia Timur tentang pembentukan kembali negara kesatuan.
Setelah Pemerintah RIS mendapat kuasa penuh dari kedua Pemerintah Negara
Bagian tersebut untuk mengadakan perunding dengan Pemerintah RI1. Oleh karena
itu pada bulan Mei dilangsungkan perundingan antara Pemerintah RIS dan
Pemerintahan RI tentang pembentukan Negara Kesatuan.” Perundingan tersebut
dihadin wakil-wakil RIS, yang juga mewakili Sumatera Timur dan NIT, dengan
wakil-wakil dari Jakarta. Perundingan mencapai persetujuan pada 19 Mei 1950
dan ketentuannya adalah sebagai berikut:”

[. Persetujuan tentang kesediaan bersama melaksanakan Negara kesatuan
sebagai jelaman dari RI proklamasi 17 Agustus 1945.
II. 1. UUD Negara kesatuan diperpadat dengan menggubah K-RIS dengan
memasukan bagian-bagian essensial dari UUD — RI (45) antara lain:

pasal 27 tentang hak warganegara;

7 Ibid, hlm. 100.
™ Kedaulatan Rakyat 16 Mei 1950
PG Moedjanto, op.cit, hlm. 72 — 73,
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pasal 29 tentang dasar negara dan kebebasan beragama;
pasal 33 tentang asas perekonomian.
2. Dalam UUDS 50 dimasukkan pokok pikiran: “Hak milik adalah suatu
fungsi sosial”.
3. Perubahan ketentuan Konstitusi RIS antara lain:
a. Senat dihapuskan;
b. DPRS terdiri dari gabungan DPR — RIS dan BP — KNIP — pemerintah
RIS dan RI;

c. DPRS — RIS dan BP — KNIP merupakan Majelis Perubahan UUD;

d. Presiden ialah Presiden Soekarno;

e. Dewan Menteri harus bersifat parlementer.

4. DPA dihapuskan.
Persetujuan itu ditandatangani oleh Hatta yang mewakili RIS dan Halim yang
mewakili RI.

Akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950, tercapailah persetujuan antara kedua
Pemerintah itu yang dituangkan dalam suatu “Piagam Persetujuan.” Pada
pokoknya, kedua Pemerintah menyetujui dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk
membentuk Negara Kesatuan sebagai penjelmaan RI berdasarkan Proklamasi 17
Agustus 1945, dengan Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan mengubah
Konstitusi sementara RIS sedemikian rupa, sehingga essensial Undang-Undang
Dasar RI ditambah dengan bagian-bagian yang baik dari Konstitusi Sementara

RIS.®

" Sekretaris Negara Republik Indonesia, op. cit, hlm. 42.
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Selanjutnya oleh Pemerintah RIS dan RI, dibentuk suatu Panitia Bersama
yang bertugas untuk melaksanakan Piagam Persetujuan 19 Mei 1950 tersebut dan
khususnya merancang Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan. Panitia dari pihak
RIS diketuai oleh Prof. Soepomo (Menteri Kehakiman) yang beranggotakan 6
orang, yaitu: Mr. Kosasih Purwanegara, [r. Sakirman, Mr. A.M. Tambunan, B.
Sahetapy Engel, I.R. Lobo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan, dengan Mr. A.W.
Surjadiningrat sebagai sekretaris. Sedangkan panitia dari pihak RI diketuai oleh
Abdul Hakim (Wakil Perdana Menteri) yang beranggotakan 6 orang, yaitu:
Mr.A.A. Suhardi, Hutomo Supardan, Djohan Sjahruzah, Harsoadi, dr. Rustamadji,
dan Rh. Kusnan. Kemudian, anggota Sakirman dan Hutomo Supardan
mengundurkan diri, sedangkan Rh. Kushan diganti oleh Z. Baharuddin.”’

Setelah mengadakan perundingan, Pemerintah RIS dan Pemerintah RI
menyetujui dengan beberapa perubahan rancangan Undang-Undang Dasar
Sementara Negara Kesatuan serta “Dasar-dasar penyelesaian kesulitan-kesulitan
di bidang politik, ekonomi, keuangan, keamanan dan sosial” yang kemudian oleh
Pemerintah RIS disampaikan kepada DPR serta Senat RIS dan oleh Pemernntah
RI - Yogya kepada Badan Pekerja KNIP. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1950
malam, DPR RIS menerima baik Undang-Undang Dasar Sementara Negara
Kesatuan RI dengan suara 90 setuju lawan 18 tidak setuju. Begitu pula Senat RIS
secara aklamasi menyetujui pula Rancangan Undang-Undang Sementara Negara

Kesatuan RI tersebut.”®

" Ibid,
" P N.H. Simanjuntak, op. cit, him. 101.
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Pada tanggal 15 Agustus 1950, Pemerintah mengesahkan dan
mengumumkan dengan resmi dalam Lembaran Negara 1950 No.56 Undang-
Undang RIS no.7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara RIS
menjadi UUDS RI. Kemudian dalam rapat gabungan Parlemen dan senat RIS
pada hari juga di Jakarta, Presiden RIS Soekarno membacakan ‘“Piagam
Pernyataan Terbentukanya Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Seusai upacara
tersebut, Presiden Soekarno terbang ke Yogyakarta untuk menerima kembali
jabatan Presiden RI dari Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI Mr. Asaat.
Kemudian, di depan BP KNP, Presiden Soekarno kembali membacakan
pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan RL”

Sejak tanggal 15 Agustus 1950, RIS dapat dikatakan telah berakhir dan
lahirlah Negara Kesatuan RI. Sehingga secara otomatis, Kabinet RIS pimpinan
Mohammad Hatta hanya berusia 8 bulan saja. Hal ini dikarenakan adanya
perubahan struktur politik ketatanegaraan di Indonesia, yaitu dari Negara Serikat
menjadi Negara Kesatuan. Pada tanggal 15 Agustus 1950 di Jakarta, Mohammad
Hatta sebagai PM menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden RIS
Soekarno yang kemudian disahkan. melalui Keputusan Presiden RIS NO.241
Tahun 1950 tertanggal 15 Agustus 1950.* Dan sejak saat itu pula, Kabinet RIS
dinyatakan demisioner, namun masih terus bekerja sampai terbentunya Kabinet

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7 Ibid, him.101-102. ; Kedaulatan Rakyat 16 Agustus 1950. ; Lihat lampiran Piagam Pernyataan
Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia hlm. 139,
%P NH. Simanjuntak, op. cit, him. 102.
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Demikianlah pembahasan tentang Kabinet RIS mengakhiri masa tugasnya.
Kabinet RIS ini bertahan selama kurun waktu delapan bulan, sejak tanggal 15
Agustus 1950, dapat dikatakan telah resmi berakhir dan lahirlah Negara Kesatuan
RI. selama Kabinet RIS “berkuasa” banyak yang menentang terbentuknya Negara
Serikat, sehingga terjadilah pemberontakan-pemberontakan terhadap RIS. Akan
tetapi pemberontakan tersebut dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah.
Selain itu Negara Serikat yang dihasilkan dari sidang KMB ini tidak memuaskan
bangsa Indonesia. Sehingga menimbulkan pergerakan-pegerakan yang menuntut
pembubaran RIS. Sejalan dengan tuntutan rakyat dari daerah-daerah itu maka atas
inisiatif anggota-anggota DPR mengajukan mosi-mosi tentang pembubaran dan
penggabungan daerah-daerah. Pada akhirnya pemerintah menangapi mosi-mosi
tersebut, sehingga pemerintah RIS mengadakan perundingan dengan pemerintah
RI. Setelah mengadakan perundingan, Pemerintah RIS dan Pemerintah RI
menyetuyjui dengan beberapa perubahan rancangan Undang-Undang Dasar
Sementara Negara Kesatuan serta “Dasar-dasar penyelesaian kesulitan-kesulitan
di bidang politik, ekonomi, keuangan, keamanan dan sosial” yang kemudian oleh
Pemerintah RIS disampaikan kepada DPR serta Senat RIS dan oleh Pemerintah
RI - Yogya kepada Badan Pekerja KNIP. Pada bab selanjutnya akan diuraikan

simpulan yang berisi jawaban-jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.
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BAB YV

SIMPULAN

Dengan diterimanya hasil sidang KMB oleh Kabinet Rl yang dipimpin
oleh Mohammad Hatta tanggal 18 November 1949 maka bentuk negara Ri
berubah menjadi negara RIS. Tanggal 15 Desember 1949 sidang pleno KNIP
menerima hasil-hasil KMB dengan 226 suara setuju, 62 tidak setuju dan 31
balnko kosong; Dan sidang tersebut juga mengesahkan K-RIS. Adapun RIS terdiri
dari 16 negara bagian yaitu: Negara Rl dengan daerah menurut status quo seperti
tersebut diatas dalam persetujuan Renville tanggal 17 Januari 1948; Negara
Indonesia Timur; Negara Pasundan, termasuk distrik Federal Jakarta; Negara
Jawa Timur; Negara Madura; Negara Sumatera Timur, dengan pengertian status
quo Asahan dan Labuh Batu; Negara Sumatera Selatan; Jawa Tengah; Bangka,
Belitung; Riau; Kalimantan Barat (Daerah Istimewa); Dayak Besar; Daerah
Banjar; Kalimantan Tenggara; dan Kalimantan Timur dan daerah-daerah
Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian. Kemudian tanggal 17
Desember 1949 Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS di Bangsal Sitinggil,
Keraton Yogyakarta. Kemudian keesokan harinya Presiden Soekamo mengadakan
sidang dengan para penguasa Negara Bagian untuk membicarakan penunjukan
pembentukan Kabinet RIS. Pada akhirnya sidang berhasil menunjuk empat orang
Formatur Kabinet dua orang dari Republik yaitu: Mohammad Hatta dan Sultan
Hamengku Buwono; dan dua orang dari BFO/ Federal yaitu: Ide Anak Agung

Gde Agung dan Sultan Hamid II. Akhirnya para formatur Kabinet ini berhasil
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membentuk kabinet baru. Kabinet ini dilantik oleh Presiden Soekarmo bersamaan
dengan Mohammad Hattta sebagai Perdana Menterinya. Kabinet RIS ini terdiri
dari 13 kementerian (departemen) dan 3 Menteri Negara. Kabinet RIS merupakan
Zaken — Kabinet yang diinginkan oleh Mohammad Hatta. Para menteni dipilih
karena kompetensi teknis individu mereka dari pada basis kekuatan partai
politiknya. Oleh karena itu empat orang dari anggota Kabinet RIS tidak berasal
dari partai. Sedangkan selebihnya berasal dari partai Masjumi 7 orang, dua dari
PNI, dan satu dari parkindo. Mereka tidak dipilih dengan dasar nominasi oleh
badan eksekutif masing-masing partai. Mereka merupakan perwakilan partai yang
dapat dihandalkan. Kabinet RIS ini juga dilengkapi dengan program kerja yang
terdiri dari tujuh bagian dari menyelenggarakan pemindahan kekuasaan hingga
menjalankan politik luar negeri guna memperkuat kedudukan RIS.

Program kerja Kabinet RIS ini dilaksanakan oleh para Menteri dibagi
menjadi empat bidang yaitu (1) pelaksanaan di bidang politik yang melaksanakan
penyerahaan kedaulatan RIS yang dilakukan di dua tempat yaitu Belanda dan
Indonesia. Penyerahan kedaulatan di Belanda diwakili oleh Mohammad Hatta dan
di Indonesia diurus oleh Mohamad Roem dan dibantu oleh Ide Anak Agung Gde
Agung. Selain mengurusi penyerahan kedaulatan, Kabinet RIS juga harus
menyelesaikan kasus Irian Barat. Akan tetapi kasus Irian Barat ini tidak dapat
berhasil dengan baik. Hal ini dikarenakan oleh adanya Belanda yang masih tetap
bersi keras mempertahankan Irian Barat. (2) pelaksanaan di bidang ekonomi
kabinet RIS mengusahakan untuk mengatasi inflasi yang menyebabkan krisis

ckonomi. Sehingga Kabinet mengambil tindakan yaitu diberlakukannya
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“pengguntingan uang sjafruddin”. Dan pada akhimmya usaha ini membawakan
hasil yang baik dimana Kabinet berhasil menangani krisis ekonomi. Selain
mengurusi inflasi, Kabinet juga menangani para pemogokkan yang dilakukan oleh
para buruh perkebunan. Hal ini ditangani oleh Wilopo yang bertindak sebagai
Menteri Perburuhan. Pada akhirnya juga Wilopo berhasil menangani pemogokan
dan juga mendapat sambutan baik di masyarakat. (3) pelaksanaan di bidang
keamanan, kabinet membentuk angkatan perang yang dikenal dengan APRIS.
Selain itu juga Kabinet berhasil menangani pemberontakan-pemberontakan yang
dilakukan oleh Westerling dengan APRAnya, Andi Azis dan RMS. (4)
pelaksanaan di bidang pendidikan, Menteri Pendidikan RIS menjalin kerjasama
dengan Menteri Pendidikan RI dalam memajukan pendidikan Perguruan Tinggi.
Kabinet RIS ini bertahan selama kurun waktu delapan bulan, sejak tanggal
15 Agustus 1950, dapat dikatakan telah resmi berakhir dan lahirlah Negara
Kesatuan RI. selama Kabinet RIS “berkuasa” banyak yang menentang
terbentuknya Negara Serikat, sehingga terjadilah pemberontakan-pemberontakan
terhadap RIS. Akan tetapi pemberontakan tersebut dapat ditangani dengan baik
oleh pemerintah. Selain itu Negara Serikat yang dihasilkan dari sidang KMB ini
tidak memuaskan bangsa Indonesia. Sehingga di berbagai daerah timbul gerakan-
gerakan rakyat yang secara demokratis menuntut pembubaran RIS. Sejalan
dengan tuntutan rakyat dari daerah-daerah itu maka atas inisiatif anggota-anggota
DPR mengajukan mosi-mosi tentang pembubaran dan penggabungan Daerah-
daerah. Dan pada akhirnya pemerintah menangapi mosi-mosi tersebut, sehingga

pemerintah RIS mengadakan perundingan dengan pemerintah RI.  Setelah
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mengadakan perundingan, Pemerintah RIS dan Pemerintah RI menyetujui dengan
beberapa perubahan rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara
Kesatuan serta “Dasar-dasar penyelesaian kesulitan-kesulitan di bidang politik,
ekonomi, keuangan, keamanan dan sosial” yang kemudian oleh Pemerintah RIS
disampaikan kepada DPR serta Senat RIS dan oleh Pemerintah RI — Yogya
kepada Badan Pekerja KNIP. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1950, DPR RIS
menerima Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan RI dengan suara 90
setuju lawan 18 tidak setuju. Begitu pula Senat RIS secara aklamasi menyetujui
pula Rancangan Undang-Undang Sementara Negara Keatuan RI tersebut. Esok
harinya, Pemerintah mengesahkan dan mengumumkan dengan resmi dalam
Lembaran Negara 1950 No.56 Undang-Undang RIS no.7 Tahun 1950 tentang
Perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi UUDS RI. Kemudian dalam rapat
gabungan Parlemen dan senat RIS pada hari juga di Jakarta, Presiden RIS
Soekarno membacakan “Piagam Pernyataan Terbentukanya Negara Kesatuan
Republik Indonesia”. Seusai upacara tersebut, Presiden Soekarno terbang ke
Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari Pemangku
Sementara Jabatan Presiden RI Mr. Asaat. Kemudian, di depan BP KNP, Presiden
Soekarno kembali membacakan pemnyataan terbentuknya Negara Kesatuan Rl
Dengan demikian, sejak tanggal 15 Agustus 1950, RIS dapat dikatakan telah
resmi bubar dan lahirlah Negara Kesatuan RI. Sehingga secara otomatis, Kabinet
RIS pimpinan Mohammad Hatta hanya berusia 8 bulan. Hal ini dikarenakan
adanya perubahan struktur politik ketatanegaraan di Indonesia, yaitu dari Negara

Serikat menjadi Negara Kesatuan. Pada tanggal 15 Agustus 1950 di Jakarta,
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Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri menyerahkan mandatnya kembali
kepada Presiden RIS Soekarmmo yang kemudian disahkan melalui Keputusan
Presiden RIS NO.241 Tahun 1950 tertanggal 15 Agustus 1950. dan sejak saat itu
pula, Kabinet RIS dinyatakan demisioner, namun masih terus bekerja sampai
terbentunya Kabinet Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru.
Demikianlah simpulan tentang Kabinet RIS 20 Desember 1949 — 6

September 1950.
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GLOSARRY

. APRA = Angkatan Perang Ratu Adil
. APRIS = Angkatan Perang Republik Indonesia

BFO = Bijeenkomst voor Overleg (Badan Permusyawaratan

Federal)

. De Inlansche

Hoofden = Kepala daerah / kepala pribumi.

Demisioner = Yang sudah meletakan jabatan akan tetapi masih bekerja

selama menantikan penggantinya.

DPR = Dewan Perwakilan Rakyat
. DPR-RIS = Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat
. K-RIS = Konstitusi RIS
KMB = Konferensi Meja Bundar
KNIL = Koninklijk Nederlands Indisch Leger (Tentara Hindia
Belanda)
. KNIP = Komite Nasional Indonesia Pusat
NIT = Negara Indonesia Timur
. Mosi = Penjelasan pendek dari rapat atau beberapa anggota rapat

yang dikemukakan supaya disetujui oleh rapat atau
sebagai usul. Mosi tidak percaya adalah mosi yang

menyatakan tidak percaya kepada pemerintahan.

. Parkindo = Partai Kristen Indonesia
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. PBB = Persatuan Bangsa-Bangsa

. PM = Perdana Menteri

. PNI = Partai Nasional [ndonesia
PPKI = Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Prerogatif = hak luar biasa mengenal hukum, undang-undang dsb

(seperti hak yang diberikan kepada kepala negara untuk

mengampunt orang yang terhukum dsb)

RI = Republik Indonesia
. RIS = Republik Indonesia Serikat
. RMS = Republik Maluku Selatan
w. UNCI = United Nations Commission for Indonesia (Komisi PBB

untuk Indonesia)

. UuD’45 = Undang-Undang Dasar tahun 1945
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SILABUS
SEKOLAH MENENGAH ATAS
Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas / semester :2/3
Alokasi Waktu : 4 x 45 (dua kali pertemuan @ 2 x 45)
Kompetensi Kemampuan Membahas Upaya Perjuangan Rakyat dan \
Dasar Pengakuan Kedaulatan RI dan Membahas Perjuangan Kembali
ke Negara Kesatuan J
Hasil Belajar Memahami Sejarah Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) 20
Desember 1949 — 6 September 1950 |
Indikator 1. Menjelaskan latar belakang terbentuknya, susunan dan

program kerja Kabinet RIS.
2. Mengidentifikasikan pelaksanaan program kerja Kabinet
RIS selama masa pemerintahannya.

3. Menjelaskan proses berakhirnya masa kerja Kabinet RIS. |

Tujuan Siswa mampu menjelaskan:
Pembelajaran 1. Latar belakang terbentuknya, susunan dan program kerja
Kabinet RIS.

2. Pelaksanaan program kerja Kabinet RIS selama masa
pemerintahannya.

3. Proses berakhimya masa kerja Kabinet RIS.

Langkah Kegiatan pembelajaran dilakukan dalam dua tahap skenario |

Pembelajaran pengalaman belajar siswa : |
| 1. D1 luar kelas
a. Pengalaman belajar siswa melalui studi pustaka (buku, |

koran, majalah) sehubungan (a) soal latar belakang |
terbentuknya Kabinet RIS, (b) soal pelaksanaan program |

kerja Kabinet RIS selama pemerintahannya, (c) soal

proses berakhirnya masa kerja Kabinet RIS.
]

77



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(1) a.

(2) a.

(3) a.

terbentuknya Kabinet RIS; (2) kelompok pelaksanaan

kelompok proses berakhirnya masa kerja Kabinet RIS.

Tugas siswa dalam bentuk lembar kerja, diataranya berisikan :

b. Sebelum siswa melakukan tugas, guru membaélj1

kelompok antara lain : (1) kelompok latar belakang |

|

program kerja Kabinet RIS selama pemerintahannya; (3) |

|
|
|
Judul laporan : latar belakang terbentuknya Kabinet |
RIS. |
Isi laporan singkat : |
- Latar belakang terbentuknya Kabinet RIS }
- Susunan dan program kerja Kabinet RIS }

Mendeskripst latar belakang terbentuknya Kabinet V
s |
Menganalisa Susunan dan program kerja Kabinet RIS. |
Kesimpulan

Rekontruksi tentang latar belakang terbentuknya
Kabinet RIS.

Judul laporan : pelaksanaan program kerja Kabinet
RIS selama pemerintahannya.

Isi laporan singkat :

- Pelaksanaan di bidang politik dan keamanan

- Pelaksanaan di bidang ekonomi dan pendidikan

Mendeskripst pelaksanaan di bidang politik dan

keamanan.

Menganalisa pelaksanaan di bidang ekonomi dan |
pendidikan. }
Kesimpulan : }
Rekontruksi tentang pelaksanaan program kerja |

Kabinet RIS.

i

Judul laporan : proses berakhirnya masa kerja Kabinet |

|
RIS.

|
!
-
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b. Isilaporan singkat
- Alasan berakhirnya masa kerja Kabinet RIS.
- Proses berakhirmya masa kerja Kabinet RIS.

c. Mendeskripsi alasan berakhirnya masa kerja Kabinet |
RIS. |

d. Menganalisa proses berakhimya masa kerja Kabinet
RIS.

e. Kesimpulan
Rekontruksi berakhirnya masa kerja Kabinet RIS.

2. D1 kelas
a. Apersepsi (15 menit)

— Guru membuka pembelajaran dengan menanyakan !
kesiapan tugas yang akan didiskusikan? Siswa menjawab |
sudah siap.

— Guru menanyakan secara singkat proses penyusunan
laporan dari masing-masing kelompok? Dan setiap
kelompok memberi penjelasan proses penyusunan laporan
kelompok.

b. Kegiatan Inti

Mempersentasikan hasil laporan kelompok secara bergantian

mulai dari kelompok (1), (2),dan (3), dengan metode ceramabh,

diskusi dan Tanya jawab. Dalam diskusi kelas siswa
mempersentasikan hasil laporannya dengan kemampuan yang
didapatka dari kajian pustaka, keterlibatan, dan observasi.

Dalam diskusi kelompok akan nampak terlihat kemampuan

siswa dalam mempertahankan pendapatnya dengan

argumentasinya, menghormati pendapat teman, dan
merumuskan hipotesis atau pemikirannya. Setelah presentasi

semua kelompok dengan disertai diskusi dan Tanya jawab,

guru memaparkan materi ajar untuk  melengkapi,

79



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menyempurnakan, mengklarifikasi aéﬁil{é}nper@éitiiﬁééil?
laporan semua kelompok. Cara penyampaian dapat dengan \
ceramah, membagikan bahan ajar untuk dibaca secara ‘
individual atau kelompok lalu Tanya jawab, diskusi dan |
peneguhan oleh guru. }
c.Penutup (15 menit) ‘
Kesimpulan yang dilakukan oleh gutu sebagai moderator dan \
fasilitator dengan menyatakan bukan satu-satunya kebenaran. i
- Latar belakang terbentuknya Kabinet RIS. |
a. Latar belakang terbentuknya Kabinet RIS. <
b. Susunan dan program kerja Kabinet RIS. |
Susunan Kabinet RIS terdiri dari 13
1. Kementerian dan tiga Menteri Negara.
2. Program kerja Kabinet RIS
- Pelaksanaan program kerja Kabinet RIS selama masa
pemerintahannya.
1. Pelaksanaan di bidang politik
2. Pelaksanaan di bidang ekonomi
3. Pelaksanaan di bidang keamanan
4. Pelaksanaan di bidang pendidikan
- Proses berakhirya masa kerja Kabinet RIS.

Sarana dan
Sumber

Pembelajaran

1.

2. Sumber Pembelajaran

Sarana Pembelajaran

Peta RIS

— Arsip — arsip nasional yang berisikan tentang RIS

— Buku referensi tentang Kabinet RIS

o Feith, Herbert, 7he Decline of Constitutional Democracy |

in Indonesia, New York: Cornell University Press, 1962. |
o Simanjuntak, P.N.H., Kabinet-Kabinet Republik Indonesiu
‘

Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta :
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— Buku referensi lain tentang teori dan metodologi sejarah.

Djambatan, 2003.

Penilaian

a. Penilaian kognitif

\
|
|
|
|

Penilaian ini dilakukan dengan post-test yaitu membuat }
pertanyaan yang tidak mengulang pengalaman belajar. Cara y
yang digunakan yaitu melalui tes uraian bebas (buka buku) |
dan untuk memudahkan penskoran, maka dibuat rambu- |
rambu jawaban yang akan dijadikan sebagai acuan. ‘
Penilaian afektif

|

|
Penilaian ini dilakukan dengan lembar pengamatan |
individual selama proses pembelajaran berlangsung, baik }
berupa ‘komentar’ atau dalam bentuk pengamatan. ‘
Penilaian portofolio |
|

Berupa laporan kerja kelompok |

Alat Evaluasi

|
1. Jelaskan Latar belakang terbentuknya kabinet RIS 20 \
Desember 1949 — 6 September 19507 l

2. Uraikan pelaksanaan program kerja Kabinet RIS pada

masa pemerintahannya?
Deskripsikan proses berakhirnya masa kerja Kabinet
RIS?

(V8]

Yogyakarta, 15 Juli 2004
Guru Bidang Studi

D

(Utami Dew1)

81



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Format lembar pengamatan sikap siswa (penilaian afektif)

No. Indikator

sikap

Kerj a— Sama
Pembagian Tugas
Tanggung Jawab

Tenggang Rasa
Penguas;n Maters
Mutu Presentasi
Nilai Rata-rata

Skor untuk masing-masing sikap di atas dapat berupa angka. Akan tetapi, pada
tahap akhir tersebut dirata-ratakan dan dikonversikan ke dalam bentuk angka
kualitatif. Skala penilaian dibuat dengan rentangan dari 1 s/d 5. Penafsiran angka-
angka tersebut adalah sebagai berikut:1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup;
4= baik; dan 5 = sangat baik.
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Lampiran II
Pemanfaatan Penulisan Skripsi Kabinet RIS 20 Desember 1949 — 6 September

1950 Bagi Pengajaran Sejarah.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PEMANFAATAN PENULISAN SKRIPSI KABINET RIS
20 DESEMBER 1949 - 6 SEPTEMBER 1950

BAGI PENGAJARAN SEJARAH.

Sejarah merupakan rekonstruksi masalampau, yang memuat serangkaian
peristiwa yang dialami oleh umat manusia pada tempat dan waktu tertentu.
Sejarah juga merupakan kisah peristiwa yang pernah terjadi, dan juga dapat
dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa tersebut.

Sejarah mempunyai kegunaan yaitu guna intrinsik dan ekstrinsik. guna
intrinsik yaitu: sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cara mengetahui masa
lampau, sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan sejarah sebagai profesi. Dan
guna ekstrinsik yaitu: sejarah yang mempunyai fungsi pendidikan, dimana sejarah
juga dapat digunakan sebagai pendidikan moral, penalaran, politik, kebijakan,
perubahan, masa depan, keindahan dan ilmu Bantu. Selain sebagai pendidikan,
sejarah juga berfungsi sebagai latar belakang, rujukan dan bukti.®! Dengan adanya
guna sejarah tersebut maka pelajaran sejarah di sekolah sangat penting. Karena
pelajaran sejarah siswa dapat mengembangkan pikiran dan menjalankan
kehidupannya dengan lebih baik lagi.

Sejarah juga memiliki metode. Menurut Louis Gottsclhak;

“metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis
rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif daripada masa
lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut penulisan
sejarah (historiografi).”

8 Kuntowijoyo, Pengantar llmu Sejarah, (Yogyakarta : Bentang, 1999), him_ 19-24.
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Dengan kata lain sejarah dapat ditulis apa bila ada sumber yang memberikan
informasi. Sumber-sumber sejarah dapat berupa sisa-sisa kehidupan masa lampau,
bangunan-bangunan kuna, serta dokumen-dokumen.

Dalam melakukan penulisan sejarah para peneliti harus melewati tahap-
tahap penelitian sejarah yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, interprestasi,
dan penulisan sejarah. Dengan melalui tahap-tahap tersebut dapat dipastikan
bahwa hasil penelitian sejarah yang dilakukan oleh para peneliti itu dapat
diketahui kebenarannya. Sehingga hasil penelitian tersebut dapat menjadi sumber
pengajaran sejarah.

Pengajaran sejarah merupakan suatu proses belajar mengajar antara
pengajar dan siswa untuk mencapai suatu tujuan yaitu penumbuhan kesadaran
sejarah pada siswa agar mereka mampu berpikir dan bertindak dengan rasa
tanggung jawab sejarah dengan tuntutan jaman pada waktu mereka hidup. Selain
itu juga penumbuhan kesadaran akan perubahan-perubahan yang telah dan sedang
berlangsung di suatu bangsa yang diharapkan menuju pada kehidupan yang lebih
baik di waktu yang akan datang.

Dalam pengajaran sejarah terdapat tiga komponen pokok yaitu input,

throughput dan output. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Input — throughput — output

Input dalam pengajaran sejarah berupa: kemampuan yang ada pada diri pengajar
dan siswa. Pengajar harus memiliki kemampuan untuk mengajar sejarah yang

baik, hal ini termasuk penguasaan materi, metode, media dan evaluasi pengajaran
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serta penguasaan kelas; sarana pembelajaran yang mendukng dan juga lingkungan
yang kondusif. Throughput (proses) ini merupakan kegiatan belajar mengajar
antar siswa dan pengajar di dukung oleh sarana pembelajaran dan lingkungan
yang kondusif. Output merupakan hasil dari proses yang diberikan oleh pengajar.
Hasil in1 dapat berhasil dengan baik bila adanya kerja sama antar siswa dan
pengajar. Serta proses pengajarannya produktif dan peran aktif pengajar yang
memiliki pemahaman materi pengajaran sejarah yang cukup.

Untuk melangsungkan proses pembelajaran pengajar harus mempraktekan
metode pembelajaran secara efektif. Metode pembelajaran sejarah itu adalah
sebagai berikut:**

1. Metode reseptif yang meliputi ceramah, membaca-baca buku sejarah,
mendengarkan tape rekorder atau radio, menyaksikan/menonton TV, film,
slide atau model-model sejarah.

2. Metode diskusi, metode ini menekankan proses dua arah dalam kegiatan
belajar mengajar.

3. Metode pengajaran sejarah di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan
sosio-budaya sebagai sumber belajar.

4. Metode drama, siswa diharapkan memerankan karakter yang dalam
hubungan sejarah dimaksud karakter dar1 pelaku-pelaku sejarah yang
sedang dipelajari.

Untuk mendukung proses pembelajaran sejarah maka diperlukan media

pengajaran yang ada. macam-macam media dalam pengajaran sejarah adalah

821 Gde Widja, Dasar-dasar Pengembangan Strategi Metode Pengajaran Sejarah, (Jakarta -
P2LPTK, 1989), him. 41 — 50.
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sebagai berikut: peninggalan sejarah, peta, peta sejarah, gambar atau foto pelaku
atau peristiwa sejarah, rekaman wawancara, diagram-diagram, dan jaringan topik
serta bagan arus.

Pengajaran sejarah menyangkut aspek kecerdasan emosional, kecerdasan
intelektual dan kecerdasan keterlampilan. Hal ini merupakan tujuan dar
pengajaran sejarah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:®’

1. Kecerdasan Emosional

a. Menumbuhkan kesadaran sejarah pada siswa agar mereka mampu
berpikir dan bertingkah laku dengan rasa tanggung jawab sejarah
sesuai dengan tuntutan jaman pada waktu mereka hidup.

b. Menumbuhkan sikap  menghargai kepentingan/kegunaan
pengalaman masalampau bagi hidup masa kini suatu bangsa.

¢. Menumbuhkan sikap menghargai berbagai aspek kehidupan masa
kini dari masyarakat dimana mereka hidup dari hasil pertumbuhan
pada masalampau.

d. Menumbuhkan kesadaran akan perubahan-perubahan yang telah
dan sedang berlangsung di suatu bangsa yang diharapkan menuju
pada kehidupan yang lebih baik di waktu yang akan datang.

2. Kecerdasan Intelektual
a. Menguasai pengetahuan tentang aktivitas-aktivutas manusia di

masalampau.

& Ibid, him. 27 — 29.
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b. Menguasal pengetahuan tentang fakta-fakta khusus dari peristiwa
masalampau sesuai dengan tempat, waktu, serta kondisi terjadinya
peristiwa tersebut.

c. Menguasal pengetahuan tentang unsur-unsur umum yang terlihat
pada peristiwa masalampau.

d. Menguasal pengetahuan tentang unsure perkembangan dari
peristiwa-peristiwa masalampau yang berlanjut dar satu period ke
periode berikutnya yang menyambung peristiwa masalampau
dengan peristiwa masa kini.

e. Menumbuhkan pengertian tentang hubungan antara satu fakta
dengan fakta lainnya yang saling berkaitan satu sama lain.

f. Menumbuhkan kewaspadaan tentang pengaruh-pengaruh sosial
dan kultural terhadap peristiwa sejarah.

g Menumbuhkan kewaspadaan tentang pengaruh sejarah terhadap
peristiwa-pengaruh sosial dan cultural masyarakat.

h. Menumbuhkan pengertian tentang arti serta hubungan peristiwa
masalampau bagi situasi masa kini dan dalam prespektifnya
dengan situasi yang akan datang.

3. Kecerdasan keterlampilan

a. Pelajaran sejarah diharapkan menekankan pada pengembangan
kemampuan dasar di kalangan siswa berupa kemampuan
penyusunan sejarah yang antara lain meliputi keterampilan mencari

dan mengumpulkan jejak-jejak sejarah, melaksanakan analisis
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f

kritis terhadap bukti-bukti sejarah, keterampilan
menginterprestasikan serta merangkai | fakta-fakta dan akhimya
juga keterampilan menulis sejarah sederhana.

Keterampilan mengajukan argumentasi dalam mendiskusikan
peristiwa-peristiwa sejarah.

Keterampilan menelaah secara elementer buku-buku sejarah,
terutama yang menyangkut sejarah bangsanya.

Keterampilan mengajukan pertanyaan-pertanyaan produktifdi
sekitar masalah sejarah.

Keterampilan mengembangkan cara-cara berfikir analitis tentang
masalah-masalah sosial historis di lingkungan masyarakatnya.

Keterampilan bercerita tentang peristiwa sejarah secara hidup.

Dengan begitu pembelajaran sejarah diharapkan dapat meningkatkan

kualitas kemampuan yang dimiliki siswa. Dan juga dapat menghasilkan output
yang baik bagi perkembangan perilaku siswa dalam berbagai potensinya. Dan
untuk mengetahui ada atau tidak adanya perkembangan positif siswa, maka

pengajar perlu mengadakan penilaian.

Penilaian dilakuan dengan menggunakan tes essal yang menggunakan

1.

2.

kata-kata yang bervariasi antara pertanyaan-pertannyaan yang mencakup:
Siapa yang berperan di dalam peristiwa 1tu?

Peristiwa apa yang terjadi?

Kapan peristiwa itu terjadi?

Dimana peristiwa itu terjadi?
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5. Bagaimana peristiwa itu terjadi?
6. Kenapa peristiwa itu terjadi?

Salah satu topik didalam pengajaran sejarah Sekolah Menengah Atas
adalah membahas tentang upaya perjuangan rakyat dan pengakuan kedaulatan RI
serta perjuangan kembali ke negara kesatuan. sub topik dari topik diatas adalah
Kabinet RIS 20 Desember 1949 — 6 September 1950.

Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang Kabinet RIS 20 Desember
1949 — 6 September 1950. Mulai dari latar belakang terbentuknya Kabinet RIS,
pelaksanaan Kabinet RIS pada masa pemerintahannya, dan juga membahas
tentang berakhirmya masa kerja Kabinet RIS. Dalam mengadakan penelitian ini
penulis telah melewati tahap-tahap penulisan sehingga hasil tulisan ini juga dapat
dijadikan sumber pengajaran sejarah.

Pengajaran sejarah dalam pembahasan Kabinet RIS ini dapat digunakan
dua macam metode pembelajaran yaitu ceramah dan diskusi. Melalui kedua
metode ini pengajar menjelaskan materi pelajaran tentang Kabinet RIS sebagai
berikut:

1. Latar belakang terbentuknya Kabinet RIS.
A. Latar belakang terbentuknya Kabinet RI
B. Susunan dan program kerja Kabinet RIS
— Susunan Kabinet RIS terdiri dari 13 Kementerian dan tiga Menter
Negara.
— Program kerja Kabinet RIS.

2. Pelaksanaan program kerja Kabinet RIS selama masa pemerintahannya.
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A. Pelaksanaan di bidang politik

B. Pelaksanaan di bidang ekonomi

C. Pelaksanaan di bidang keamanan

D. Pelaksanaan di bidang pendidikan

3. Proses berakhirya masa kerja Kabinet RIS.

Skema penjelasan Latar belakang terbentuknya Kabinet RIS, pelaksanaan

program kerja kabinet RIS, dan proses berakhirnya Kabinet RIS.

KMB | —* RIS = NKRI
[
[ |
Sidang Sidang
pleno pemilihan
KNIP presiden
]
Mengesahkan ;
K-RIS Presiden Soekarno
I
Sidang pemilihan
formatur Kabinet
I
Empat orang
formatur Kabinet
I
Kabinet RIS
[
| I I l
Pelaksanaan Pelaksanaan di Pelaksanaan di I Pelaksanaan di
di bidang bidang bidang | | bidang
politik ekonomi keamanan | pendidikan
|

Dengan menggunakan media pengajaran berupa peta RIS, arsip-arsip

nasional yang berisikan tentang RIS dan buku referensi tentang Kabinet RIS.
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Pengajar dan siswa dapat menjelaskan skema diatas. Dengan begitu siswa dapat

menjawab soal essai dibawah ini:

1. Jelaskan Latar belakang terbentuknya kabinet RIS 20 Desember 1949 — 6
September 19507
2. Uraikan pelaksanaan program kerja Kabinet RIS pada masa

pemerintahannya?

(U]

Deskripsikan proses berakhirnya masa kerja Kabinet RIS?
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Lampiran [II
Peta RIS

Sumber:

Robert Cribb, Historical Atlas of Indonesia, (London : Curzon Press, 2000), Him.
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Lampiran IV

Pidato Ketua P.P.N. Pada Rapat Penandatanganan Undang — Undang Dasar

Sementara RIS, Piagam Persetujuan K — RIS, Piagam Penandatanganan K — RIS,

Pengesahan Konstitusi RIS dan Mukadimah K — RIS.

Sumber:

Pidato Ketua P.P.N. Pada Rapat Penandatanganan Undang — Undang Dasar
Sementara RIS, 14 Desember 1949, Bundel RIS, no. 1. Koleksi Arsip

Nasional Republik Indonesia.
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Panitiya Persiapan Nasional
Pedjambon 6, Djakarta,
PIDATO KETUA P. P. N. PADA
RAPAT PENANDATANGANAN UNDANG2 DASAR SEMENTARA R 1.8%

Saudara-saudara sekalian jang terhormat.

Pertama-tama saja mengutjapkan selamat datang kepada saudara2 dengan hati jang puas
dan gembira dan saja merasa sjukur dan berterima kasih kepada Tuhan Jang Maha Esa, jang
memberi kurnia pada kita, sehingga kita dapat berkumpul ditempat jang bersedjarah ini pada hari
ini,

Kita berkumpul disini untuk mengakhiri pekerdjaan, jang berapa saat jang lalu
didjalankan, baikpun oleh saudara2 sendiri, maupun oleh kawan2 kita, jang pada hari ini tidak
hadlir, di Negeri Belanda, ja’ni menjusun Undang2 Dasar Sementara, jang dinamakan “Konstitusi
Republik Indonesia Serikat”.

Dengan penuh kegembiraan penjusun UUD itu pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 1949
disambut oleh Delegasi2 Indonesia di Scheveningen. Kegembiraan, saudara2, terutama oleh
karena dengan demikian tertjapai tjita-tjita kita selama perdjoangan kita, terutama dalam 4 !4 tahun
ini, menjusun persatuan antara kita, bangsa Indonesia, dengan melalui djalan jang penuh dengan
kesulitan2.

Dengan tertjapainja UUD itu, saudara2, kita dapat membuktikan kepada dunia luar dan
kepada kita sendiri, bahwa perasaan sebagai satu bangsa, jang besar jang tidak dapat dipatahkan
kearah mentjapai tjita2 kebangsaan.

Saudara2, tiap2 undang2, seperti tiap pekerdjaan manusia, mempunjai kelemahan, jang
dengan mudah dapat ditjela. Demikian djuga halnya dengan UUD ini.

Saja rasa, kita semua disini jakin, bahwa UUD kita ini djauh dari sempurna. Dalam
menjusunja diusahakan supaja terdapat suatu Undang? jang sebaik-baiknja, setidak-tidaknja supaja
tertjapai dasar untuk bekerdja dalam saat satu tahun. Mungkin sesudah satu tahun, kita dapat
memakai banjak jang termuat dalam UUD ini, tetapi pokoknja ialah, supaja kita dalam saat satu
tahun ini memberi tjukup kesempatan kepada rakjat untuk berkembang dalam dalam lapangan
menjusun negara.

Dalam hal ini, saja rasa mereka jang membikin UUD ini mentjapai tudjuannya. UUD
memberi kesempatan kepada rakjat untuk menjatakan kehendaknja terhadap status dari daerah2
jang dimasa jang lampau dan kini mendjadi kesulitan dan kemudian rakjat akan memilih
Konstituante untuk menetapkan Undang2 Dasar jang pasti.

Dasar ke Tuhanan jang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan
social jang tersebut dalam Mukadimah, semangatnja meliputi aturan2 dalam UUD ini. Saja jakin
bahwa semangat itu akan mendidik dan meliputi pula kehidupan bangsa kita. Inilah suatu hasil
jang sebaik-baiknja jang terdapat dalam UUD kita.

Saudara2, tidak pada tempatnja kiranja, dan djuga tidak mungkin, disini dibitjarakan
soal2 ketata-negaraan jang termaktub dalam UUD ini. Dalam tahun jang akan datang ini kita akan
mempunjai tjukup tempo, malahan mungkin sekali kurang tempo untuk menindjau soal2 itu. Saja
hanja hendak menjebut dua dasar jang terpenting dalam UUD ini, ja'ni dasar persatuan
kebangsaan dan dasar kerakjatan jang akan kita perdjoangkan dalam tahun jang akan datang,

Moga2 Alah s.w.t. akan memberi kekuatan kepada kita semuanja untuk melaksanakan
kedua dasar ini dalam masa jang akan datang.

Dan sekarang saja persilahkan saudara2 untuk membubuhi tanda tangannja pada Piagam
Panadatangan ini.

Sekian! Merdeka!

Djakarta, 14 December, 1949

8 Arsip ini diketik sesuai dengan aslinya, dengan pertimbangan hasil foto kopi arsip mengalami
kerusakan.
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_ PIAGAM-PERSETUDJUAN
Antara Delegesl Republik Indonesia dan Dslegasi
Pertemuan Untuk Permusjawaratan Federal
(Bi1jeenkomst Federal Overleg) tentang rentjana

KORSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Pada harl Sabtu tanggal dua-puluh sembilan bulan Oktober tahun seribu
sembllan-ratus empat-puluh sembilan kami Def@asi Republik Indonesia dan |
- Delegasi Pertemuan Untuk Permusjawaratan Federal (Bijesnkomst Federal
- -Overleg) jang melangsungkan persidangan. kami di Scheveningen.
Setelah mempertimbangkan dan menjetudjul pikiran-pikiran ketatanega-
rean jang disusun oleh kedua Panitia Ketatanegaraan kaml dalem beberapa
persidangan bersama di Scheveningen dan 's-Gravenhage semendjak bulan
Agustus sampal achir bulan Oktober tahun 1949;
Dengan mend jund jung tinggl segalé putusan kebulatan jang diembil da-
lam Konperensi Inter-Indonesia dalam sidangnja dikota Jogjakarta dan
Djekarta dalam ‘bulan Djuli dan Agustus 1949;

Setelah mempeiadjari dan mempertimbangkan rentjana Konstitusi Repu- ‘
blik Indonesia Serikat itu, maka kami '
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'é{:- : bahwa kami menjetudjul naskah Undang—undang Dasar Peralihan bernama

- -Konstitusi Republik Indonesla Serikat jang dilaempirkan pada Plagam-Perse

' *f_tudJuan ini.

) Kemudian dari pada itu maka untuk membuktikan 1tu kami kedua Delegasi

__: dengan bersaksikan Tuhen Jang Maha-usa terhadap sikap- sutji dan kesunggt

DGR han—keingin&n Bangsa dan Tanah Air Indonesia Serikat membubuhkan tanda-
| tangan parap ‘kami pada Piagam-Persetudjuan ini

. a&. Untuk Republik Indonesisa,

Pemimpin Delegd%i Republik Indonesisa,
Drs. MOH. HATTA.

b. Uhtuk Daerah daerah jang bekerdja—sama dalam perhubungan B.F.O.,

Utusan Ksalimantan Barat,
SULTAN: HAMID II,
Ketua B.F.0.

Utusan Indonesiﬁ Timur,
IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG,
Wkkil Ketua B.F.0. pertama,

Utusan Madura,
Dr, SOEPARMO,
Wakll Ketua B.F.0. kedua,

Utusan Bandjar,j
A. A, RIVAI.

Utusan. Bangka,
. SALEH ACHMAD

. Utusan Belitung
K.A., MOH. JOESOEF.

Uﬁusan Dajak Besar,
" MOHCRAN BIN-HADJI MOH. ALI.

Utusan DJjawa Tengah,
Dr. R.. SUDJITO.

Utusan Djawa Timur,’ -
R. Tge DJUWITO.

Utusan Kalimantan Tenggara,
L@ 5 Mo JAMANI'

Utusan Kalimantan Timur,
ADJI PANGERAN SOSRONEGORO

Utusan Pasundan,
Mr. R.Tg. DJUMHANA WIRIAATMADJA,

Uﬁ%san Riau,
RADJA MOHAMMAD,

Utusan Sumatera Selatan,
ABDUL MALIK.

Utusan Sumaters Timur,
RADJA KALIAMSJAH SINAGA.
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PIAGAM PENANDA TAKRGANAN

{  KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

v

Pada hari Rebo, tanggal empat~belas Desember, tahun seribu
'sembilan ratus empat puluh: sembilan, kami, Wakil Pemerintah Repu-
blik Indonesia dan Wakil-wakil Pemerintah Daerah Bahagian dalanm
perhubungan Pertemuan untuk Permus jawaratan Federal, berkumpul di
Djakarta, Pegangsasn Timur nomor lima puluh enam,

Men.Jatalkan:

bghwa Pemerintah Republik Indonesis dan Pemerintah masing-
masing Daerah Bashagian tersebut; demikian pula Komite Nasional In-
donesia Pusat dan Dewan Perwakilan Rakjat dari masing-masing Dae-
rah Bahagian, '

setelah mémpeladjari dan mempertimbangkan naskah Undang-un-
dang Dasar Sermentara berisa Konstituai Republik Indonesia Serikat
Jang disetud juil oleh Delegasl Republik Indoneslia dan Delegasi Dae

ah-daerah Bahagian tersebut dlatas di1 Scheveningen, pada hari Sa

tu, tanggal dua puluh sembllan bulan Oktober, tahun seribu sembi-
lan ratus empat puluh sembilan,

ménjetudjui naskah Undang-undang Dasar Sementara, berisi Kon
stitusi ‘Republik Indonesia Serikat. .

_ Kerudian darl pada 1tu, maka -berdasarkan kekuasasn jang dibe
rikan pada kami oleh masing=-masing Pemerintah kaml, untuk membukt
kan 1tu, kami membubuh tanda-tangan kaml pade Piagam Penanda-
tangan ini.

Untuk:

REPUBLIK INDONESIA,
, Mr. SOESANTO TIRTOPRODJO.
S KALIMANTAN BARAT,

SRS : SULTAN HAMID II.

INDORESTA TIMUR,
IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG.

MADURA,
PANGERAK ADIPATI ARIO TJARKRANINGRAT.

BAND JAR,
MOHAMMAD HANAFIAH.
BANGEKA,
MOHAMMAD JUSUF RASIDI.

BRLITUNG,
K.A. HOHAMMAD JUSUF.

DAJAK BESAR,
MUHRAN BIN HADJI ALI.

DJAWA TENGAH,
Dr. R.V. SUDJITO.

DJAWA TIMUR,
RADEN SOEDARHO.
96 KALIMANTAN TENGGARA,
M. JAMANI.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KALIMANTAN TIMUR,
A.P. SOSROREGORO.

PASUNDAN,
Mr. DJUEHANA WIRIAATMADJA.

RIAU
RADJA EOHAMMAD

SUMATERA SELATAN,
'AEDUL MALIK. '

SUMATERA TIMUR,
RADJA EALIAMSJAH SINAGA.

¢
PP P P S

-V

Dari Piaga.m Penanda-tangan Konstitusi Republik Indonesisa

Para Pemerintah jang turut menanda-ttmgani Piaga.m ini
: Pemerintah Keradjaan Nederland di Den H.eag,

97




UNDANG-UNDANG No .11 TAHUN]1949 SRR

i
.3
it
"li‘}?—f

an‘dlkbfa

Monimbang'

Menimbang: i

Msngi ng'é‘t;'

tober 1945 Vo X

Dengan Dersetudguan Komlte Na51onal Pusat.

. X .
0 e

ﬂf"M{e muy

u s k- a n "?“

Flﬁmg;_

'Menetapkan peraturan sepertl baxlkut

Pasal l.;ﬁ

Mengesahkan dan menerlma oal k Konstmtusm Rebub11 _
Jang padenja termektub mukad1m~ah, 197 Pasal bersama- 1
bokok penJelenggaraan Pomerlntahan menuru%_pasal 51K

Pas9l 2

pgda tanggal 14 Desembpr'f

Divmumkan” © % :

pada tenggel 14 Desember 1949.. .1
mmmnpmmm,_,.-i'

ttd A.G.PRIN GGODTGDO :
5




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PEMBUKA (mukadimah)®
BAB 1. Negara Republik Indonesia Serikat.

Bagian [. Nama dan bentuk negara.

Bagtan 1L Daerah negara.

Bagian III. Bahasa dan lambang Kenegaraan.
Bagian 1V. Kewarganegaraan danpenduduk.
Bagian V. Hak Azasi Kemanusian.

BAB II. Republik 1.S. dan Daerah bagian

Bagian 1. Daerah bagian.

Bagian II. Pembagian kekuasaan.

Bagian IIL Daerah daerah keradjaan.
BABIII.  Alat perlengkapan Republik 1.5

Bagian L. Pemerintah.
Bagian Il. Senat.
Bagian III. Perwakilan Rakjat.
Bagian IV. Mahkamah Agung Republik 1.S.
(Djika perlu)  Bagian V. Peraturan tjampuran.
BAB IV. Penjelenggaraan pemerintahan Republik 1.S.

Bagian 1. Peraturan umum.
Bagian I1. Undang-undang,
Bagian I11. Kehakiman.
Bagian [V. Keuangan.
Bagian V. Kesedjahteraan dan perekonomian.
Bagian VI. Pendidikan, pengdjaran dan kebudajaan.
Bagian VII. Perhubungan luar-negeri.
Bagian VIII.  Keamanan dan Pertahanan.
BAB V. Konstituante, pembentuk Undang-undang Dasar.
BAB V. Peraturan Peralihan.

(pro memoria).

Penutup dan pengesahan dan penanda-tangani.

8% Arsip ini diketik sesuai dengan aslinya, dengan pertimbangan hasil foto kopi arsip mengalami
kerusakan.
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KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Mukadimah®®

Bahwa sesungguhnjalah Kami Bangsa Indonesia selang berapa
lamanja bersatu padu dalam perdjuangan kemerdekaan dengan senantiasa
berhati teguh menduduki hak Hidup-hidajat sebagai Bangsa berdaulat jang
menentukan nasib diri sendiri, dan kini sampailah Kami kepada tingkatan
sedjarah jang berbahagia dan luhur, demi ini menjusun kemerdekaan itu
dalam suatu konstitusi berdasarkan dan mengakui Ketuhanan jang
Mahakuasa, Kerakjatan Kebangsaan, Peri-kemanusiaan dan keadilan-
sosial, untuk mewudjudkan kebahagiaan kesedjahteraan, perdamaian dan
kemerdekaan dalam Masjarakat dan negara hukum Indonesia-Merdeka

jang berdaulat sempurna jang berbentuk Republik.

% Arsip ini diketik sesuai dengan aslinya, dengan pertimbangan hasil foto kopi arsip mengalami
kerusakan.
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Lampiran V-

Konstitusi RIS

Sumber:

Paragon, Wall, Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadup Perekonomian,

(Jakarta : Suara Pembaharuan, 2000), him. 97 — 124.
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Undang-undang ini, terus hadir sampai dihapuskan.

3  Selama Undang-undang Pemilihan belum ada, dan selama
pemilihan menurut Undang-undang Pemilihan belum dapat
dijalankan, maka pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Dewan Pemerintah Daerah dijalan’ menurut cara yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. '

4  Untuk sementara waktu angkatan Kepala Daerah dijalankan
menyimpang dari ketentuan dalam pasal 18 ayat 1, 2 dan 3.

5  Selama Undang-undang untuk mengatur dan mengurus dan
memperhitungan keuangan daerah belum ditetapkan, segala
sesuatu dijalankan menurut cara yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah.

Pasal 47
Undang-undang ini mulai berlakB pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 10 Juli 1948
Presiden Republik Indonesia

ttd

Soekarno

Menteri Dalam Negeri
Ttd
Soekiman
Diumumkan
Pada tanggal 10 Juli 1948
Wakil Sekretaris Negara
Ttd

Ratmoko
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Lampiran 2

Konstitusi
Republik Indonesia Serikat

Mukadimah

Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya
bersatu padu dalam memperjuangkan kemerdekaan, dengan senantiasa
berhati teguh berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang
merdeka.

Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada
tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur.

Maka demi itu kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu
Piagam negara yang berbentuk republik-federasi, berdasarkan
pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kerakyatan
dan keadilan-sosial.

Untuk mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan perdamaian dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia
Merdeka yang berdaulat sempurna.

BAB I
Negara Republik Indonesia Serikat

Bagian I
Bentuk Negara dan Kedaulatan

Pasal 1

(1) Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulatan jalah suatu

negara-hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.
(2) Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh
Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat
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Bagian I1

Daerah Negara '

Pasal 2
Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia
yaitu daerah bersama:

a. Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurut status quo
seperti tersebut dalam persetujuaan Renville tanggal 17 Januari
1948;

Negara Indonesia Timur; _
Negara Pasundan, termasuk distrik Federal Jakarta;
Negara Jawa Timur; '
Negara Madura;
Negara Sumatra Timur, dengan pengertian bahwa status quo
Asahan Selatan dan Labuhan Batu berhubung dengan Negara
Sumatra Timur tetap berlaka;
Negara Sumatra Selatan.
b.  Satuan-satuan kenegeraan yang tegak sendiri:
Jawa Tengah
Bangka
Belitung;
Riau; _
Kalimantan Barat (Daerah istimewa);
Dayak Besar;
Daerah Banjar;
Kalimantan Tenggara; dan
Kalimantan Timur.
a dan b ialah daerah-daerah bagian dengan kemerdekaan menen-
tukan nasib sendiri bersatu dalam ikatakan federasi Republik In-
donesia Serikat berdasarkan yang diterapkan dalam Kosntitusi ini
dan lagi :

c.  daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah

bagian.

Bagian Il
Lambang dan Bahasa Negara

, Pasal 3
(1) Bendera kebangsaan Republik Indonesia Serikat ialah bendera
Sang Merah Putih.
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(3) Pemerintah menetapkan meterai dan lambang negara.

Pasal 4
Bahasa resmi Negara Republik Indonesia Serikat ialah Bahasa
Indonesia.
Bagian IV
Kewarganegaraan dan Penduduk Negara

Pasal 5

(1) Kewarganegaraan Republik Indonesia Serikat diatur oleh undang-
undang federal.

(2) Pewarganegaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan kuasa
undang-undang federal. Undang-undang federal mengatur
akibat-akibat pewarganegaraan terhadap isteri orang yang telah
diwarganegarakan dan anak-anaknya yang belum dewasa.

Pasal 6
Penduduk Negara ialah mereka yang diam di Indonesia menurut
aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Bagian V
Hak-Hak Dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia

Pasal 7

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-
undang .

(2) Segala orangberhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang
sama oleh Undang-undang.

(3) Segalaorang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap
tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan
untuk melakukan pembelakangan demikian.

(4) Sctiap orang berhak mendapat bantuan-hukum yang sungguh
dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu , melawan perbuatan-
perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar.yang diper-
kenankan kepadanya menurut hukum.

Pasal 8
Sekalian orang yang ada di daerah Negara sama berhak menuntut
perlindungan untuk diri dan harta bendanya.
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(1) Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam
perbatasan Negara.

(2) Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan - jika ia warga
negara atau penidduduk - kembali ke situ.

Pasal 10
Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba.
Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala
perbuatan berupa apapun yang tujuannya kepada itu terlarang.

Pasal 11
Tiada seorang juapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau di-
hukum secara ganas, tidak mengenal peri-kemanusiaan atau menghina.

Pagal 12
Tiada seorang juapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas
perintah untuk itu oleh kekuasaan yang saih menurut aturan undang-
undang dalam hal-hal dan menurut cara yang diterangkan di dalamnya.

Pasal 13

(1) Sctiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya,
mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tak
memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-ke-
wajibannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan
hukuman yang dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak.

(2) Bertentangan dengan kemauannya tiada seorang juapun dapat
dipisahkan daripada hakim, yang diberikan kepadanya oleh
aturan-aturan hukum yang berlaku.

Pasal 14

(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu
peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan
kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-
aturan hukum yang berlakuy, dan ia dalam sidang itu diberikan
segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk
pembelaan.

(2) Tiada seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau
dijatuhkan hukuman, kecuali karena suatu hukum yang sudah
ada dan berlaku terhadapnya.
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dalam ayat di atas, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik
bagi si tersangka.

Pasal 15
(1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan pun boleh diancamkan
hukuman berupa rampasan barang kepunyaan yang bersalah.
(2) Tiada satu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau
kehilangan segala hak-hak kewarganegaran

Pasal 16

(1) Tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu gugat.

(2) Menginjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki
suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang
mendiaminya, hanya dibolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan
dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginya.

Pasal 17
Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat menyurat
tidak boleh diganggu gugat, selain daripada atas perintah hakim atau
kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-
peraturan undang-undang dalam hal-hal yang diterangkan dalam
peraturan itu. :

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsyafan batin dan
agama;hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan
begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik dimuka umum
maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan,
mengamalkan, beribadat mentaati perintah dan aturan-saturan agama,
serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan

orang tua mereka.

Pasal 19
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluar-

kan pendapat.

Pasal 20
Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat secara
damai diakui dan sekadar perlu perlu dijamin dalam peraturan-
peraturan undang-undang.
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: rasal 21
(1) Setiap orang berhak dengan bebas memajukan pengaduan kepada
penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tertulis.
(2) Setiap orang berhak memajukan permohonan kepada penguasa
yang sah. ‘

Pasal 22
(1) Setiap warga-negara berhak turut serta dalam pemerintahan
dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang
dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan oleh undang-
undang.
(2) Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan
pemerintah.
Orang asing boleh diangkat dalam jabatan-jabatan pemerintah
menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang.
s

Pasal 23
Setiap warga-negara berhak dan berkewajiban turut serta dengan
sungguh dalam pertahanan kebangsaan.

Pasal 24
(1) Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian
kepada termasuknya warga-negara dalam sesuatu golongan
rakyat.
(2) Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum
golongan rakyat akan diperhatikan.

Pasal 25

(1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain.

(2)  Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.

Pasal 26

(1) Pencabutan hak (onteigening) untuk kepentingan umum atas
sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, kecuali dengan
mengganti kerugian dan menurut aturan undang-undang.

(2)  Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan
umum, ataupun baik untuk selama-lamanya maupun untuk
beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh
kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan pengganti
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ditentukan yang sebaliknya oleh aturan-aturan itu.

Pasal 27
(1) Setiap warga-negara, denganmenurut syarat-syarat kesanggupan,
berhak atas pekerjaan yang ada. Setiap orang berhak dengan bebas
memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat-syarat perburuhan

yang ada.

(2) Setiap orang yang melakukan pekerjaan dalam hal-hal yang sama,
berhak atas pengupahan adil yang menjamin kehidupannya
bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia.

Pasal 28
Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerja dan masuk

kedalamnya untuk memperlindungi kepentingannya.

Pasal 29
(1) Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan
penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan-
peraturan undang-undang.
(2) Memilih pengajaran yang akan diikuti, adalah bebas.

Pasal 30
Kebebasan melakukan pekerjaan sosial dan amal, mendirikan
organisasi-organisasi untuk itu, dan juga untuk pengajaran partikulir,
dan mencari dan mempunyai harta untuk maksud- maksud itu diakui.

Pasal 31
Setiap orang yang ada di daerah Negara harus patuh kepada
undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis,dan
kepada penguasa-penguasa yang sah dan yang bertindak sah.

Pasal 32
(1) Peraturan-peraturan undang-undang tentang melakukan hak-hak
dan kebebasan-kebebasan yang diterapkan dalam bagian ini, jika
perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak dan kebebasan-
kebebasan itu, akan tetapi hanyalah semata-mata untuk menjamin
pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-
hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi
syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman kesusilaan dan

227

Otonomi atau Federalisme
Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan



S01

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJko: .

kesejahiteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokrasi.
(2) Jika perlu, undang-undang federal menentukan pedoman dalam
hal itu bagi undang-undang daerah-daerah bagian.

Pasal 33
Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan
dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang
dapat memetik hak daripadanya untuk mengusahakan sesuatu apa atau
melakukan perbuatan berupa apapun yang bermaksud menghapuskan
sesuatu hak atau kebebasan yang diterangkan dalamnya.

Bagian VI
Azas-Azas Dasar

Pasal 34
Kemauan rakyat adalah dasar kekuasan penguasa; kemauan itu
dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan
menurut hak pilih yang sedapat mungkin bersifat umum dan
berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun
menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Pasal 35
Penguasa sesanggupnya memajukan kepastian dan jaminan sosial
teristimewa pemastian dan penjaminan syarat-syarat perburuhan dan
keadaan keadaan perburuhan yang baik, pencegahan dan pemberantas-
an pengangguran serta penyelenggaraan persediaan untuk hari tua dan
pemeliharaan-pemeliharaan janda-janda dan anak-anak yatim piatu.

Pasal 36

(1) Meninggikan kemakmuran rakyat adalah suatu hal yang terus-
menerus diselenggarakan oleh penguasa, dengan kewajibannya
senantiasa menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai
dengan martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya.

(2) Dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan untuk
kepentingan umum, dengan peraturan-peraturan undang-undang,
maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat,
bakat dan kecakapan masing-masing untuk turut serta dalam
perkembangan sumber-sumber kemakmuran negeri.

Pasal 37
Keluarga berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara.
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Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan
serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung azas ini
maka penguasa memajukan sekuat tenaganya perkembangan
kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan pengetahuan.

" Pasal 39

(1) Penguasa wajib memajukan sedapat-dapatnya perkembangan
rakyat baik rohani maupun jasmani, dan dalam hal ini teristimewa
berusaha selekas-lekasnya menghapuskan buta huruf.

(2) Di mana perlu, penguasa memenuhi kebutuhan akan pengajaran

‘ umum yang diberikan atas dasar memperdalam keinsafan
kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan
memperdalam perasaan perikemanusian, kesabaran dan
penghormatan yang sama terhadap keyakinan agama setiap or-
ang dengan memberikan kesempatan dalam jam pelajaran untuk
mengajarkan pelajaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua
murid-murid.

(3) Murid-murid sekolah partikulir memenuhi syarat-syarat kebaikan-
kebaikan menurut undang-undang bagi pengajaran umum,
haknya sama dengan hak murid-murid sekolah umum.

(4) Terhadap pengajaran rendah, maka penguasa berusaha melak-
sanakan dengan lekas kewajiban belajar yang umum.

Pasal 40
Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh
memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat. ‘

Pasal 41
(1) Penguasa memberi perlindungan yang sama kepada segala
perkumpulan dan persekutuan agama yang diakui.
(2) Penguasa mengawasi supaya segala persekutuan dan
perkumpulan agama patuh taat kepada undang-undang,
termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis.
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DAL L

Republik Indonesia Serikat dan Daerah-daerah Bagian

Bagian I
Daerah-dacrah Bagian Babakan I.

Ketentuan Umum

Pasal 42
Sambil menunggu penjelasan susunan Republik Indonesia Serikat
sebagai federasi antara negara-negara bagian yang saling sama
martabat dan saling sama hak, maka daerah-daerah bagian yang
tersebut dalam pasal 2 adalah saling sama hak.

Pasal 43
Dalam penjelasan susunan federasi Republik Indonesia Serikat
maka berlakulah asas-pedoman, hahwa kehendak Rakyatlah di daerah-
daerah bersangkutan yang dinyatakan dengan merdeka menurut jalan
demokrasi, memutuskan status yang kesudahannya akan diduduki oleh
daerah-daerah tersebut dalam federasi.

Pasal 44 :

Perubahan daerah suatu daerah bagian, begitu pula masuk ke
dalam atau menggabungkan diri kepada suatu daerah bagian yang telah
ada, hanya boleh dilakukan oleh suatu daerah - sungguhpun sendiri
bukan daerah bagian -- menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan
undang-undang federal, dengan menjunjung asas seperti tersebut dalam
pasal 43, dan sekedar hal itu mengenai masuk atau menggabungkan
diri, dengan persetujuan daerah bagian bersangkutan.

Pasal 45
Tataan dan cara menjalankan pemerintahan daerah-dacrah bagian
haruslah menurut cara demokrasi, sesuai dengan asas-asas yang
termaktub dalam konstitusi ini.

Babakan 2
Negara-negara

Pasal 46

(1) Negara-negara yang baru dibentuk membutuhkan’ pengakuan
undang-undang federal.
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daerah-daerah yang dipandang tidak akan sanggup melaksanakan
dan memenuhi hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-
kewajiban suatu negara. : :

Pasal 47
Peraturan-peraturan ketata-negaraan negara-negara haruslah
menjamin hak atas kehidupan rakyat sendiri kepada pelbagai
persekutuan rakyat di dalam lingkungan daerah mereka itu dan harus
pula mengadakan kemungkinan untuk mewujudkan hal itu secara
kenegaraan dengan aturan-aturan tentang penyusunan persekutuan
itu secara demokrasi dalam daerah-daerah otonomi.

Pasal 48

(1) Peraturan-peraturan ketatanegaraan negara-negara tidak akan
memuat ketentuan yang seluruhinya atau sebagian berlawanan
dengan konstitusi ini.

(2) Peraturan-peraturan ketatanegaraan tersebut atau perubahan-
perubahan dalamnya baru mulai berlaku sesudah ditimbang oleh
pemerintah federal. Untuk maksud itu maka peraturan-peraturan
tersebut sesudah selesai dibuat, dengan selekas-lekasnya dikirim-
kan oleh pemerintah negara kepada pemerintah federal.

(3) Sekiranya menurut timbangan Pemerintah federal ada sesuatu
yang berlawanan sebagai dimaksud dalam ayat 1, maka dalam
dua bulan sesudah menerima surat-surat itu Pemerintah federal
menyampaikan hal itu kepada Pemerintah negara dan meng-
undangkan supaya bertindak membuat perubahan.

(4) Apabila Pemerintah negara tetap melalaikan menurut petunjuk-
petunjuk yang dimaksud dalam ayat diatas seluruh atau
sebagiannya, ataupun apabila Pemerintah negara berpendapat
bahwa petunjuk-petunjuk itu tak tepat diberikan, maka baik
Pemerintah Federal maupun Pemerintah negara boleh meminta
keputusan tentang itu kepada Mahkamah Agung Indonesia dan
keputusan ini bersifat mengikat.

(5) Apabila Pemerintah federal memberitahukan kepada Pemerintah
negara dalam waktu yang tersebut dalam ayat 3, bahwa peraturan
ketata-negaraan atau perubahan dalamnya yang dipertimbangan
kepadanya mendapat persetujuannya, ataupun dalam waktu
tersebut tidak memaklumkan timbangan apa-apa, maka peraturan
ketata-negaraan itu dipandang telah mendapat pengakuan
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yang sah, ataupun perubahan tersebut telah diakuinya sebagai
termasuk dalam peraturan ketatanegaraan Negara itu yang sah
dan dalam hal demikian maka peraturan ketata-negaraan itu lalu

dijaminnya; ketentuan ini tidak mengurangi yang dit
’ 3 13 entuk
dalam Bab IV Bagian III. s 81y o

Babakan 3
Satuan-satuan kenegaraan yang tegak
sendiri yang bukan negara

Pasal 49
Kedudukan dalam federasi bagi satuan-satuan Kenegaraan yang

tegak sendiri dan yang bukan berstatus negara, diatur dengan undang-
undang federal.

Babakan 4
Daerah-daerah yang bukan daerah bagian dan
distrik Federal Jakarta

: Pasal 50
(1) Pemerintahan atas daerah-daerah yang di luar lingkungan daerah
sesuatu daerah bagian, dan atas distrik federal Jakarta dilakukan
oleh alat-alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat menurut

aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang fed-
eral.

(2) Daerah-daerah bagian yang masuk bilangan itu, boleh disertakan
dalam pemerintahan itu dengan persetujuan pemerintahannya.

Bagian II
Pembagian Penyelenggaraan Pemerintahan Antara Republik
Indonesia Serikat Dengan Daerah-daerah Bagian

Babakan I
Pembagian penyelenggaraan pemerintahan

Pasal 51
(1) Penyelenggaraan pemerintahan tentang pokok-pokok yang
terdaftar dalam lampiran Konstitusi ini dibebankan semata-mata
kepada Republik Indonesia Serikat.
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dalam ayat 1 diubah, baik atas permintaan daerah-daerah bagian
bersama-sama ataupun atas inisiatif pemerintah pusat federal
sesudah mendapat persesuaian dengan daerah-daerah bagian
bersama, menurut acara yang ditetapkan dengan undang-undang
federal.

(3) Perundang-undangan federal selanjutnya akan mengambil segala
tindakan yang perlu untuk mengurus penyelenggaraan pemerin-
tahan yang dibebankan kepada federasi dengan semestinya.

(4) Segala penyelenggaraan pemerintahan yang tidak masuk dalam
penetapan pada ayat-ayat diatas adalah kekuasaan daerah-daerah
bagian semata-mata.

Pasal 52

(1) Daerah bagian berhak mendapat bagian yang sebesar-besarnya
dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan federal oleh
perlengkapan daerah bagian itu sendiri.

Untuk itu maka Republik Indonesia Serikat sedapat-dapatnya
meminta bantuan daerah-daerah bagian.

(2) Apabila Republik Indonesia Serikat menuntut bantuan daerah
bagian untuk melaksanakan peraturan-peraturan federal, maka
daerah bagian wajib memberikan bantuan itu.

(3) Daerah-daerah bagian melaksanakan pemerintahan ikut serta
yang ditetapkan dalam pasal ini sesuai dengan pendapat lebih
tinggi alat-alat perlengkapan federal yang bersangkutan.

Pasal 53
Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya daerah-daerah
bagian dapat bekerja bersama menurut aturan-aturan umum yang
ditetapkan undang-undang federal; aturan-aturan itu menentukan pula
campur tangan Republik Indonesia Serikat yang boleh jadi dilakukan
dalam hal itu.

Pasal 54

(1) Penyelenggaraan seluruh atau sebagian tugas pemerintahan suatu
daerah bagian oleh Republik Indonesia Serikat atau dengan
kerjasama antara alat-alat perlengkapan daerah bagian yang
bersangkutan, hanyalah dapat dilaksanakan atas permintaan
daerah bagian yang bersangkutan itu. Bantuan Republik Indone-
sia Serikat itu sedapat mungkin terbatas pada tugas pemerintahan
yang melampaui tenaga daerah bagian itu.
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(2) Untuk memulai dan menyelenggarakan tugas pemerintahan

sesuatu daerah bagian dengan tiada permintaan yang bermaksud
demikian, Republik Indonesia Serikat hanya berkuasa dalam hal-
hal yang akan ditentukan oleh pemerintahan federal dengan
persesuaian Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, yakni apabila
daerah bagian itu sangat melalaikan tugasnya, dan meénurut
aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Babakan 2
Perhubungan keuangan

Pasal 55
Undang-undang federal menentukan pendapatan-pendapatan
yang sebagai pendapatan federasi sendiri, masuk perbendaharaan
Republik Indonesia Serikat; sekalian pendapatan yang lain,
sekedar menurut hukum~tidak manjadi bagian persekutuan

-hukum bawahan, masuk semata-mata untuk kegunaan per-

bendaharaan daerah bagian, sebagai pendapatan sendiri bagi
daerah-daerah itu.

Pada pembagian pendapatan-pendapatan yang dimaksud ayat di
atas diusahakan mencapai perimbangan, sehingga baik Republik
Indonesia Serikat maupun daerah-daerah bagian berdaya
membayar segala pembayaran yang bersangkutan dengan
penyelenggaraan pemerintahannya, dari pendapatan-pendapatan
sendiri.

Dengan tidak mengurangi dasar seperti tersebut dalam ayat yang
lalu maka pembagian pendapatan-pendapatan seboleh-bolehnya
disesuaikan dengan pembagian penyelenggaraan pemerintahan
seperti ditentukan dalam babakan diatas.

Oleh Undang-Undang Federal dapat ditentukan bahwa atas pajak-
pajak daerah-dacrah bagian dipungut opcenten untuk keperluan
federasi.

Pasal 56
Menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang
Federal kekurangan uang pada dinas biasa dalam anggaran
daerah-daerah bagian ditutup dengan bantuan biaya dari kas
perbendaharaan Republik Indonesia Serikat.
Kekurangan uang pada dinas luar biasa boleh ditutup dengan
bantuan biaya yang sedemikian.
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Pasal 57
Pinjaman uang di luar negeri dilaksanakan hanya semata-mata
oleh Republik Indonesia Serikat.
Atas permintaan daerah bagian, Republik Indonesia Serikat boleh
melaksanakan pinjaman uang di luar negeri untuk keperluan
daerah bagian itu. _
Untuk melaksanakan pinjaman uang dalam negeri, daerah-daerah
bagian membutuhkan pengesahan lebih dahulu dari Republik In-
donesia Serikat.

Pasal 58

Anggaran daerah-daerah bagian yang kekurangannya ditutup
dengan memberatkan kas-perbendaharaan federal, atau dengan
jalan pinjaman, membutuhkan pengesahan pemerintahan federal.
Dalam hal-hal yang ditunjuk oleh Undang-unang Fedral dan
menurut aturan-aturan undang-undang itu pengesahannya yang
dimaksud dalam ayat tadi dapat disangkutkan kepada meng-
adakan perubahan-perubahan dalam anggaran yang bersang-
kutan itu menurut petunjuk--petunjuk yang dianggap perlu oleh
Pemerintah Federal sepakat dengan Senat.

Pasal 59 :
Anggaran daerah-daerah bagian selain daripada tersebut dalam
pasal 58 tidaklah dicampuri oleh Republik Indonesia Serikat.
Akan tetapi jikalau ternyata kekacauan dalam kebijaksanaan
keuangan maka Pemerintah Federal sepakat dengan Senat boleh
menghendaki supaya daerah bagian yang bersangkutan
mengadakan perubahan tertentu dalam anggarannya.
Undang-undang Federal menetapkan apa yangdimaksud dengan
perkataan kekacauan dalam kebijaksanaan kcuangan, dan
membuat aturan-aturan untuk melaksanakan kekuasaan seperti
tersebut dalam ayat di atas serta mengatur akibatnya berhubungan
dengan pertanggungan yang mungkin terjadi dalam melaksana-
kan bagian-bagian yang bersangkutan dalam anggaran itu.

Pasal 60
Apayang ditetapkan dalam pasal 56 sampai dengan pasal 59 tidak
boleh dilaksanakan secara apapun, sehingga oleh karena itu terjadi
peristiwa perubahan dalam pembagian penyelenggaraan peme-
rintahan dan dalam hubungan keuangan antara Republik
Indonesia Serikat dan daerah-daerah bagian seperti diterangan
dalam bagian ini.
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menuju ke arah itu kepada pemberian bantuan oleh Republik
Indonesia Serikat kepada daerah-daerah, bagian dan juga tidak

kepada pengesahan pinjaman uang atau kepada pengesahan
anggaran. '

Pasal 61
Undang-Undang Federal yang selanjutnya memuat aturan-aturan
tentang perhubungan keuangan antara Republik Indonesia Serikat
dengan daerah-daerah bagian, di mana mungkin akan menentukan lagi
jaminan-jaminan lain, sehingga Republik Indonesia Serikat dan daeral-
daerah bagian saling menjunjung tinggi sepenuh-penuhnya segala hak
dan kekuasaannya. :

Babakan 3
Hak-hak dan keWajiban-kewajiban

Pasal 62
Segala milik harta benda, piutang dan hak-hak lain yang diterima
dari Indonesia pada pemulihan kedaulatan menjadilah hak milik
Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah bagian, yaitu sekedar
bergantung kepada penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi
beban Republik Indonesia Serikat ataupun beban daerah-daerah bagian.

Pasal 63
Segala kewajiban yang diterima dari Indonesia pada pemulihan
kedaulatan adalah kewajiban Republik Indonesia Serikat.

Bagian III
Daerah-daerah Swapraja

Pasal 64
Daerah-daerah Swapraja yang sudah ada, diakui.

Pasal 65
Mengatur kedudukan daerah-daerah Swapraja masuk dalam
tugas dan kekuasaan daerah-daerah bagian yang bersangkutan dengan
pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan dengan kontrak yang
diadakan antara daerah bagian dan daerah-daerah Swapraja
bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa
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bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk kepentingan umum
dan sesudah undang-undang federal yang menyatakan, bahwa,
kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengecilan itu,
memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah daerah bagian
bersangkutan. ‘

Pasal 66
Sambil peraturan-peraturan sebagai dimaksud dalam pasal yang
lalu dibuat, maka peraturan-peraturan yang sudah ada tetap berlaku,
dengan pengertian, bahwa penjabat-penjabat Indonesia dahulu yang
tersebut dalamnya diganti dengan penjabat-penjabat yang demikian
pada daerah-daerah bersangkutan.

‘Pasal 67

Perselisihan-perselisihan antara daerah-daerah bagian dan -

daerah-daerah Swapraja bersangkutan tentang peraturan-peraturan

sebagai dimaksud dalam pasal 65 dan tentang menjalankannya,

diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia baik pada tingkat yang
pertama dan yang tertinggi juga, ataupun pada tingkat appel.

BAB 11
Perlengkapan Republik Indonesia Serikat
- Ketentuan Umum

Alat-alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat ialah:
Presiden;

Menteri-menteri;

Senat;

Dewan Perwakilan Rakyat;

Mahkamah Agung Indonesia;

Dewan Pengawas keuangan.

=0 QN o

Bagian I
Pemerintah

Pasal 68
(1) Presiden dan Menteri-menteri bersama-sama merupakan
Pemerintah.
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(2) Dimana-mana dalam Konstitusi ini disebut Pemerintah, maka yang
‘dimaksud ialah Presiden dengan seorang atau beberapa atau para
Menteri, yakni menurut tanggung jawab khusus atau tanggung
jawab umum mereka itu .

(3) Pemerintah berkedudukan di ibu-kota Jakarta, kecuali jika dalam
hal darurat Pemerintah menentukan tempat yang lain.

Pasal 69

(1) Presiden ialah Kepala Negara.

(2) Beliau dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh Pemerintah
daerah-daerah bagian yang tersebut dalam pasal 2.

Dalam memilih Presiden, orang-orang yang dikuasakan itu
berusaha mencapai kata sepakat.

(3) Presidenharus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun; beliau
tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau
menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya
untuk dipilih.

~ Pasal 70
Presiden berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintah.

Pasal 71

Presiden sebelum memangku jabatan, mengangkat sumpah
{(keterangan dan janji) menurut cara agamanya dihadapan orang-or-
ang yang dikuasakan oleh daerah-daerah bagian sebagai tersebut dalam
pasal 69 dan yang untuk itu bersidang dalam rapat umum, sebagai
berikut: ’

"Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk dipilih
menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, langsung ataupun tidak
langsung, dengan nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan
atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga.
Saya bersumpah (berjanji} bahwa saya, untuk melakukan atau mening-
galkan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima dari
siapapun juga, langsung ataupun tidak langsung, suatu janji atau
pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya sekuat tenaga akan mema-
jukan kesejahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan
melindungi dan mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak
umum dan khusus sekalian penghuni negara.
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Saya bersumpah (berjanji) setia kepada Konstitusi dan lagi bahwa
saya akan memelihara dan menyuruh memelihara segala peraturan
yang berlaku bagi Republik Indonesia Serikat, bahwa saya akan meng-
abdi dengan setia kepada nusa dan bangsa dan negara dan bahwa saya
dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungkan
kepada saya oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Scrikat, sebagai
sepantasnya kepala Negara yang baik". :

Pasal 72
(1) Jika perlu karena Presiden berhalangan, maka beliau memerintah-
kan perdana menteri menjalankan pekerjaan jabatannya sehari-
hari. :
(2) Undang-undang federal mengatur pemilihan Presiden baru untuk
hal, apabila Presiden tetap berhalangan, berpulang atau meletak-
kan jabatannya.

Pasal 73
Yang dapat diangkat menjadi Menteri ialah orang yang telah
berusia 25 tahun dan yang bukan orang yang tidak diperkenankan serta
dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut
haknya untuk dipilih.

Pasal 74

(1) Presiden sepakat dengan orang-orang yang dikuasakan oleh
daerah-daerah bagian sebagai tersebut dalam pasal 69, menunjuk
3 pembentuk kabinet.

(2) Sesuai dengan anjuran ketiga pembentuk kabinet itu, Presiden
mengangkat seorang daripadanya menjadi Perdana Menteri dan
mengangkat Menteri-menteri yang lain

(3) Sesuai dengan anjuran ketiga pembentuk itu juga, Presiden
menetapkan siapa-siapa dari Menteri-menteri itu diwajibkan
memimpin Departemen-departemen masing-masing.

Boleh pula diangkat Menteri-menteri yang tidak memangku
sesuatu departemen.

(4) Keputusan-keputusan Presiden yang memuat pengangkatan yang
diterangkan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini serta ditanda tangani
oleh ketiga pembentuk kabinet.

(5) Pengangkatan atau penghentian antara waktu Menteri-menteri
dilakukan dengan keputusan pemerintah.
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(1) Menteri-menteri yang diwajibkan memimpin Departemen
Pertahanan, Urusan Luar Negeri, Urusan Dalam Negeri, Keuangan
dan Urusan Ekonomi, dan juga Perdana Menteri, sungguhpun ia
tidak diwajibkan memimpin salah satu Departemen tersebut, ber-
kedudukan khusus seperti diterangkan di bawah ini.

(2) Menteri-menteri pembentuk biasanya masing-masing memimpin
salah satu dari Departemen-departemen tersebut dalam ayat yang
lalu.

(3) Dalam hal-hal yang memerlukan tindakan dengan segera dan
dalam hal-hal darurat, maka para Menteri yang berkedudukan
khusus bersama-sama berkuasa mengambil keputusan-keputusan
yang dalam itu dengan kekuatan yang sama, menggantikan
keputusan-keputusan Dewan Menteri yang lengkap. -

Dalam mengambil keputusan, menteri-menteri itu berusaha
mencapai kata sepakat.  ~

(4) Dalam memusyawaratkan dan memutuskan sesuatu hal yang
langsung mengenai sesuatu pokok yang masuk dalam tugas suatu
departemen yang lain daripada yang tersebut dalam ayat 1,
Menteri Kepala Departemen itu turut serta.

Pasal 76

(1) Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan-kepentingan
umum Republik Indonesia Serikat, Menteri-menteri bersidang
dalam Dewan Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri atau
dalam hal Perdana Menteri berhalangan, oleh salah satu seorang
Menteri berkedudukan khusus.

(2) Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urursan yang
penting kepada Presiden.
Masing-masing Menteri berkewajiban sama berhubung dengan
urusan-urusan yang khusus masuk tugasnya.

Pasal 77

Sebelum memangku jabatannya, Menteri-menteri mengangkat
sumpah (keterangan dan janji) di hadapan Presiden menurut cara
agamanya, sebagai berikut:

"Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk diangkat
menjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau
dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan
memberikan sesuatu kepada siapapun juga.
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meninggalkan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali menerima
dari siapapun juga, langsung ataupun tak langsung sesuatu janji atau
pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) setia kepada konstitusi, bahwa saya
akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indo-
nesia Serikat bahwa saya akan mengabdi dengan setia kepada Nusa
dan Bangsa dan Negara dan bahwa saya akan memenuhi dengan setia
segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan
Menteri".

Pasal 78
Gaji Presiden dan gaji Menteri-menteri, begitu pula ganti-rugi
untuk biaya perjalanan dan biaya penginapan dan jika ada, gantirugi
yang lain-lain diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 79

(1) Jabatan Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku bersama-sama
dengan menjalankan jabatan umum apapun di dalam dan di luar
Republik Indonesia Serikat.

(2) Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh, langsung atau tak
langsung, turut serta dalam ataupun menjadi penanggung untuk
sesuatu badan perusahan yang berdasarkan perjanjian untuk
memperoleh laba atau untung yang diadakan dengan Republik
Indonesia Serikat atau dengan sesuatu bagian dari Indonesia.

(3) Merekatidak boleh mempunyai piutang atas tanggungan Republik
Indonesia Serikat, kecuali surat-surat utang umum.

(4) Yang ditetapkan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini tetap berlaku atas
mereka selama 3 tahun sesudah mereka meletakkan jabatannya.

Bagian II
Senat

. - Pasal 80
(1) Senat mewakili daerah-daerah bagian.
(2) Setiap daerah bagian mempunyai dua anggota dalam Senat.
(3) Sctiap anggota Senat mengeluarkan satu suara dalam Senat.

Pasal 81
(1) Anggota -anggota Senat ditunjuk oleh pemerintah daerah-daerah
bagian, dari daftar yang disampaikan oleh masing-masing
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Kurst.

(2) Apabila dibutuhkan calon untuk dua kursi, maka pemerintaly
bersangkutan bebas untuk menggunakan sebagai satu, daftar-
daftar yang disampaikan oleh perwakilan rakyat untuk plhhan
lembar ity.

(3). Dalam pada itu daerah-daerah bagian sendiri mengadakan
peraturan-peraturan yang perlu untuk menunjuk anggota anggota
dalam Senat.

Pasal 82
Yang boleh menjadi anggota Senat ialah warga negara yang telah
berusia 30 tahun dan yang bukan orang yang tidak diperkenankan
serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun yang haknya untuk
dipilih telah dicabut.

P4sal 83

Anggota-anggota Senat sebelum memangku jabatannya,
mengangkat sumpah (keterangan dan janji) di hadapan Presiden atau
Ketua Senat yang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut cara
agamanya, sebagai berikut:

"Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya untuk ditunjuk
menjadi anggota Senat langsung ataupun tak langsung, dengan nama
atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan
memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau
meninggalkan sesuatu dalam jabatan ini tiada sckali-kali akan
menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu
janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bawa saya senantiasa akan membantu
memelihara konstitusi dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagi
negara, bahwa saya akan mengabdi sekuat tenaga kepada kesejahteran
Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan mengabdi dengan
setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara'.

Pasal 84
Anggota-anggota Senat senantiasa boleh meletakkan jabatannya.
Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua.

242

Otonomi atau Federalisme
Diterbitkan dleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

F)

(1) Presiden mengangkat Ketua Senat dari anjuran yang dimajukan
oleh Senat dan memuat sekurang-kurangnya dua orang, baik dari
antaranya sendiri maupun tidak.

(2) Ketua harus memenuhi syarat-syarat yang termaktub dalam pasal
82.

(3) Ketuabukan anggota dan mempunyai suara penasehat. Ialah yang
memanggil Senat.

(4) Apabila salah seorang anggota telah diangkat menjadi Ketua, maka
pemerintah daerah bagian yang bersangkutan menunjuk orang
lain menjadi anggota sebagai penggantinya.

(5) Senat menunjuk dari antaranya seorang wakil ketua yang tetap
mempunyai keanggotaan dan hak suara.

(6) Dalam hal] ketua dan wakil ketua berhalangan atau tidak ada, maka
rapat diketuai untuk sementara oleh anggota yang tertua usianya;
anggota ini tetap mempunyai keanggotaan dan hak suara.

Pasal 86

Sebelum memangku jabatannya, Ketua Senat mengangkat sumpah
{(ketrangan dan janji) di hadapan Presiden menurut cara agamanya,
sebagai berikut:

"Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk diangkat
menjadi ketua Senat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama
atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun
memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau
meninggalkan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan
menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu
janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan membantu
memelihara konstitusi dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagi
negara, bahwa saya akan mengabdi sekuat tenaga kepada kesejahteraan
Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan mengabdi dengan
setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara”.

_ Pasal 87
Senat mengadakan rapat-rapatnya di Jakarta kecuali jika dalam
hal-hal darurat pemerintahan menentukan tempat yang lain.
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(1) Rapat- rapat yang mengenai pokof\ okok sebagai aksud
dalam pasal 127 sub a dan pasal 168 harus terbuka bagi umum,
kecualijika ketua menimbang perlu ataupun sekurang-kurangnya
5 anggota menuntut, supaya pintu ditutup bagi umum.

(2) Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah permusya-
waratan dilakukan dengan pintu tertutup.

(3) Tentang hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup dapatjuga
diputuskan dengan pintu tertutup.

Pasal 89
Ketua dan anggota-anggota Senat tidak dapat dituntut di muka
Pengadilan karena yang dikatakannya dalam rapat atau yang
dikemukakannya dengan surat kepada majelis itu, kecuali jika mereka
dengan itu mengumumkan apa yang dikatakan atau yang dikemukakan
dalam rapat tertutup dengan syarat supaya dirahasiakan.

Pasal 90
(1) Anggota-anggota Senat mengeluarkan suaranya sebagai orang
yang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsyafan batin-
nya, tidak atas perintah atau dengan kewajiban berembug dahulu
dengan mereka yang menunjuknya sebagai anggota.
(2) Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal yang mengenai
dirinya sendiri.

Pasal 91
Keanggotaan Senat tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan
perwakilan rakyat, dan tidak juga dengan jabatan-jabatan federal, yakni
jabatan Presiden, Menteri, Jaksa agung, Ketua, Wakil Ketua atau
anggota Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan

. Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi dan dengan jabatan-

jabatan wali negara, Menteri atau Kepala Departemen daerah bagian.

Pasal 92
Gaji Ketua Senat, tunjangan-tunjangan yang akan diberikan
kepada anggota-anggota dan mungkin juga kepada Ketua, begitu pula
biaya perjalanan dan penginapan yang harus didapatnya, diatur
dengan Undang-undang federal.
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kalian orang yang menghadiri rapat Senat yang tertutup, wajib
meraha51akan yang dibicarakan dalam rapat itu, kecuali jika
majelis memutuskan lain, ataupun jika kewajiban merahasiakan
itu dihapuskan.
(2) Halitu berlaku juga terhadap anggota-anggota, Menteri-menteri
dan pegawai-pegawai yang mendapat tahu dengan cara
bagaimanapun tentang yang dibicarakan itu.

Pasal 94

(1) Senat tidak boleh bermusyawarah atau mengambil keputusan, jika
tidak hadir lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota sidang.

(2) Sekadar dalam Konstitusi ini tidak ditetapkan lain, maka segala
keputusan diambil dengan jumlah terbanyak mutlak suara yang
dikeluarkan.

(3) Apabila, pada waktu mehgambil keputusan, suara-suara sama
berat dalam hal rapat itu lengkap anggotanya usul itu dianggap
ditolak atau dalam hal lain mengambil keputusan ditangguhkan
sampai rapat yang berikut. Apabila suara-suara sama berat lagi,
maka usul itu dianggap ditolak itu sanggup ditolak.

(4) Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan
tertulis. Apabila suara-suara sama berat, maka keputusan diambil
dengan undian.

Pasal 95
Senat selekas mungkin menetapkan peraturan ketertibannya.

Pasal 96
Senat dapat mengundang Menteri-menteri untuk turut serta dalam
permusyawaratannya dan memberi penerangan dalamnya.

Pasal 97
Pada saat yang tersebut dalam pasal 112, maka Senat yang
bersidang dibubarkan dan diganti dengan Senat baru.

Bagian III
Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 98
Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh rakyat Indonesia dan

“terdiri dari 150 anggota; ketentuan ini tidak mengurangi yang

ditetapkan dalam ayat kedua pasal 100.
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Pasal 99
Jumlah anggota dari Negara Republik Indonesia seperdua dari
jumlah semua anggota dari daerah-daerah Indonesia selebihnya.

Pasal 100

(1) Golongan-golongan kecil Tionghoa, Eropa dan Arab akan berwakil
dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan berturut-turut 9, 6 dan
3 anggota. :

(2) Jika jumlah-jumlah itu tidak tercapai dengan pengusutan atas
dasar pasal 109 dan pasal 110, ataupun pasal 111, tidak tercapai,
makaPemerintah Republik Indonesia Serikat mengangkat wakil-
wakil tambahan bagi golongan-golongan kecil itu. Jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tersebut dalam pasal 98
ditambah dalam hal‘itu jika perlu dengan jumlah pengangkatan-
pengangkatan itu.

g

Pasal 101
Yang boleh menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah
warganegara yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak
diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang
yang haknya untuk dipilih telah dicabut.

Pasal 102
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dirangkap
dengan keanggotaan Senat dan juga tidak dengan jabatan-jabatan yang
tersebut dalam pasal 91.

_ Pasal 103
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dari antaranya seorang Ketua
dan seorang atau beberapa Wakil Ketua. Pemilihan-pemilihan ini
membutuhkan pengesahan Presiden.
(2) Selama pemilihan Ketua dan Wakil Ketua belum disahkan oleh
Presiden, rapat diketuai sementara oleh anggota yang tertua

urmurnya.

Pasal 104
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memangku jabatan-
nya mengangkat sumpah di hadapan Presiden atau Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat yang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut
cara agamanya, sebagal berikut;
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angkat) menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, langsung atau-
pun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan
atau menjanjikan atau pun akan memberikan sesuatu kepada siapapun
juga. '

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau
meninggalkan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan
menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu
janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa membantu
memelihara konstitusi dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagil
Negara bahwa saya akan mengabdi sekuat tenaga kepada kesejahteraan
Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan mengabdi dengan
setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."

Pasal 105
Menteri-menteri duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan
suara penasehat.
Ketua memberikan kesempatan berbicara kepadanya, apabila dan
tiap-tiap kali mereka mengingininya.

Pasal 106
(1) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang, apabila pemerintah
menyatakan kehendaknya tentang itu atau apabila Ketua atau
sekurang - kurangnya 15 anggota mehganggap hal itu perlu.
(2) Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 107
Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat terbuka untuk umum,
kecuali jika Ketua menimbang perlu pintu ditutup atau sekurang-
kurangnya 10 anggota menuntut hal itu.

Pasal 108
Yang ditetapkan untuk Senat dalam pasal 84, 87, 88 ayat ke 2 dan
ke 3, 89,90, 92,93, 94 dan 95 berlaku demikian jika berhubung dengan
Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 109
(1) Untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang pertama mengutus
anggota-anggota dari daerah-daerah selebihnya yang tersebut
dalam pasal 99, diatur dan diselenggarakan dengan perundingan
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pasal 2, kecuali negara Republik Indonesia dengan memperhatikan
azas-azas demokrasi dan seboleh-bolehnya dengan perundingan
dengan daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2 sub c, yang
bukan daerah bagian .

(2) Untuk pembagian jumlah-jumlah anggota yang akan diutus
diantara daerah-daerah itu, diambil sebagai dasar perbandingan
jumlah jiwa rakyat daerah-daerah bagian tersebut.

Pasal 110

(1) Bagaimana caranya anggota diutus ke Dewan Perwakilan Rakyat
yang pertama, diatur oleh daerah-daerah bagian.

(2) Di mana pengutusan demikian tidak dapat terjadi dengan jalan
pemilihan yang seumum-umumnya, pengutusan itu dapat
dilakukan dengan jalan penunjukan anggota-anggota oleh
Perwakilan Rakyat Daerah-daerah bersangkutan, jika ada di situ
perwakilan demikian. ~
Jugaapabila , karena hal-hal yang sungguh, perlu diturut cara yang
lain, akan diusahakan untuk mencapai perwakilan sesempurna-
sempurnanya, menurut kehendak rakyat.

Pasal 111

(1) Dalam tempo satu tahun sesudah konstitusi mulai berlaku, maka
di seluruh Indonesia Pemerintah menierintahkan mengadakan
pemilihan yang bebas dan rahasia untuk menyusun Dewan
Perwakilan Rakyat yang dipilih secara umum:.

(2) Undang-undang federal mengadakan aturan-aturan untuk
pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru yang dimaksud dalam
ayat 1 dan menentukan pembagian jumlah-jumlah anggota yang
akan diutus, antara daerah-daerah seleblhnya/yang tersebut dalam
pasal 99.

Pasal 112
Pada saat yang akan ditetapkan oleh pemerintah, selekas mungkin
sesudah pemilihan yang dimaksud dalam pasal 111 Dewan Perwakilan

Rakyat pertama dibubarkan dan diganti dengan Dewan Perwakilan

Rakyat yang dipilih itu.
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ga ian IV
Mahkamah Agung

Pasal 113
Maka adalah suatu Mahkamah Agung Indonesia yang susunan
dan kekuasaannya diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 114

(1) Untuk pertama kali dan selama undang-undang federal belum
menetapkan lain, Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota
Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan
Senat. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup, ketentuan
ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat berikut.

(2) Undang-undang federal dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil
Ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung diperhentikan,
apabila mencapai usia yang tertentu.

(3) Mereka dapat dipecat atau diperhentikan menurut cara dan dalam
hal yang ditentukan oleh undang-undang federal.

(4) Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atas permintaan
sendiri.

Bagian V
Dewan Pengawas Keuangan

_ Pasal 115
Mana adalah suatu Dewan Pengawas Keuangan yang susunan
dan kekuasaannya diatur oleh undang-undang federal.

Pasal 116
(1) Untuk pertama kali dan selama undang-undang federal belum
menetapkan lain, Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan
Pengawas Keuangan diangkat oleh Presiden setelah mendengar-
kan Senat.
Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup, ketentuan ini
tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut.
(2) Undang-undang federal dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil
Ketua dan anggota-anggota diperhentikan, apabila mencapai usia
yang tertentu.
(3) Merekadapat dipecat atau diperhentikan menurut cara dan dalam
hal yang ditentukan dengan undang-undang federal.
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(4) Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atas permintaan
sendiri.

BABIV
Pemerintahan

Bagian I
Ketentuan-ketentuari Umum

Pasal 117

(1) Pemerintah federal atas Indonesia - sekadar tidak diwajibkan
kepada alat-alat perlengkapan yang lain - dijalankan oleh pemerin-
tah Republik Indonesia Serikat.

(2) Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan
teristimewa mengurus, supaya konstitusi, undang-undang federal
dan peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk Republik Indo-
nesia Serikat, dijalankan.

Pasal 118
(1) Presiden tidak dapat diganggu gugat.
(2) Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan
pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya masing-masing
untuk bagiannya sendiri-sendiri dalam hal itu.

Pasal 119 .

Sekalian keputusan Presiden serta ditandatangani oleh Menteri-
menteri yang bersangkutan, kecuali yang ditetapkan dalam pasal 74,
ayat ke 4.

Pasal 120

(1) Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi dan hak
menanya; anggota-anggota mempunyai hak menanya.

(2) Menteri-menteri memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
baik dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan
yang dikehendaki menurut ayat yang lalu dan yang pemberiannya
dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik
Indonesia Serikat.

Pasal 121
Dewan perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki (enquete)
menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang
federal.
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Pasal 122
Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk menurut pasal 109 dan
110 tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri
meletakkan jabatannya.

Pasal 123

(1) Pemerintah mendengarkan Senat tentang segala hal, dianggapnya
perlu untuk itu.

(2) Senat dapat memberikan nasehat kepada pemerintah atas
kehendaknya sendiri tentang segala hal apabila dianggapnya perlu
untuk itu.

(3) Senat didengarkan tentang urusan-urusan penting yang khusus
mengenai satu, beberapa atau semua daerah bagian atau bagian-
bagiannya, ataupun yang khusus mengenai perhubungan antara
Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah yang tersebut
dalam pasal 2. '

Aturan ini mempunyai kecuali, jika, karena keadaan-keadaan yang
mendesak perlu diambil tindakan yang segera, sedang Senat tidak
bersidang.

(4) Senat didengarkan, kecuali dalam hal sebagai diterangkan dalam
suku kedua ayat yang lalu, tentang segala rancangan undang-
undang darurat sebagai dimaksud dalam pasal 139.

(5) Pemerintahan memberitahukan kepada Senat segala keputusan
tentang hal-hal yang dalamnya Senat telah didengarkan.

(6) Jika Senat telah didengarkan, maka hal itu diberitahukan di kepala
surat-surat keputusan bersangkutan.

Pasal 124
(1) Senat dapat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, meminta
keterangan kepada pemerintah.
(2) Pemerintah memberikan keterangan itu, kecuali jika menurut
timbangannya hal itu berlawanan dengan kepentingan umum
Republik Indonesia Serikat.

Pasal 125
Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat diangkat menurut
aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 126
Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan yang diadakan
dengan undang-undang federal.
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Perundang-undangan

Pasal 127
Kekuasaan perundang-undangan federal, sesuai dengan
ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh:

a.  Pemerintah, bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan
Senat sekedar hal itu mengenai peraturan-peraturan tentang hal-
hal yang khusus mengenai satu, beberapa atau semua daerah-
bagian atau bagian-bagiannya, ataupun yang khusus mengenai
perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-
daerah yang tersebut dalam pasal 2; ;

b.  Pemerintah bersama-sama dengan Dwan Perwakilan Rakyat,
dalam seluruh lapangan pengaturannya selebihnya.

Pasal 128

(1) Usul pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dengan amanat Presiden dan
dikirimkan serentak kepada Senat untuk diketahui.

(2) Senat berhak memajukan usul undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat tentang hal-hal sebagai tersebut dalam pasal
127, sub a. Apabila Senat menggunakan hak ini, maka hal
itu diberitahukannya serentak kepada Presiden, dengan
menyampaikan salinan usul itu.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan usul undang-
undang kepada pemerinah.

Pasal 129
Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengadakan perubahan-
perubahan dalam usul undang-undang yang dimajukan oleh Pemerin-
tah atau Senat kepadanya kecuali yang ditetapkan dalam pasal 132.

Pasal 130
(1) Sekalian usul undang-undang yang telah diterima oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan, jika usul-usul itu mengenai urusan sebagai
diterangkan dalam pasal 127, sub a, telah dirundingkan oleh Senat
sesuai dengan yang ditetapkan dalam pasal 131 dan pasal-pasal
berikutnya, memperoleh kekuatan undang-undang, apabila sudah
disahkan oleh Pemerintah.
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Pasal 131
Usul undang-undang dirundingkan oleh Senat, berdasarkan
kekuasaannya, turut serta membuat undang-undang, jika baik
Pemerintah, maupun Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Senat sendiri
menimbang, bahwa usul itu mengenai pengaturan urusan yang masuk
dalam yang diterangkan dalam pasal 127, sub a.

Pasal 132

(1) ApabilaSenat menolak usul yang sebelum itu sudah diterima oleh
Dewan Perwakilan Rakyat, maka sungguhpun demikian, usul itu
dapat juga disahkan oleh pemerintah, jika.Dewan Perwakilan
Rakyat menerimanya dengan tidak mengubahnya lagi dan
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara anggota-anggota yang
hadir. :

(2) Keputusan yang tersebut dalam ayat pertama, hanya akan dapat
diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat yang
dalamnya sekurang-kurangnya hadir 2/3 dari jumlah anggota
sidang.

Pasal 133
(1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menerima usul undang-
undang pemerintah dengan mengubahnya ataupun tidak, maka
usul itu dikirimkannya dengan memberitahukan hal itu kepada:
a. Senat, jika usul itu mengenai pengaturan suatu urusan
sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub a, dengan
pemberitahuan serentak kepada Presiden; :
b.  Presiden, jika usul itu mengenai pengaturan urusan yang lain.
(2). Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menerima usul yang
dimajukan kepadanya oleh Senat, maka usul itu dikirimkannya:
a. jikadiubahnya, kepada Senat untuk dirundingkan lebih jauh;
b. jika tidak diubahnya, kepada pemerintah untuk disahkan.
Dalam hal sub a Dewan Perwakilan Rakyat memberitahukan hal
itu kepada Presiden, dalam hal sub b kepada Senat.

Pasal 134
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul undang-undang
Pemerintah. Maka hal itu diberitahukannya kepada Presiden dan juga
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Pasal 135

Dewan Perwakilan Rakyat, apabila memutuskan akan

menganjurkan usul undang-undang, mengirimkan usul itu untuk
dirundingkan kepada Senat, jika usul itu mengenai pengaturan
urusan yang tersebut dalam pasal 127 sub a, dengan pemberita-
huan serentak kepada Presiden.

Dalam sekalian hal yang lain Dewan Perwakilan Rakyat mengirim-
kan usulnya tentang undang-undang, untuk disahkan oleh
pemerintah, kepada Presiden dan serentak kepada Senat untuk
diketahui.

Pasal 136
Apabila Senat menerima pada asal usul yang ditelah diterima oleh
Dewan Perwakilan Rakyat, maka usul itu dikirimkannya dengan
memberitahukan hal itu- kepada Presiden, untuk disahkan oleh
Pemerintah dan keputusan-keputusan diberitahukannya serentak
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Apabila Senat menolak usul yang sebelum itu sudah diterima oleh
Dewan Perwakilan Rakyat, maka usul itu dikirimkannya dengan
memberitahukan hal itu kepada Presiden, dengan pemberitahuan
serentak kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Pemerintah dapat menyampaikan sekali lagi usul yang telah
ditolak oleh Senat kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
diulang dirundingkan sesuai dengan pasal 132. Apabila

. Pemerintah memutuskan berbuat demikian, maka yang ditetapkan

dalam ayat pertama pasal 129 berlaku demikian juga.

Pasal 137
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat pada pengulangan perun-
dingan sesuai dengan pasal 132, menerima usul undang-undang,
maka usul itu dikirimkannya kepada Presiden untuk disahkan oleh
Pemerintah dan keputusannya diberitahukannya serentak kepada

. Senat.

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat pada pengulangan perunding-
an menolak usul undang-undang maka hal itu diberitahukannya
kepada Presiden dan kepada Senat.
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Pasal 138
Selama suatu usul undang-undang belum diterima oleh Dewan
Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang lalu
dalam bagian ini, dan jika usul itu mengenai urusan sebagai
diterangkan dalam pasal 127, sub a - belum dirundingkan oleh
Senat, maka usul dapat ditarik kembali oleh alat perlengkapar
yang memajukannya. :
Pemerintah harus mengesahkan usul undang-undang yang sudah
diterima, kecuali jika ia dalam satu bulan sesudah usul itu
disampaikan kepadanya untuk disahkan, menyatakan keberatan-
nya yang tak dapat dihindarkan.
Pengesahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah
sebagai dimaksud dalam ayat yang lalu, diberitahukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dan kepada Senat dengan amanat
Presiden. |

Pasal 139

Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri
menetapkan Undang-Undang Darurat untuk mengatur hal-hal
penyelenggaraan pemerintah federal yang karena keadaan-
keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.
Undang-Undang Darurat mempunyai kekuasaan dan kuasa
Undang-Undang Federal; ketentuan ini tidak mengurangi yang
ditetapkan dalam pasal yang berikut.

Pasal 140
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang
Darurat, segera sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat yang merundingkan peraturan itu menurut
yang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang
Pemerintah.
Jika suatu peraturan yang dimaksud dalam ayat yang lalu, waktu
dirundingkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini,
ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan itu tidak
berlaku lagi karena hukum.
Jika Undang-undang Darurat yang menurut ayat yang lalu tidak
berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat yang timbul dari
peraturannya baik yang dapat dibetulkan maupun yang tidak-
maka Undang-undang Federal yang mengadakan tindakan yang
perlu tentang itu.
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Jika peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat
itu diubah dan ditetapkan sebagai Undang-undang Federal, maka
akibat-akibat perubahannya diatur pula sesuai dengan yang
ditetapkan dalam ayat yang lalu.

Pasal 141
Peraturan-peraturan menjalan undang-undang ditetapkan oleh
Pemerintah. Namanya ialah Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah dapat mengancamkan hukuman-hukuman
atas pelanggaran aturan-aturannya. Batas-batas hukuman yang
akan ditetapkan diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 142

Undang-undang Federal dan Peraturan Pemerintah dapat
memerintahkan kepada alat-alat perlengkapan lain dalam
Republik Indonesia Serikat“mengatur selanjutnya pokok-pokok
yang tertentu diterangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-
undang dan peraturan itu.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersangkutan
memberikan aturan-aturan tentang pengumuman peraturan-
peraturan demikian.

Pasal 143
Undang-undang Federal mengadakan aturan-aturan tentang
mengeluarkan, mengumumbkan dan mulai berlakunya undang-
undang federal dan peraturan-peraturan pemerintah.
Pengumuman, terjadi dalam bentuk menurut undang-undang
adalah syarat tunggal untuk kekuatan mengikat.

Bagian 111
Pengadilan

Pasal 144

Perkara perdata dan perkara hukuman perdata, semata-mata
masuk perkara yang diadili oleh pengadilan-pengadilan yang
diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang,
termasuk dalamnya hakim daerah Swapraja, hakim adat dan
hakim agama.

Mengangkat dalam jabatan kehakiman yang diadakan dengan
atau atas kuasa undang-undang , didasarkan semata-mata pada

256

Otonomi atau Federalisme
Drterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Haranan

@)

@)

1)

@)

@)

1)
@)

M

syarat kepandaian, kecakapan dan kelakuan tak tercela yang
ditetapkan dengan undang-undang.

Memperhentikan, memecat untuk sementara dan memecat dari
jabatan yang demikian hanya boleh dalam hal-hal yang ditentukan
dengan undang-undang. :

Pasal 145
Segala campur tangan, bagaimanapun juga, oleh alat-alat
perlengkapan yang bukan perlengkapan kehakiman, terlarang,
kecuali jika diizinkan oleh undang-undang.
Azas ini hanya berlaku terhadap pengadilan Swapraja dan
pengadilan adat, sekadar telah diatur carameminta pertimbangan
kepada hakim yang ditunjuk dengan undang-undang.

Pasal 146
Segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan
dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan undang-
undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar
hukuman itu. 5 .
Lain dari pada kecuali angka 2 yang ditetapkan oleh undang-
undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum.
Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh menyimpang
dari aturan ini.
Keputusan senantiasa dinyatakan dengan pintu terbuka.

Pasal 147

Mahkamah Agung Indonesia ialah pengadilan federal tertinggi.
Pengadilan-pengadilan federal yang lain dapat diadakan dengan
undang-undang federal, dengan pengertian, bahwa dalam Distrik
Federal Jakarta akan dibentuk sekurang-kurangnya satu
pengadilan federal yang mengadili dalam tingkat pertama, dan
sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang mengadili
dalam tingkat apel.

Pasal 148
Presiden, Menteri, Ketua dan anggota-anggota Senat, Ketua dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan
anggota-anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung, pada
mahkamah ini, Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan

. Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkualsi serta pegawai-
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pegawai, anggota-anggota majelissmajelis’ tingg1

pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang federal , diadili
dalam tingkat pertama dan tertinggi juga di muka Mahkamah
Agung, pun sesudah berhenti, berhubung dengan kejahatan dan
pelanggaran jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain
ditentukan dengan undang-undang federal dan dilakukannya
dalam masa pekerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan
undang-undang federal.

(2) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan bahwa perkara
perdata dan perkata hukuman perdata terhadap golongan-
golongan orang dan badan yang tertentu hanya boleh diadili oleh
pengadilan federal yang ditunjuk dengan undang-undang itu.

(3) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan bahwa perkara
perdata yang mengenai peraturan-peraturan yang diadakan
dengan atau atas kuasa undang-undang federal hanya boleh
diladili oleh pengadilan federal.

(4) Dalam hal-hal yang ditunjik dengan undang-undang federal
terhadap keputusan-keputusan yang diberikan dalam tingkat
tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dari Mahkamah Agung,
kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

Pasal 149
Tataan, kekuasaan dan jalan pengadilan-pengadilan federal
ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 150
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas
perbuatan pengadilan-pengadilan federal yang lain menurut aturan-
aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 151
Dengan mengecualikan yang ditetapkan dalam pasal 148 dan
dengan tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal 50, pengadilan
dalam perkara perdata dan hukum perdata dalam daerah-daerah
bagian dilakukan oleh pengadilan yang diadakan atau diakui dengan
atau atas kuasa undang-undang daerah bagian itu.

Pasal 152
Tataan, kekuasaan danjalan - pengadilan - pengadilan-pengadilan
yang diadakan atas kuasa undang-undang daerah bagian, ditetapkan
dengan undang-undang itu.
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(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas
perbuatan-perbuatan pengadilan tertinggi daerah bagian, menurut
aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

(2) Mahkamah itu melakukan pengawasan tertinggi, juga menurut
aturan-aturan undang-undang federal, atas pengadilan-
pengadilan lain yang diadakan dengan atau atas kuasa Undang-
undang daerah bagian tetapi hanya selama tidak diadakan
pengawasan tertinggi lain oleh daerah bagian itu.

Pasal 154 :

(1) Keputusan Kehakiman yang diambil oleh pengadilan-pengadilan
yang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-
undang daerah bagian sedang keputusan itu dapat dijalankan
dalam seluruh daerah hukum daerah bagian itu, dengan cara
sedemikian dapat dijalankan juga di lain-lain tempat di Indone-
sia.

(2) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan akta-akta yang
dapat dijalankan di seluruh Indonesia , dengan cara yang seboleh-
bolehnya sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum
daerah. -

Pasal 155
Undang-undang daerah bagian mengatur kekuasaan pengadilan-
pengadilan yang diakui dengan atau atas kuasa undang-undang itu.

Pasal 156

(1) Jika Mahkamah Agung atau pengadilan-pengadilan lain yang
mengadili dalam perkara perdata atau perkara hukuman perdata,
beranggapan bahwa suatu ketentuan dalam peraturan
ketatanegaraan atau undang-undang suatu daerah bagian
berlawanan dengan Konstitusi ini, maka dalam keputusan
kehakiman itu juga, ketentuan itu dinyatakan dengan tegas tak
menurut Konstitusi.

(2) Mahkamah Agung berkuasa juga menyatakan dengan tegas
bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau
dalam undang-undang daerah bagian tak menurut Konstitusi, jika
ada surat permohonan yang beralasan yang dimajukan, untuk
Pemerintah Republik Indonesia Serikat, oleh atau atas nama Jaksa
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aaerah-bagian yang lain, oleh kejaksaan pada pengadilan tertinggi
daerah bagian yang dimaksud kemudian.

Pasal 157
Sebelum pernyataan tak menurut Konstitusi tentang suatu
ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang
suatu daerah bagian untuk pertama kali diucapkan atau disahkan,
maka Mahkamah Agung memanggil Jaksa Agung pada Majelis
itu, atau kepala kejaksaan pada pengadilan tertinggi daerah bagian
bersangkutan, untuk didengarkan dalam majelis pertimbangan.
Keputusan Mahkamah Agung yang dalamnya pernyataan tak
menurut Konstitusi untuk pertama kali diucapkan atau disahkan,
diucapkan pada sidang pengadilan umum.
Pernyataan itu selekas mungkin diumumkan oleh Jaksa Agung
pada Mahkamah Agung dalam warta resmi Republik Indonesia
Serikat. ”

Pasal 158

Jika dalam perkara perdata atau dalam perkara hukuman perdata,
pengadilan lain daripada Mahkamh Agung menyatakan suatu
ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang
daerah bagian tak menurut Konstitusi, dan Mahkamah Agung
karena sesuatu sebab memeriksa perkara itu, maka karena
jabatannya ia mempertimbangkan dalam keputusannya apakah
pernyataan tak menurut Konstitusi itu dilakukan pada tempatnya.
Terhadap pernyataan tak menurut Konstitusi sebagai dimaksud
dalam ayat yang lalu, pihak-pihak yang dikenai kerugian oleh
pernyataan itu dan yang tidak mempunyai alat hukum
terhadapnya, dapat memajukan tuntutan untuk kasasi karena
pelanggaran hukum kepada Mahkamah Agung.

Jaksa Agung pada Mahkamah Agung dan juga kepala kejaksaan
pada pengadilan tertinggi daerah bagian itu dapat karena
jabatannya memajukan tuntutan kepada Mahkamah Agung untuk
kasasi karena pelanggaran hukum terhadap pernyataan tak
menurut Konstitusj yang tak berubah lagi sebagai dimaksud dalam
ayat angka 1.

Pernyataan tak menurut Konstitusi tentang suatu ketentuan dalam
peraturan ketatanegaraan suatu daerah bagian oleh pengadilan
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berdasarkan pernyataan tak menurut Konstitusi yang sudah
dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap ketentuan itu dan
yang telah diumumkan menurut pasal 157, haruslah disahkan oleh
Mahkamah Agung, sebelum keputusan kehakiman yang
berdasarkan atasnya dapat dijalankan.

Permohonan untuk pengesahan dirundingkan dalam majelis
pertimbangan. Permohonan itu ditiadakan jika pernyataan tak
menurut Konstitusi itu dihapuskan sebelum perundingan itu
selesai.

Jika Mahkamah. Agung menolak permohonan pengesahan itu,
maka Mahkamah menghapuskan keputusan kehakiman yang
memuat pernyataan tak menurut Konstitusi sekedar itu dan
Mahkamah itupun bertindak selanjutnya seakan-akan salah suatu
pihak telah memajukan tuntutan untuk kasasi karena pelanggaran
hukum. ;

Tentang yang ditentukan dalam pasal ini dan kedua pasal yang
lalu, dengan Undang-undang Federal dapat ditetapkan aturan- .
aturan lebih lanjut, termasuk tenggang-tenggang.

Pasal 159
Pengadilan perkara hukuman ketentaraan diatur dengan undang-

undang federal.

@

@)

Pasal 160
Presiden mempunyai hak memberi ampun dari hukuman-
hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman.
Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasehat dari Mahkamah
Agung, sekadar dengan undang-undang federal tidak ditunjuk
pengadilan yang lain untuk memberi nasehat.
Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan kehakiman itu
tidak dapat dijalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut
aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal,
diberikan kesempatan untuk memberi ampun .
Amnesti hanya dapat diberikan dengan undang-undang federal
ataupun, atas kuasa undang-undang federal, oleh Presiden
sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.

.
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Pasal 161
Pemutusan tentang sengketa yang raengenai hukum tata usaha
diserahkan kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata
ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi jika demikian
seboleh-bolehnya dengan jaminan yang serupa tentang keadilan dan
kebenaran.

Pasal 162
Dengan undang-undang federal dapat diatur cara memutuskan
sengketa yang mengenai hukum tata usaha dan yang bersangkutan
dengan peraturan-peraturan yang diadakan dengan atau atas kuasa
Konstitusi ini atau yang diadakan dengan undang-undang federal,
sedang peraturan-peraturan itu tidak langsung mengenai semata-mata
alat-alat perlengkapan dan penghunij satu daerah bagian saja, termasuk

badan-badan hukum publik yang dibentuk atau diakui dengan atau

atas kuasa suatu undang-undang daerah bagian itu.

Pasal 163

(1) Di mana di dalam bagian ini disebut 'undang-undang’, maka
dimaksud dengan itu undang-undang federal maupun undang-
undang daerah bagian, kecuali jika ditetapkan yang sebaliknya.

(2) Di mana di dalam bagian ini disebut 'undang-undang daerah
bagian' maka dimaksud dengan itu peraturan-peraturan yang
ditetapkan oleh alat pengundang-undang daerah bagian yang
tertinggi.

(3) Di mana dalam pasal 154, 156 dan 158 bagian ini dimaksud
'keputusan kehakiman', maka dengan itu dimaksud pula
penetapan-penetapan kehakiman.

Bagian IV
Keuangan

Babakan I
Hal Uang

Pasal 164
(1) Di seluruh daerah Republik Indonesia Serikat hanya diakui sah,
alat-alat pembayar yang aturan-aturan pengeluarannya ditetapkan
dengan undang-undang federal.
(2) Satuan hitung untuk menyatakdn alat-alat pembayar sah itu
ditetapkan dengan undang-undang federal.
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(3) Undang-undang federal mengakui sah alat-alat pembayar baik
hingga jumlah yang tak terbatas maupun jumlah terbatas yang
ditentukan untuk itu. '

(4) Pengeluaran alat-alat pembayar yang sah dilakukan oleh atau atas
nama Pemerintah Republik Indonesia ataupun oleh Bank Sirkulasi.

Pasal 165
(1) Untuk Indonesia ada satu bank sirkulasi.
(2) Penunjukkan sebagai bank sirkulasi dan pengaturan tataan dan
kekuasaannya dilakukan dengan undang-undang federal.

Babakan 2
Pengurusan Keuangan Federal Anggaran-Pertanggungjawab-Gaji

Pasal 166
(1) Pemerintah memegang pengurusan umum keuangan federal.
(2) Keuangan Republik Indonesia Serikat dipimpin dan ditanggung-
jawabkan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan
undang-undang federal.

~ Pasal 167
Dengan undang-undang federal ditetapkan anggaran semua
penge-luaran Republik Indonesia Serikat dan ditunjuk pendapatan-
pendapatan untuk menutup pengeluaran itu.

Pasal 168

(1) Usul undang-undang penetapan anggaran umum oleh peme-
rintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum
permulaan masa yang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu
tidak boleh lebih dari dua tahun.

(2) Usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiap-tiap kali
jika perlu dimajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan
Kakyat.

(3) Usul undang-undang dimaksud dalam kedua ayat yang lalu
dirundingkan pula oleh senat atas dasar ketentuan-ketentuan
Bagian II Bab ini.

Pasal 169
(1) Anggaran terdiri bagian-bagian yang masing-masing sekadar
perlu, dibagi dalam dua bab, yaitu satu untuk mengatur
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pengeluaran-pengeluaran dan satu lagi untuk menunjuk
pendapatan-pendapatan.
Bab-bab terbagi dalam pos-pos.
(2) Untuk tiap-tiap Departemen Kementerian anggaran sedikit-
dikitnya memuat satu bagian. .
(3) Undang-undang penetapan anggaran masing-masing memuat
tidak lebih dari satu bagian. )
(4) Dengan undang-undang dapat diizinkan pemindahan.

Pasal 170
Penerimaan dan pengeluaran Republik Indonesia Serikat
ditanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sambil

memajukan perhitungan yang disahkan oleh Dewan Pengawas -
- Keuangan menurut aturan-aturan yang diberikan dengan undang-

undang federal.

Pasal 171
Tidak diperkenankan memungut pajak untuk keguhaan kas fed-
eral , kecuali dengan kuasa undang-undang federal.

Pasal 172
(1) Pinjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia Serikat tidak
dapat diadakan, dijamin atau disahkan, kecualj dengan kuasa
undang-undang federal.
(2) Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan-aturan yang
akan ditetapkan dengan undang-undang federal , mengeluarkan
bilyet-bilyet dan promes-promes perbendaharaan.

Pasal 173

(1) Dengan tidak mengurangi yang diatur dengan ketentuan-
ketentuan khusus gaji-gaji dan lain-lain pendapatan anggota
majelis-majelis dan pegawai Republik Indonesia Serikat ditentukan
oleh pemerintah, dengan mengindahkan aturan-aturan yang akan
ditetapkan dengan undang-undang federal dan menurut azas,
bahwa dari jabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain
daripada yang dengan tegas diperkenankan.

(2) Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan
yang diterangkan dalam ayat 1 kepada alat-alat perlengkapan lain
yang berkuasa.

(3) Pemberian pensiun kepada pegawai Republik Indonesia Serikat
diatur dengan undang-undang federal.
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Bagian V
Perhubungan Luar Negeri

Pasal 174 .
Pemerintah memegang pengurusan perhubungan luar negeri.

Pasal 175
(1) Presiden mengadakan dan mensahkan segala Pexjanjian (traktat)
dan persetujuan lain dengan negara-negara lain.
Kecuali jika ditentukan lain dengan undang-undang fede-r.al,
perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan jika
sudah disetujui dengan undang-undang. . .
(2) Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain,
hanya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Serikat dengan
kuasa undang-undang federal.

Pasal 176
Berdasarkan perjanjian dan persetujuan yang tersebut dalam pasal
175 Pemerintah memasukkan Republik Indonesia Serikat ke dalam
organisasi antar negara.

Pasal 177
Pemerintah berusaha memecahkan perselisihan-perselisihan
dengan negara-negara lain dengan jalan damai dan dalam hal. itu
memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima
pengadilan atau perwasitan antar negara.

Pasal 178
Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia Seril.<at pada
negara-negara lain dan menerima wakil negara-negara lain pada
Republik Indonesia Serikat.

Bagian VI
Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum

Pasal 179
'Undang-undang federal menetapkan aturan-aturan tentang hak
dan kewajiban warganegara yang sanggup membantu memper-
tahankan kemerdekaan Republik Indonesia Serikat dan membela

daerahnya.
265

Otonomi atau Federalisme
Diterbitkan oleh Haran Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan



14!

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAK(,%N TIDAK TERPUJI

la mengatur cara menjalankan hak dan kewajiban itu dan menentukan
kecualinya. '

: Pasal 180
(1) Tentara Republik Indonesia Serikat bertugas melindungi
kepentingan-kepentingan Republik Indonesia Serikat.
Tentera itu dibentuk dari mereka yang sukarela masuk tentara dan
mereka yang wajib masuk tentara.
(2> Undang-undang federal mengatur masuk tentara yang diwajibkan.

Pasal 181

(1) Pemerintah memegang pengurusan pertahanan.

(2) Undang-undang federal mengatur pembentukan, susunan dan
tataan, tugas dan kekuasaan alat perlengkapan yang diberi
kewajiban menyelenggarakan kebijaksanaan pertahanan pada
umumnya, mengorganisasi dan membagi tugas tentara dan dalam
waktu perang memimpin perang.

Pasal 182

(1) Presiden jalah Panglima tertinggi tentara Republik Indonesia
Serikat.

(2) Pemerintah, jika perlu, menaruh tentara di bawah panglima
umum, Menteri Pertahanan dapat dutunjuk merangkap jabatan
itu.

(3) Opsir-opsir diangkat, dinaikkan pangkat dan diberhentikan oleh
atau atas nama Presiden menurut aturan-aturan yang ditetapkan
dengan undang-undang federal. :

Pasal 183
Pemerintah tidak menyatakan perang, melainkan jika hal itu
diizinkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.
Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat memutuskan perizinan itu
dalam rapat bersama, seakan-akan mereka satu badan, diketuai oleh
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 184
(1) Dengan cara dan dalam hal-hal yang akan ditentukan dengan
undang-undang federal, Pemerintah dapat menyatakan daerah
Republik Indonesia Serikat atau bagian-bagian daripadanya dalam
keadaan perang atau dalam keadaan darurat perang, sekadar dan
selama ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan
dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.
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Undang-undang federal mengatur akibat-akibat pernyataan
demikian itu dan dapat pula-menetapkan, bahwa kekuasaan-
kekuasaan alat-alat perlengkapan kuasa sipilyang berdasarkan
Konstitusi tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnya atau
sebagian beralih kepada alat-alat perlengkapan sipil yang lain
ataupun kepada kuasa ketentaraan, dan bahwa penguasa-
penguasa sipil takluk kepada penguasa-penguasa ketentaraan.

Pasal 185

(1) Daerah-dareah bagian tidak mempunyai tentara sendiri.

(2) Untuk menjamin ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum,
maka atas permintaan pemerintah daerah bagian Pemerintah
Republik Indonesia Serikat dapat memberi bantuan ketentaraan
kepada daerah bagian itu. Undang-undang federal menetapkan
aturan-aturan tentang hal itu.

BAB YV
Konstituante

Pasal 186
Konstituante (sidang pembuat konstitusi), bersama-sama dengan
pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi Republik Indone-
sia Serikat yang akan menggantikan konstitusi sementara ini.

Pasal 187

(1) Rancangan konstitusi dibuat oleh Pemerintah dan dengan amanat
Presiden disampaikan kepada konstituante untuk dimusyawarah-
kan, demi sidang itu berapat.

(2) Pemerintah menjaga, supaya rancangan konstitusi berdasarkan
pembangunan Republik Indonesia Serikat dari negara-negara
sesuai dengan kehendak rakyat, sebagai yang akan dinyatakan
dengan cara demokrasi menurut yang ditetapkan dalam pasal 43
sampai dengan 46.

(3) Berkenaan dengan menjalankan yang ditetapkan dalam pasal-
pasal yang tersebutdalam ayat yang lalu, undang-undang federal
akan mengadakan tindakan-tindakan yang perlu, sehingga
pernyataan suara rakyat yang diperlukan, diperoleh dalam satu
tahun sesudah konstitusi ini mulai berlaku.
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Pasal 188
Konsituante dibentuk dengan jalan memperbesar Dewan
Perwakilan Rakyat yang dipilih menurut pasal 111dan Senat yang
baru yang ditunjuk menurut pasal 97, dengan anggota-anggota
luar biasa sebanyak jumlah anggota biasa majelis itu masing-
masing.
Anggota-anggota luar biasa itu dipilih ataupun ditunjuk atau
diangkat dengan cara yang samasebagai anggota biasa.
Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi anggota-anggota biasa
berlaku pula bagi mereka itu.
Pemerintah mengadakan persedian, sekedar perlu dengan
mufakat dengan daerah-daerah bagian, untuk menjamin supaya
anggota-anggota luar biasa Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat
dipilih, diangkat ataupun ditunjuk pada waktunya. '
Rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, keduanya
dengan jumlah anggota dua kali lipat, itulah konstituante.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ialah Ketua konstituante, Ketua
Senat ialah Wakil Ketua.
Yang ditetapkan dalam pasal 87, 93, 94,ayat 3 dan 4, 95 dan 105,
berlaku demikian juga bagi konstituante.
Rapat-rapat Konstituante terbuka bagi umum, kecuali jika
dianggap perlu oleh Ketua menutup pintu ataupun jika sekurang-
kurangnya 25 anggota menuntut hal itu.

Pasal 189
Konstituante tidak dapat bermufakat atau mangambil keputusan
tentang rancangan konstitusi baru, jika pada rapatnya tidak hadir
dua pertiga dari jumlah anggota sidang.
Konstituante berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam
rancangan konstitusi. Konstitusi baru berlaku, jika rancangannya
telah diterima dengan sekurang-kurangnya dua pertiga dari
jumlah suara anggota yang hadir dan kemudian disahkan oleh
Pemerintah.
Apabila Konstituante sudah menerima rancangan konstitusi, maka
dikirimkannya rancangan itu kepada Presiden untuk disahkan
oleh pemerintah.
Pemerintah harus mensahkan rancangan itu dengan segera.
Kepada tiap-tiap negara-bagian akan diberikan kesempatan
menrima konstitusi.
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Dalam suatu negara bagian tidak menerima konstitusi itu, maka
negara berhak bermusyawarahkan tentang suatu perhubungan
khusus dengan Republik Indonesia Serikat dan kerajaan
Nederland.

BAB VI
Perubahan, Ketentuan-ketentuan Peralihan
dan Ketentuan-ketentuan Penutup.

Bagian I
Perubahan

Pasal 190
Dengan tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal 51 ayat
kedua, maka Konstitusi ini hanya dapat diubah dengan undang-
undang federal dan menyimpang dari ketentuan-ketentuannya
hanya diperkenankan atas kuasa undang-undang federal; baik
Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat tidak boleh bermufakat
atau pun mengambil keputusan tentang usul itu, jika tidak
sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota sidang
menghadiri rapat.
Undang-undang sebagai dimaksud dalam ayat pertama
dirundingkan pula oleh Senat menurut ketentuan-ketentuan
Bagian II Bab IV.
Usul undang-undang untuk mengubah Konstitusi ini atau
menyimpang dari ketentuan-ketentuannya hanya dapat diterima
Dewan Perwakilan Rakyat atau oleh Senat dengan sekurang-
kurangnua dua pertiga jumlah anggota yang hadir.
Jika usul itu dirundingkan lagi menurut yang ditetapkan dalam
pasal 132, maka Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat
menerimanya dengan sekurang-kurangnya tiga perempat dari
jumlah suara anggota yang hadir.

Pasal 191
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan umum tentang
mengeluarkan dan mengumumkan undang-undang federal, maka
perubahan-perubahan dalam konstitusi diumumkan oleh
Pemerintah dengan keluhuran menurut cara yang akan
ditentukannya.
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Naskah konstitusi yang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh
Pemerintah setelah, sekadar perlu, bab-bahnya, bagian-bagian tiap
bab dan pasal-pasalnya diberi nomor berturut dan penunjukan-
penunjukannya diubah.

Alat-alat perlengkapan berkuasa yang sudah ada dan peraturan-
peraturan serta keputusan-keputusan yang berkaku pada saat
suatu perubahan dalam konstitusi mulai berlaku, dilanjutkan
sampai diganti dengan yang lain menurut konstitusi, kecuali jika
melanjutkannya itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru
dalam konstitusi yang tidak memerlukan peraturan undang-
undang atau tindakan-tindakan menjalan yang lebih lanjut.

Pasal 192

Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan
tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku,
tetap berlaku dengan tidak Berubah sebagai peraturan-peraturan
dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri,
selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan
itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan
ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini.
Pelanjutan peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-
ketentuan tata usaha yang sudah ada sebagai diterangkan dalam
ayat satu hanya berlaku, sekadar peraturan-peraturan dan
ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan Piagam Pemulihan Kedaulatan, Statut Uni, Persetujuan
Peralihan ataupun persetujuan-persetujuan yang lain yang
berhubungan dengan pemulihan kedaulatan dan sekadar
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak berlawan-
an dengan ketentuan-ketentuan konstitusi ini yang tidak
memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan-tindakan
penjalankan. :

Pasal 193

Sekadar hal itu belum ternyata dari ketentuan-ketentuan konstitusi
ini, maka undang-undang federal menentukan alat-alat
perlengkapan Republik Indonesia Serikat yang akan menjalan
tugas dan kekuasaan alat perlengkapan yang menjalan tugas dan
kekuasaan itu sebelum pemulihan kedaulatan, yakni atas dasar
perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena pasal 1.

Pemerintah dengan segera akan menunjuk seorang wakil dinegeri
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Belanda yang sambil menunggu peraturan-peraturan akan
diadakan nanti menjalankan atas namanya segala kekuasaan
pengurus yang sebelum pemulihan kedaulatan, dijalankan untuk
pemerintah Indonesia dulu oleh alat-alat perléngkapan Belanda
di negeri Belanda.

Pasal 194
Sambil menunggu pengaturan kewarganegaraai: dengan undang-
undang yang tersebut dalam ayat 1 pasal 5, maka yang sudah
warganegara Republik Indonesia Serikat, ialah mereka yang
mempunyai kewarganegaraan itu menurut persetujuan yang mengenai
penentuan kewarganegaraan yang dilampirkan pada Piagam
Pemulihan Kedaulatan.

Pasal 195

Apabila suatu pokok yang pada saat konstitusi ini mulai berlaku,
maka dalam yang diterangkan dalam lampiran konstitusi ini,
diselenggarakan oleh suatu daerah bagian, maka daerah bagian itu
berkuasa melanjutkan menyelengarakan pokok itu hingga Republik
Indonesia Serikat mengambil tugas penyelenggaraan itu.

Jika demikian, maka daerah bagian dalam melanjutkan
penyelenggaraan itu untuk sementara, akan bertindak sesuai dengan
pendapat lebih tinggi alat-alat perlengkapan federal yang
bersangkutan. '

Bagian III
Ketentuan-ketentuan Penutup

Pasal 196
Segera setelah konstitusi ini mulai berlaku, Pemerintah mewajitkan satu
atau beberapa panitia yang diangkatnya, untuk menjalan tugas sesuai
dengan petunjuk-petunjuknya, bekerja mengikhtiarkan, supaya aturan-
aturan yang diperlukan oleh kenstitusi ini diadakan, serta supaya pada
umumnya sekalian perundang-undangan yang sudah ada pada saat
tersebut disesuaikan kepada konstitusi.

Pasal 197
(1) Konstitusi ini mulai berlaku pada saat pemulihan kedaulatan.
Naskahnya diumumkan pada hariitu dengan keluhuran menurut
cara yang akan ditentukan oleh Pemerintah.
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Jikalau dan sekadar sebelum saat yang tersebut dalam ayat 1,
sudah dilakukan tindakan-tindakan untuk membentuk alat-alat
perlengkapan Republik Indonesia Serikat dan untuk menyiapkan
penerimaan kedaulatan, sekalian atas dasar ketentuan-ketentuan
konstitusi ini, maka ketentuan-ketentaun itu mulai berlaku surut
pada hari tindakan-tindakan bersangkutan dilakukan.
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Lampiran 3

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957
tentang .
Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

Presiden Republik Indonesia

Menimbang;

a.

bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan maka
Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang
berhak mengurus rumah tangganya sendiri, perlu diperbaharui
sesuai bentuk Negara Kesatuan; )

bahwa pembaharuan itu perlu dilakukan dalam suatu Undang-
undang yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

Mengingat; pasal-pasal 89, 131 jo 132 Undang-undang Dasar

Sementara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

II.

Memutuskan:

Mencabut:

a. Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1948;

b. Undang-undang Negara Indonesia Timur no. 44 tahun 1950;

¢.  Peraturan’perundang-undangan lainnya mengenai Pemerin-
tahan Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya
sendiri. '

Menetapkan: .

Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.
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Lampiran VI

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 1

Sumber:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 1, 18 Desember 1949, Bundel

RIS, no. 2. Koleks1 Arsip Nasional Republik Indonesia.
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PRESIDEN nor. 1/53.
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT 1-1-753.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 1 TAHUN 1949.%

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Menimbang : bahwa perlu menundjuk Pembentuk-pembentuk Kabinet ;
Mengingat : pasal 74 Konstitusi Republik Indonesia Serikat ;
Dengan persetudjuan kuasa-kuasa dari daerah-daerah bagian sebagai

tersebut dalam 69 Konstitusi Republik Indonesia Serikat ;

Memutuskan:

Drs. Mohamad Hatta

Menundjuk :
- lde Anak Agung Gde Agung
- S.P. Sultan Hamengku Buwono IX
- S.P Sultan Hamid II

mendjadi Pembentukan Kabinet.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 18 Desember 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ttd.
SOEKARNO.

¥ Arsip ini diketik sesuai dengan aslinya dengan pertimbangan hasil foto kopi arsip mengalami
kerusakan.
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Lampiran VII

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 2

Sumber:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 2, 20 Desember 1949, Bundel

RIS, no. 3. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

nor. 2/53.
1-1-"53.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 2 TAHUN 1949 *8

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa perlu mengangkat seorang Perdana Menteri dari para
Pembentuk Kabinet ;
Menimbang : bahwa perlu pula mengangkat para Menteri jang lain ;
Mengingat : a. Andjuran dari para Pembentuk Kabinet ;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 1 tahun 1949
dan pasal 74 Konstitusi Republik Indonesia Serikat ;

Memutuskan:
Mengangkat sebagai :
1. Perdana Menteri, sementara

merangkap Menteri Luar Negeri Mohammad Hatta

2. Mentern Pertahanan Hamengku Buwono IX

3. Menteri Dalam Negeri Ide Anak Agung Gde
Agung

4. Menteri Keuangan Mr. Sjafruddin
Prawiranegara

5. Menteri Kemakmuran Ir. Djuanda

6. Menteri Perhubungan,

Tenaga dan Pekerjaan Umum Ir. H. Laoh

Menteri Kehakiman

Menteri Pendidikan,

Pengadjaran dan Kebudjaan

Prof. Mr. Dr. Supomo

Dr. Abu Hanifah

# Arsip ini diketik sesuai dengan aslinya dengan pertimbangan hasil foto kopi arsip mengalami

kerusakan.
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10.
11.

12.

15.

16.

Mentern Kesehatan
Menteri Perburuhan

Menter1 Sosial

Menter1 Agama

. Menteri Penerangan

14.

Menteri Negara zonder
portefeuikke
Menteri Negara zonder
portefeuikke
Menteri Negara zonder

portefeuikke

Dr. J. Leimena

Mr. Wilopo

Mr. Mohammad
Kosasih Purwanegara
K. H. Wahid Hasjim

Arnold Mononutu

Sultan Hamid 11
Mr. Mohammad Rum

Dr. Suparmo

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 20 Desember 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ttd.
SOEKARNO.

Pembentuk-pembentuk Kabinet :

I. ttd.

Mohammad Hatta.
2. ttd.

Gde Agung.
3. ttd.

Hamengku Buwono.
4. ttd.

Hamid.
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Lampiran VIII

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat

Sumber:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat, April 1950, Bundel RIS, no. 10.

Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.
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A B KEPUTUSAN FRESIDEN RIPUBLIE. ‘
:\;y ' INDONESTA SERINATL,
D : NO. e tahun.....

CRAMT :REoTD { REFUBLIK INDONESIA'SERIKAm;

Nunwmbang, bahwa oe“lu ditetepkan lingkungan pekerdjaan dan nani
berbagal Kementerian-Kementerian Republik Indonesia Serikat;

(5-923)

M@ﬁgingat akan rasg 69 dan 74 ajat $Konstitusi Sémentara Reru-
- blik Indonesia Serikat; '

MEMUTUSKAN:
mcncntu wn sebagnl berikut:
Fasul 1.

1. Kementerian-kementerizn Republik Iauonusxa Serikat adaloh:

1, Xemsnterian Pertahanan; ) _

2. Kementerian Luuar Negeri; . : ,

3., Kementerian Daolam Negeri, ' T
4, Kementerian Keuangan; ; & _
'S, Kementerian hcmqknurﬁh, 3] . : a
§. Kenme ntk¢1uu nehﬁklnan Po0 o : ' ' :
7. Xementerinzn rhubun el Ten&ga dAn Pekerd jran Ummon,

o menterian heSéhat«n '

9. Kementerian Pendidikan, Pung‘djaran dan Kebudalnon,
10. Kementerian -Sosial; :
11. Xementerian Perburuphan;

~l2, Kementerian Agama; .
13, Kementerian thura“ou .

J
3

S Derkenein dengan l;nrkungan thtrd S840 hLﬂtw“W—m nteri, mahs bor-
lzkuleh ketentuan-kebentusn be;lﬁut sekador jaag meliputi P‘”““
rinta lan federal. ' : ‘

F

Fasal 2.

ang termasuk lingkungan pekerdjasn Keme cnterier
. membentuk; memelihara dan mendjaga supajs te ta

.- ik sl poran didalumnju termasuk urus:n Kowa

tera dan Kows 3ib“: tjadanpian masuk tenters; ;
b, pcemondoxan daa penjsebarcn pvmondoAu“ tentora. (disleka
¢. menjusun dan menjesuaikan kepzda -zoman Sgdr~t~;bur“t
dakan untuk organisasi anggauta-angzauta dan ujhﬂﬂebi'

S &

Ho-

Katan ppL,ﬂé_ ditilik dari sudut siasat perang ;
d. segl-organisasi gesul dengan sjarat-gjzrat jong ditetap
C; : ' '
LS nelan ﬁngkﬂt?n perwug;

T, memberi bantuln militer dan armadls;
g. keadionn perang dan keedaan darurat peranz; o
A, Kerdjz sama - dalanm llvgkquwn Unl dilapangan Pertancnar
1. wrusan-urusio mengenti gerakan ongkotan pu“““ﬁ piciugitel
tan, p?fjol“'Jt”n ﬂenuran siasat persang, DCQ\j'rT
HQ&LQxhtJQ derngan xqpal dan perhubungan; T .
J. menzadakan rentjan{—r dtjand dnn me ”bxrl petund jui-r. tuad jul
untui perang gduakﬁnmaApergunakan industri; ' -

k., mengumpulkan ketershgen-keterangnn inng penting DAL bl
Negori; o S
2. bongunon-banguncn pertzhonan don bhnounan-bongunan lain jang
mand jadl kKeventingun ailiter;
o -
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M, urusan-yrus:in polltlk mlllter dan ckononl ailiter; upatjosa-upa-
tjarz kemiliteran; = ‘ ' '
n. pemeliharazn ketobiban, keso 1alun dgn DCHvlthTWJH korohanizn 7io-
ra militer; e . _ _ IR
0. taenda-tanda djasa kemllltcrnn" : L '
P. Susunan pegawai ‘sipil, ]nng dlbutuhxun dilam p nglakﬂdnﬁdn”tuﬂﬂﬂ'
aoleh Kcmnntvr1*n° o T
g, arsip ilmu pering; e St
r. L\ﬂ‘ld*“_n~wund1d1k1n henillturln. T S
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F"S\]l L . co '_“.

Lrriasuk llngkungan pekordgaun Rbmentorlan Tuar noﬂ erl

~. perrubungan politik dengan negara-negara asing; o i mc

&, “nrwv dlploqqtlk don perumahan. kOrDu_ﬂlPl)WatLh, '

o, porutusan-psrutusan luor biasa; :

4 puinuoung,r ~-perhubungan sntar., P\m r‘th” dengan radja-radja dan
kepula-kepala negora zsing; ! T T

. Jﬂkll-Wﬂkll Kekonsolan; ' ' : s

o hak=-hak istimewa 01ﬁlom tik den 1mmun1tct o

. turut-serts vade porndilan dntarnmgﬁr (1ntvru4810q 1)

. urusan-urusan mengendl perserikatun Bangsa-bangsa; o

. pemberitihusn dari duta- dut2 besur dan dut‘—dutq m@ngeh&i urusan

Dolltlf" - R, 7
Je o -rllnduno-n kopentingan Indonesls dlluQ- ne3 3r1,~- ¥

HOTMm O

%, koordinasi prn]eleneburaun Urusan-urusin Uni, sokna iy mengenai.ko—
bld}aL°°ﬂ an tentzsng urusan luar-negeri dan delzm arti-jg¥g luas
xvdl=-=1m° dﬂlﬁn llnohun an Uni dilapangan percn 1Dur“° luar-ness -
i o

1. Dfrhubunr 2N, dfn?=n wakil-wakil luar negeri;

m, ncnd1d1K=n untuk djawatan luar-negeri; . ' )

n. mas2aluh-wasaalal, Jungmbnbcnal pOLJ«ndJl”n-purdJ?nd]laﬁ antara ne--
c»rn-nbv°ru,‘ ‘e

0. porhuwunggn ‘kebudajnan ﬁnuﬁrncbarw i J

D+ peneTimean orang-orong jing perlu dltﬂlonh, T

Q. wras:n antarnegaras dalsn L Apangan wmnun dan Keuangan serty skonoul,

x|

juing mengenail porhubtunzan doostn nogara-nezars asing

@
=
-
-

Jand Sermosulk lingkungon pUﬁbrdJJan Komenbcorian Dalen Nu?““l

. pomerintznan dolam negeri; organisasi hukum nbgara dzn huin
v"ﬂka pemerintohan dan urusan- kotqpradja'

D. péenjelenggaraan kekuascaon mengenali pentJ ybutan nok

LEan umunm gund Keperluan usaha-uscha, sekadar tidok n"Qh»
ngan pekerd jaun Kementerian- humfntﬁrl" C1lainngag :
C nJClDDgﬂaraﬁp kepolisian, sekadar qu . dloebonkon atau

nan kepada alat-alat perlsagkopun prnguas2 lai nn;n
&, urusan agraria; . ' —
U. o Urusan pindgﬂmaﬂ rax'“t ‘
£, glaksanzan piruturan-poraturun tentang mendiriken fabrix-fabrik
’ ¢rusghaan-perusahoan pefddgdnfal'
voERn 2£as pemasukan dan perbund jukan pllem ni lsn‘
24 mompuanL, mempurnlAnakan dqn ponz:

©
::s_mx

C

-
"
-

£
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-
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fang termasux lingiungan pekerdjaan Kerenturian Keusn
. MENgawasan umum, 2tas pendapdfan dan pengeluaran Ju -
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+.£4m3 uapg-uang masuk, serta DONZRWASEN umun atao nendapatﬂn dar Lo
S ngelueTan. tas tanggunban fihak kKetigay .
.man;empurnqkan ketetausahann kauangun Jﬂn" Balk dan Pvﬂ caian Doy
dari, padu pondep atna-pendulut,n,ﬂeﬂerl,,. G e
Mne;ﬂggkaﬁn kguangan; ooa0T 0 N _;r" T
By usunan anve TAN UL} e o L Lo
ntj;nr NZZaAran. \mum . unouh Do nge lquﬂn cun rendapz _
SeKa dAr twdak ‘dibebankan atau dlberuhkan kepad 53 alat-alat parlong- -
; k:pan-popjuns lalnnJa'-“ . e
:f pen;¢1010garaan :ANIEaran, 'scmlﬂ”r tidak leOUuﬁ an*atau d1UVrm4;an
kepada® alat~alat pcrlcngkip;u~';nvuﬂ 2 lainnja; - _
oL Sn jusun perhitungan, wmun - peni;pﬂ an . dan. punﬁuludran' :
f,membuat perhitungnn punddr anednn. pdngéluaren, sekadar . tld k ‘dibe-
- .banken atau diseratkan. kbpadJ 4iu,-ul“t PEX luub<apan-penou°°d lainn]z;
i-l.urusdn bank dan urusan uang; = . 5 g
-,:;QJ.kerd]J.suma dalam lingkungen Uni dllJUungan kuuﬁngan” . :
i -K.pengurusan ubtang-utang denzon. N:.uu poaba jaran olnokat:(vlottend)
dan wakty pembajsran pandjang: P g — L
:;l,pe1~urusan dan pen Jantunun KvpbrluJL (a3 —i0i S Negara;
akuntan; . S e
;.ﬁ?JJﬁk—pudJJK dan - ﬂcndeatan-pcnd'patun Jﬁn, dlloLoqg“qn atau tidalk
diborongkan, 'Sekadur.pertjampuran tangan dslamnjiz biada dibebaukan
atau dissra hkan kepada dlat-alat \nlL.ngh‘pun—pcnguauq ¢31nn]J,
o.padjsx buml dan wang rodi (Hoofdgeld)
T b“u— masuk dan. tda- kuluar dan tjukai-tjlkai
l.urngan lelang; .. - _ . R AT L
_.ngwatan Pegadaian; - i R PR ]
ol jrdn,.wf.
1 Dxﬂﬁh silan.gara m,'. - - L 3 : : e |
u.uruSJn perdjslanan;. . . o B - BERSS |
r.tabungan-tabungan: pen51un Janﬂ dleWJh pongawasan Nogard ;. sbkniﬁ
pertjampuran, tanban dalaana tiada dibebankan atﬁu,dlsof
Soda alat-alat‘perlengkapan punvuﬁﬂu lJlnnJ“. b :

‘ Fuoal 6 L ' '
J3ng. Lormaouh llngkungan pekerdjaan Vompnterlan Yomakmuran(;rnuun Eko-
némi) izlah’
;.ncswﬂnh—zaﬁﬁﬂah'unum dllupqngan perbkonoml n da kerdja~
Yngiungan Uni dllapangﬂn purekonomlan, : : : -
o,tidakan- tlndmkj.dllupanv=n pértdnian, MﬁrJdll*"n U?”dﬂguicdﬂy dan
- perikanan jaug ternjata perlu dalam keddddn chusus;
_‘oorwah lun Devd¢ dngon d“p poananggn DbIngqn“Jﬂ dld l¢m\ an d1¢u~
ar Négeri ' :

j8s
fr
G
o
t

Ll’lCJ pc

rl; :
B ”DGTblLK; orE2 nisasi . pur*konon¢an puru ﬂh32n~ Deru ‘bJJH d lom re-
B jurl . ' _ , o
f.DeﬂCFW““”' entang Vbr'dj"n"D periom Jh,)fr(uﬁdruf d ol pEIl CETIAn

I

50 ta PLTULLKEP perindustrian besi ¢t jil dalan negerl;djuga
mn‘- kukan penjelidikan-peuielidikar t:huﬂ 'alaﬂ guna’ keperltuan -

verdazuagan, kerad jinan, pertinian, perkibinan do pJ“lka“uh,

e rranting i nbuh~tunbuhan; ,

i, Defusatan pcﬁHeLicm paring-terans didelem dan dilunr neferd §nn

‘cper*Lan dJuW“tdﬁ—hG qrj,.u~

i.,uruscn tera; . Ci "

era - o ‘
.urusan-urusan perekonomian dilapangan pelajaran, jaitu sakngqv'
nzi pervaixan pelajaran perkapolan-perkipslan partikullr,urusar
san tele jaran didalam dan jang deri, lugran mepasukl kkepulauan
nesia dan hal-hel jeng berhub%ggzn dongan itu;
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1. memperbaiki perkembangan prusahaan peruoabaan pertanian;
m. pengurusan pertanian-negara, , .
2. penjelidikan-penjelidikén Dengctahu&n alam sematd-mdta, sekad@r Li-
. dak dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat perlengkapansvpensi-
aba lainnje; djuga perlindungan kekajaan-alam dan’ aneka -ragam AV
.. buh-tumbuhan dan binatang-~biadtang liutan;
o. Lertdampuran tangen pemerintah dalam lapansan ilmu hehewanan,‘ooku '
ar tidak dibebankan atau diserahkan:kepada alat-alat perlengkapan-
. xonvu sa lainnja, dJuga penjelidikan tentang ilmu hehewanan,_
e dJawatan hchutanan,_.
=q .. penzadjaranilmu pertanian, sekadar tidak dibebankan atau dlucrnnk“n
- kepada alat- dlat-perlcngéapan -penguasa lainnjd’; dJuga Pef“uiuu“ ‘i“
- heradJlnan—k@hewanan fan ilmu kehutanan’; O
< pemberian  surat-surat izin untuk perlkanan d1+onl lqut;
hak untuk mengumbll muticra; gewan, _ . -
' trinadg dan bunge karang, d;u"a JeWJPwaan dan - )omh)~
rongan. hak unt s men*umpulkan qaranq-sarxnb burung: Jang. dapat umm#T
- kan, PUPUﬁzkwleLawﬂr dan telur-tslur “OWJu, uckauﬂr sesuatu tidak di-
bebankan atau- dlscrahkpn kcrqdd alat-alas wuriongkavan—ucnruwSG lea-

pemborOnvan

innja; : g

5. pertjampuran tanﬁan.'cmcﬂlntaL1 \ ‘dilananian qc_'umban~an Qulw”
arti sclua —1uasn3a, thbd yLndJua]Qn ‘has *l has 11 pertmen‘*an
ra; : 2 TN

t. Do:usahnan-peruaahaan pertambanﬁan nclara &
":‘:l_ X ! ._‘."" ¥

o SEHEEE N, 7 e
‘ : ..t . .

"35‘ ';.Fusal 7

Jang termasuk linbkungan pekerdean Remcnt@rlan nohaklmqn 1alah-

Q. orbanwsqsi peradllan dan urusan pegawal nopgadllan, dguga seégala
jang bcrhubungan dengan’ nchabat -ped jabat Kehakiman: selandjutnja,
“adpokat-adpokat, ﬂcneetJara penget jara, . dJuru—dJuru 81ta begltHOL?
d juru-d juru- t@rdJemah Jang telah disumpah; . P N g

b. urusan-urusan.meéngenal Mah! auah-uroltra31 Bnl; e

c. balai-balal harta peninggelan, ‘urusan notaris dea DentJatatan diiv
sekadar tidak dibebankan atay diaerahkun kep ada alat»alqt prtl'n“-
kapan-ncnguasa lalnnga' - A — S e e

4. Kependjaraan; o '

. porangkaan penjelenggaraan pekerdgaan nekord]aan penradllan dl“

orang-orang hukumans: - --

(0]

f. pengesahan perkumnulan-perkumpulan ‘dan’ p :Kenanan atas qn+gnrqq-_
anggaran~ddsar perserden terbatas; ° L T AT D

£. pengambilan nama dan perobahan nama oo ! L

h. perundang-undangan jang bcrsangkutan dcnﬁan Atk perduu-. AR Fi-

‘kum“pidana dan. segalanja jang berhubungan dengan itu seérta dengan

“urussn- hukum. pads umumngn, . S A e
. pengemballan hak; "” = ' ' S '
. UPusan monrena1 baradg baranp janb t rdampar dlpantai
. 1migras1;_ . _
. Eiampur tangan dalam paspor- paspor luar reberi sgratrsurapﬁggaan buli?

dan surat-surat pengesahan; ~ s -
m. denjerakan orang- orang asing; c ,
n. dakviloskopi; - - T s L L
¢. tjampur- tan@an mcn enei OflJb—OrldP dLba\ umu:”jangédiserahxanf
' kepada Peserintah; . R o
p. reklasering; e R T - o
q. maelsicukan ordonansi ﬂentgabutan hak, sekadax: t*dak dlbobaLhan qtau
- jecrahkan kepada alat-alat peflcn;kapan-n@nﬁunsq L‘lnﬂJﬂ'
. milik ilmu pengetahuan; -
pendaftaran: tanah;,

i—‘:i;—L'Lr-‘-

fon
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't{ﬁoenﬁawasan atas urusan’ asuran51,_

©u. pemberian naschdt beraasnrhan bukum Kopada alet- alat e rlGDéKdUH“*

- PeRg U.B.S&,

V., pengusutan keterangan—ketorannan P?rfonfi OT&H- ray;-janw

'menln-gal T
w. Ieru@dlaan untuk memBerl ammun amncoti dan ab011 siy’ o=
%. .lembaran negara dan berita nogar&, S

e Faaax 8 L
[ e

o
'_.HH

:Jan“ teraas uk_l;u*kunfan nckerdjaan_Kcmenteridn 1ernuuunrun; Tenaga den

FPeic sl,}ci.u.‘. Uien ial uul

C

. yeL(aVP"ah auncai su zal dan ncra;r&n buat;n uLam, danau-danau'dan

e P N S

b. pomellh raan kouontlnvan poralran unum cm:t“ penberian bantuan tek-
nlk jang diminta kepada alat-alat perlengkapan-penguasa setjar
memborlkan naqch»t naschat dan m@nJLmhurndkun Tmrltlmnc'an runtgan;oi
-chusus, kadar satu’ sans Idlu berhubunga‘ arusan -uowertl )unc di-
uralkan dlatag, L F 0

¢. pemelibharaan kepentingan. unun la;um rekerd jaan- vohordjaan nrlwron.
Dembiangan dan’ renahannu a‘r QGW.“CKUTdJ;un Tekerd jasan bors*fut il

- m-jperairan 1*1n“]a ' _ '

a, motdlrlcan, memelihara dan meniurus gedung- gpgqu;negara, sekadar
-tidak dibebankan kepada fc;untb;1a¢ 1 erbckannng '

e. menjewa ncduhg—gedunc teruntuk ‘djawatan- djawatan gipil _

T. mengadakan den mempergunakan henjantunan air- m1nuu dan ugahd—u saha
guna memad jukan kesehatan (assainering); -

5. penjelengzgaraan pembangunan W hOtd—Kuta atau daorah daerqn -
okndcvﬁlqnggap perlu -, jang mendcrita kerusakan sebagai:akibat pa-

rang dan’ nepJelonggaraan uqaha semat jam itu dikot&-kota lalnnJa

« Ytotarucngsen alom o (raimtelijke ordcnlnp)

. memberi dorongan dan petund juk untuk dan mcngadakan engawasan atas

- perumahan rakjat: (volhshquvc,tlnP) : L o

P

1. masagah-masaiial - urium mengenai lalu- llntUO;

3 :
v
'k_. mengadakan - dan mempergunakan po*hubunpan hereta apl dan trem nes

l,—J

mengawasi kereta apl dan trem; : '

m. tjampur-tangan pemerlntah dalam urugan kereta apil dan_trem Prt*hu
‘1lir, sekadar tidak dibebankan atau dis eruhhanukppada,&l&tfalat_Ptf“
lenrhﬂnap-vuraankntainnJa, B o Y -

n. npengawasan.-unum atas lalu-llntas didarat - y -

D. urusan pengangkutan-bermotor; ‘ IR

. membuat dan mempergunakan pelabuhdn Delabuhcp dan- usaha uban unt

perbaikan ataupun pemeliharaan pelabuhan-pslabuhan-luar: (reden) dan.

teluk-toluk sekadar jang t:dak dibebankan ‘atau dlscrahkan hepada
alat-alat pevlen ghapan~penguasa lalnnJa-

q. pembuatan dan ucmakalan 1a“*ngan lapangsan terbanb dan vclabuhanvpe-

labuhan untuk dan tjampur tangan dalam 'enPQWﬂ an atas ﬂenerban‘an
-1il; . _ B

v djew_t:n Soletel tolsr&p dqn belpon, : o o g .

. banl. uabungan-ﬁos o o R

. urusan tentang tenaga 1lStPr1K' B

. membuat dan mompergunahap gaha-usaha t@nta“b LCcha—al‘,

. ¢jawatan mctporolOgl dén geclisi; o : '

w. pengurusan dan tjampur- tdngan menbcnalwtum —tCL“aD vung panan -’
baranﬁ Hegpara; | '

Y. dJQvQETU per&anaTQn hebﬂfd,

Lj.Joankum:“an penerangan pantai;

. djowatwn pelabuhan dan pandu-pelatuhan;

na.uang-pemanduan dan uan&-uandu pelabuhang

bb.h*drobr 271, pemberian pefa-laut dan penuntun~penuntun, djuga

< ¢ ok lfs
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rusan pemberian kabar kepada pelajar-pelajar; _ L
cc.sval-soal Jjang berkenaan dengan urusan welubuhan laut dan petundivi-

petundjuk bagi pelajaran dl ludonesia dan segala urusan lainnja Jang

barkenaan dengan rcrundang~und&nran ‘cl@Jnran'- o
ddwsurat<sdrat -laut dan surat- surﬂt.uc buktl heneraradn hnﬁa -k ral. dan

verahu-perahu lainnja, dju '. ukurnu-muatan kaﬂn+ (scheu smutinh),
zc~rcran~kaan “olajaran'- ‘

r .UWNawasan atas pelajaran menurut PrundanH—uncar*dr yLJu aran den sar
1 tanmnur~tangan Jainnja dalam -urusan 16 Tajara sekadar datu pand la-
ln tidak melulu masik, lingkungan fekerdjaan. Kementerian laln;

sg.pengawasan atas penaatan pcrsetudjuan-)eﬁ:otudwuan jang telah arwu'rhmu
diadakan oleh neparu menvenai “emellhdraar nerhuban zan, ﬂeluJarup ais
Indonesiai™
baik ﬁembcllan ragpun pembuaten jang divuas ytkan aarlp&du kav&l—Kﬂﬁll
hu—:crah Ly tOnEKanp -ton 'k”hg'd“n gebagainja, fun. djuge -pengawasan
taq remvugtan itu dan dari rada kebtel-ketel, notor-motpr;dan barans
rerlengkopan lainndat jang neriu untuk ERERE, N e
wendlaran ilmu pe’agarar termasuk peadidikan &b':-teknlk leapal dzg
uwufu~uelﬁraﬂ~rac apal., ~gsekadar twduh dibepanknn atau LlSﬁruruﬂu
pado alat-alat yerlcngxa*&n-ﬂenpuau- *nlnnxu, b, R
Ji.hnl mendjalanken perqtaran ketje Ldkﬂd? anak ~h'““l.-. .- W

ez

Jang termasuk lingkungan “ekcrdjaan “umcntorlan Yeselwmtan ialan:

a9, hengawasan atas xegchatan dan penglaksanaan pcnjblun*ru*dan resehnt

. menundjukkan_alat-ﬁlqt bagi pbrbaixan keoehnta¢ dan mumadJuAan sy
an alat-alat itu; ‘

caac-memberantast langsung dan me 1rh1ndnrkau penjarkit- penwaklt menular,

d. memadjukan penjelidiken dilapangan 1lmu pcncctabuan janb pentlrg vagl

renjelenggaraan keachatan; :

2. Mmengsurus badan-badan nusat dilapangan llmu~“engetahuan,

¥, perangkaan llmu*hpdokteran' :

z. tjampur-tangan antara negara d;lavanﬁun kesehatan; .

Lo Segala urusan nenioancb.*aan ~kesehatan lainnja, sekadar tld&K dibehan-
ken atau dlserahkan kepada alat-alat l'”lonphapan penguasa lainnja.-

T -

'Fa al lo.

Tang - termd suk lingkungan penerdgaap wapntOrl&n ePdldi\a«, Pengad jarzn

-~

L

dan Igbudajaan ialan:

a. menaumpulkan ketcrangan-Keterangun Jang pentlnc urtuk menbadakgp ren-

B s)ana~ﬂent3ana tentang oengadjaran SOluTUhuJ&'~ :

. perqngkaan pengadjaran seluruhnjaj: . . ,

¢c. penjelidikan-penjelidikan berdasarkan penbetahuan dilapangan oend1c1>°i

d. pemberian nasihat-nasihat’ dilapangan londld*han' :

e;_tgarﬂur tangen ‘antars negara dilapangan: ‘pendidikan;

7. Kerdja-sama dalam lingkungan “Unl mengenai hal-hal Rebudajaﬂn,

. Yebudajaan dan pengetahuan, . sckadar tidak-dibebanken av au dlsera"kd“
kepada alat-zlat Uerlongkapan penguasa lainnja; _ o

h. tjampur-tangan dalam hal- hal kebudajaan,,_ : '

i. djawatan purbakala; <o,

J+. perpustakaan rakjety ' “

k:

~

. memadgukan Uemberlan peherbitan alat-alat pengadjaran,'
.. argip negara.,

e

””fFasal'll.

Jang termasuk lingkungan pekerdjaan:KementerianiSosial'ialah :
.. mengy ' o

sahahap kenad juan sosial masJorakab;
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. -7 -
b. renjslenggaraan urusan-urusan upum jang bLersi
c. mengadaken penjelidikan- FGHJUlldiKaD dan mere
gunakln perangkaan sosisal;
dyopolitik fe8051;1an; '
~.'“onorangan kescsialan; - B
I'. penjelenggaraan kepentingan masjarakat, bermasui : S :
1. pekerdjaan masjarakat (a.l. pengurusan bagl orang-orang Jare mes-
butuhkan tundjahgan dan bantuan, rehabilitasi orang-orapng Lorbl-
Ckum, ‘pemberantasan dari jang lajak disebut dlrﬂﬂa perenpuan dan
_anuk-analk serta pemberantasan pererbitan Kq””nran~kﬂranbbh atau
pambar-g amglr tentang pertjabulan, pemberantosan k«ldaan ulb R BTN
dalam masjarakat lainnja, nrusan kemiskinan, pun djusa badan-oe
“dan amal dan badan-baden untuk kepentingan umum, undian- undian
dan pindjaman premi);
2. penjelenggaraan Ke;entlngan oran;-oranb dibawah umur;
3. penjelenggaraan umum kegentinrﬂn WATDZE .
{« pengurusan dan rehabilitasi korban perang dan orang-orang jang dica
makan dengen itu; ‘
h. perumahan;
i. transmigrasi dan emigsrasi,

fat, soslal;
pt' ak¢n ‘dan aemper-

-,

f

: g Fasal 12,
Jang termasuk lingkungan pekerdjaan Xemcenterian Po*”urunuw ialon:

4. perundang-undangan sosial;
t. Kepastian sosial; ol
¢c. aoal soul wmnum urusan regawal, -gadji dan -pensiun (bekas) pegowal
pome intah; ' T
a. 9'1K4u—:°rlmat SPKPPCJ&,
SN t;amyur tangan penguasa dalam perhubungan antara madjikan San huron,
terpasuk

1. rengawasan “GWburuhan (pemeriksaan perburuharn dan pepgvaan Koei-
' manan, pun dJuwa peraturan- poraturan Sl A adelEan bcrhuiuﬂé
dengan ketjelakaan dalam perusshasan; d

<. Peaberiasn perantaresan dalan perscilsihee: perburuhan;
3. pengawasan atas jenerimann tenazae perburuhan di Zodenogia den da-
‘ ri daerab d1lu%r Ind ne%la

BT sl urav—fcra Uridn ten adﬁ perhurubni.
al]
-3 N ...’.'_....";'-‘,. ¥ f?e.;ucl T8l

Jan:r veridoel hingkungan pekerdjain Kesepterian oownk 1nlonhg o
g, mompelacdjarl aliran-aliran masjarakot barhubung dengan Agama. Tol.a

azar dapat menjatakannja dengan tepat: J08u37 dengan kebebasan-izch
basan dan hahpgak dasar manusia; -

<y

b, meguglab-masealsh mengenai emlﬂahgn agama dan nesora;
~c¢. tindakan~tindakan H”rhubuns dengan ziarah agema.

Fagal 14,

licgkungan - pekerd jeaan Yemeat erian Pencrangan lalah:

alat~-alot PengumumAn Indencsin pada, chususnja; <
£ oleh Pemerintah begl raklat dan 2lat-alab rengumuman;
wrordinasi tugas 2lat-alat penguauman;
Eotgrungan-Hebterangan bagl! luar-negeri tentang Indoaesin dalam oobl
luas-luasnga;

wl e
.

N\ 4
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o
%

__3__.

perhubungan dengen alat-elat pengumuman luar negerl, pw.orimi“ :
deri dan pemberlan penerangan kepada wakil-wakwl a}ut—a] x+ ﬂcag u-

Jouman luar -negeri;

1arm—r;1ﬁlo L
r(;,;ei.,d an ne(a.lra.

Ditetapkan di D‘]alfar‘h{-z:ﬂ‘

pada tang._.,al Apnl 990

PERDANA MENTERI,

I

" (Mohwd hatta) ‘
Y ;NT'“:J VEHA:CEI\JAN, '
| C T Seesese). T
H “
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Lampiran [X
Piagam Perjataan Terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sumber:

Supomo, R., Undang — Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Jakarta :

Noordhoff-kolff N.V, 1954.
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PIAGAM
PERNJATAAN TERBENTUKNJA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Dengan ini kami memberitahukan kepada rapat gabungan Dewan
Perwakilan Rakjat dan Senat Republik Indonesia Serikat, bahwa rencana undang-
undang untuk mengubah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat
mendjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia jang disusun oleh
Pemerintah dengan persetudjuan  para Pemerintah Negara-negara Bagian
Republik Indonesia Serikat, telah diterima baik oleh Dewan Perwakilan Rakjat
dan Senat Republik Indonesia Serikat, dalam rapat-rapatnja pada tanggal 14
Agustus 1950.

Pada hari ini, tanggal 15 Agustus 1950, naskah Undang-undang tersebut
telah kami tanda-tangani dan ditanda-tangani serta oleh Perdana Menteri dan
Kehakiman Republik Indonesia Serikat serta diumumkan oleh Menteri
Kehakiman berdasar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus
1945.

Maka kami atas rakjat pada tingkatan perdjuangan Kemerdekaan sekarang
ini, menjatakan sebagai perubahan dalam negeri terbentukanja Negara Kesatuan

Republik jang meliputi seluruh tanah air dan segenap Bangsa Indonesia.

Djakarta, 15 Agustus 1950

SOEKARNO
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Lampiran X

Permohonan [jin Penelitian
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UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FARULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Tromol Pos 29, Yogyakarta 52002 Telp. (0274) 513301, 515352, Fax. (0274) 562383

Nomor : ¢o; /Penit/Kajw/ 2¢iPi [/ Fkiy | o0l
Lamp.
Hal . Permohonan [jin Penelitian

Kepada Yth. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Dengan int kami memohon ijin mahasiswa kami,

Nama : Utami Dewi

NIM : 991314025

Program Studi :  Pendidikan Sejarah

Jurusan : Pendidikan Ilmu dan Pengetahuan Sosial
Semester ;10 (Sepuluh)

untuk melaksanakan penelitian dalam rangka persiapan penyusunan Skripsi, dengan
ketentuan sebagai berikut :

Lokasi . Arsip Nasional
Waktu . 22 Desember 2003 s/d 7 Januari 2004
Topik / Judul . Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS)

20 Desember 1949 — 6 September 1950

Atas perhatian dan ijin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan Yth :
L e e
2. Dekan FKIP
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